
. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

SALINAN 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

NOMOR PER- 4 /BC/2019 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK 

INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA 

MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK 

PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS 

IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG 

PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN 

UNTUK DIEKSPOR 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 50 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2018 

tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak 

Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan 

untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain 

dengan Tujuan untuk Diekspor, perlu menetapkan 

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 160/PMK.04/2018 tentang 

Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak 

Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan 

untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain 

dengan Tujuan untuk Diekspor:



Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5069): 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga 

atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5069): 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661): 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 

tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena



Menetapkan 

Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.010/2018 

tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan 

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang 

Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk, dan 

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

160/PMK.04/2018 tentang Pembebasan Bea Masuk dan 

Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, 

Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan 

untuk Diekspor. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

TENTANG PETUNJUK  PELAKSANAAN PERATURAN 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 

160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK 

DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 

BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN 

UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG 

LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud 

dengan: 

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- 

Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 

Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 1995 tentang Cukai. 

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan, yang 

selanjutnya disebut KITE Pembebasan, adalah 

pembebasan Bea Masuk, serta Pajak Pertambahan Nilai 

atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor atau 

pemasukan Barang dan Bahan yang berasal dari luar 

daerah pabean untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang 

pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. 

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pengembalian, yang 

selanjutnya disebut KITE Pengembalian adalah 

pengembalian Bea Masuk yang telah dibayar atas impor 

atau pemasukan Barang dan Bahan yang berasal dari 

luar daerah pabean untuk Diolah, Dirakit, atau 

Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk 

diekspor. 

Bea Masuk adalah pungutan Negara berdasarkan 

Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap 

barang yang diimpor 

Bea Masuk Tambahan adalah tambahan atas Bea 

Masuk seperti Bea Masuk antidumping, Bea Masuk 

imbalan, Bea Masuk tindakan pengamanan, dan Bea 

Masuk pembalasan. 

Perusahaan KITE Pembebasan adalah badan usaha 

yang ditetapkan sebagai penerima fasilitas KITE 

Pembebasan. 

Perusahaan KITE Pengembalian adalah badan usaha 

yang ditetapkan sebagai penerima fasilitas KITE 

Pengembalian.



10. 

Li, 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17, 

Barang dan Bahan adalah barang dan bahan baku, 
termasuk bahan penolong dan bahan pengemas yang: 
a. diimpor, atau 

b. dimasukkan dari Tempat Penimbunan Berikat, 
Kawasan Bebas dan/atau kawasan ekonomi khusus 
yang berasal dari luar daerah pabean, 

dengan fasilitas KITE Pembebasan, untuk Diolah, 
Dirakit, atau Dipasang pada barang lain untuk menjadi 
barang Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah. 
Barang dan Bahan Rusak adalah Barang dan Bahan 
yang mengalami kerusakan dan/atau penurunan mutu 
dan tidak dapat diproses atau apabila diproses akan 
menghasilkan barang Hasil Produksi yang tidak 
memenuhi kualitas/standar. 

Barang Contoh adalah barang yang digunakan sebagai 
contoh untuk menunjang kegiatan proses produksi yang 
barang Hasil Produksinya untuk tujuan diekspor. 
Hasil Produksi adalah hasil pengolahan, perakitan, atau 
pemasangan Barang dan Bahan. 

Hasil Produksi Rusak adalah Hasil Produksi yang 
mengalami kerusakan dan/atau penurunan 
kualitas/standar mutu. 

Diolah adalah dilakukan pengolahan untuk 
menghasilkan barang Hasil Produksi yang mempunyai 
nilai tambah. 

Dirakit adalah dilakukan perakitan dan /atau penyatuan 
sehingga menghasilkan barang Hasil Produksi yang 
mempunyai nilai tambah. 

Dipasang adalah dilakukan pemasangan, pelekatan 
dan/atau penggabungan dengan barang lain sehingga 

. menghasilkan barang Hasil Produksi yang mempunyai 
nilai tambah. 

Konversi adalah suatu pernyataan dari Perusahaaan 
KITE Pembebasan mengenai komposisi pemakaian 
Barang dan Bahan untuk setiap saluan Hasil Produksi.



18. 

19 

20. 

21. 

22. 

23. 

Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, 

atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu 

yang digunakan untuk menimbun barang dengan 

tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea 

Masuk. 

Gudang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat 

untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) 

atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasan 

kembali, penyortiran, penggabungan (kitting), 

pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang- 

barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk 

dikeluarkan kembali. 

Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat 

untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang 

berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna 

diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor 

untuk dipakai. 

Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat adalah 

Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang 

impor dalam jangka waktu tertentu, dengan atau tanpa 

barang dari dalam daerah pabean untuk dipamerkan. 

Pusat Logistik Berikat adalah Tempat Penimbunan 

Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah 

pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain 

dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih 

kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk 

dikeluarkan kembali. 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, 

yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu 

kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah 

pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, 

Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah, dan Cukai.



24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29, 

30. 

3, 

Mitra Utama Kepabeanan yang selanjutnya disebut 
MITA Kepabeanan adalah importir dan/atau eksportir 

yang diberikan pelayanan khusus di bidang 

kepabeanan. 

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan 

Cukai. 

Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan 

tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu 

berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang- 

Undang Cukai. 

Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah di lingkungan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

Kantor Pelayanan Utama yang selanjutnya disingkat 

KPU adalah Kantor Pelayanan Utama di lingkungan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya 

kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang 

Kepabeanan. 

Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat 

SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh 

Kantor Wilayah, KPU, dan Kantor Pabean dalam rangka 

pengawasan dan pelayanan kepabeanan.



BAB II 

PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN, 

(1) 

KEWAJIBAN PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN, DAN 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI 

PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN 

Bagian Pertama 

Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan 

Pasal 2 

Untuk mendapatkan penetapan sebagai Perusahaan 

KITE Pembebasan, badan usaha yang telah memenuhi 

kriteria dan persyaratan dalam Peraturan Menteri 

Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak 

Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, 

Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan 

Tujuan untuk Diekspor mengajukan permohonan 

kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang 

mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha 

badan usaha dengan mengisi daftar isian berupa: 

a. Nomor Induk Berusaha, 

b. nomor, tanggal, dan nama instansi penerbit izin 

usaha industri, 

c. jenis, nomor, dan tanggal bukti kepemilikan atau 

bukti penguasaan lokasi, 

d. daftar Barang dan Bahan, daftar Hasil Produksi, dan 

daftar penerima subkontrak, dalam hal terdapat 

proses produksi yang akan disubkontrakkan: 

e. data jumlah investasi, jumlah tenaga kerja, serta 

jumlah aset, utang, dan permodalan,



(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

f. data indikator kinerja utama (key performance 

indicator) yang ditargetkan oleh badan usaha untuk 

mengukur manfaat ekonomi yang ditimbulkan dari 

pemanfaatan fasilitas KITE Pembebasan, seperti 

peningkatan pajak penghasilan badan, peningkatan 

investasi, dan peningkatan tenaga kerja: dan 

g. waktu kesiapan pemeriksaan lokasi serta 

pemaparan mengenai proses bisnis dan pemenuhan 

kriteria. 

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan secara elektronik melalui Sistem Indonesia 

National Single Window dalam kerangka Online Single 

Submission. 

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak dapat disampaikan secara elektronik, 

permohonan disampaikan secara tertulis kepada: 

a. kepala Kantor Wilayah melalui kepala Kantor 

Pabean, atau 

b. kepala KPU, 

yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan 

usaha perusahaan. 

Pasal 3 

Dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), SKP 

melakukan validasi terhadap isian data yang diajukan 

oleh badan usaha. 

Dalam hal data tidak valid, SKP memberikan respon 

penolakan disertai dengan alasan penolakan. 

Dalam hal data valid, SKP memberikan respon kepada 

kepala KPU atau kepala Kantor Pabean atau Pejabat 

Bea dan Cukai yang ditunjuk yang mengawasi lokasi 

pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha untuk: 

a. melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan 

lokasi, dan 

b. menerbitkan berita acara pemeriksaan.



(4) 

(5) 

Dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), kepala 

KPU atau kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan 

Cukai yang ditunjuk yang mengawasi lokasi pabrik atau 

lokasi kegiatan usaha badan usaha: 

a. melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan 

lokasi: dan | 

b. menerbitkan berita acara pemeriksaan. 

Pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat 

(4) huruf a meliputi: 

a. validasi Nomor Induk Berusaha, dalam hal 

permohonan disampaikan secara tertulis: 

b. validasi atas izin usaha industri atau sejenisnya, 

Cc. pemeriksaan data isian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) dengan dokumen pembuktian 

kriteria dan persyaratan yang menjadi dasar 

pengisian, dan 

d. pemeriksaan terhadap pemenuhan kriteria dan 

persyaratan meliputi: 

1. pemeriksaan jenis usaha (nature of business): 

a. jenis kegiatan produksi dan uraian proses 

produksi, jenis barang dan bahan serta hasil 

produksi: 

b. keterkaitan jenis barang dan bahan yang akan 

diimpor dengan fasilitas KITE dengan bidang 

usaha badan usaha dan hasil produksi yang 

akan diekspor: 

2. pemeriksaan bukti kepemilikan atau penguasaan 

lokasi kegiatan usaha: 

a. untuk kegiatan produksi, tempat penimbunan 

Barang dan Bahan serta Hasil Produksi paling 

singkat 3 (tiga) tahun sejak permohonan 

penetapan sebagai Perusahaan  KITE 

Pembebasan diajukan:



(6) 

(7) 

(1) 

b. untuk tempat penimbunan Bahan Baku dan 

tempat penimbunan Hasil Produksi paling 

singkat 6 (enam) bulan sejak penetapan 

sebagai Perusahaan KITE Pembebasan 

diajukan, dalam hal tempat penimbunan 

terpisah dari lokasi untuk kegiatan produksi, 

3. penilaian sistem pengendalian internal, 

4. pemeriksaan pemenuhan kriteria 

pendayagunaan sistem informasi persediaan 

berbasis komputer (IT inventory) sesuai Peraturan 

Direktur Jenderal mengenai penerapan sistem 

informasi persediaan berbasis komputer (IT 

inventory) pada perusahaan pengguna fasilitas 

KITE Pembebasan, 

5. pemeriksaan lokasi kegiatan usaha, tempat 

penyimpanan, pembongkaran, dan 

6. pemeriksaan terhadap badan usaha penerima 

subkontrak berdasarkan manajemen risiko. 

Dalam hal diperlukan, kepala Kantor Wilayah, kepala 

KPU, dan kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi 

pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha dapat 

meminta asli dokumen pembuktian kriteria dan 

persyaratan. 

Pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lokasi, dan 

penerbitan berita acara pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), dilakukan paling 

lama 3 (tiga) hari kerja setelah waktu kesiapan 

pemeriksaan lokasi dalam permohonan. 

Kepala Kantor Pabean menyampaikan berita acara 

pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

kepada kepala Kantor Wilayah. 

Pasal 4 

Badan usaha yang mengajukan permohonan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus 

melakukan pemaparan mengenai proses bisnis dan 

pemenuhan kriteria dan persyaratan sebagaimana



(2) 

(3) 

(5) 

(6) 

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak 

Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang 

dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada 

Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, kepada 

kepala Kantor Wilayah atau KPU. 

Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan oleh wakil anggota direksi perusahaan. 

Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau 

paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal 

penerbitan berita acara pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau ayat (4). 

Berdasarkan pemaparan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat 

Bea dan Cukai yang ditunjuk membuat berita acara 

yang ditandatangani pihak badan usaha dan Kantor 

Wilayah atau KPU, yang paling kurang mencantumkan 

hasil pemaparan serta waktu selesai pemaparan 

sebagai dasar janji layanan penerbitan persetujuan 

atau penolakan atas permohonan penetapan sebagai 

Perusahaan KITE Pembebasan. 

Dalam hal terdapat hal yang belum dipaparkan 

dan/atau hal yang perlu dilengkapi oleh badan usaha, 

pemaparan dinyatakan belum selesai dan dilakukan 

penjadwalan ulang. 

Dalam hal pemaparan tidak dilakukan dalam jangka 

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala 

Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai 

yang ditunjuk membuat berita acara tentang tidak 

dilakukannya pemaparan sesuai waktu yang 

ditentukan.



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Pasal 5 

Kepala Kantor Wilayah atau KPU atas nama Menteri 

memberikan: 

a. persetujuan dengan menerbitkan Keputusan 

Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai 

Perusahaan KITE Pembebasan, atau 

b. penolakan dengan menerbitkan surat penolakan 

dengan menyebutkan alasan penolakan, 

berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau ayat (4), serta 

berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(4) dan Pasal 4 ayat (6). 

Dalam hal dilakukan pemaparan, Keputusan Menteri 

Keuangan mengenai penetapan sebagai Perusahaan 

KITE Pembebasan atau surat penolakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) 

jam setelah pemaparan selesai dilakukan. 

Dalam hal pemaparan tidak dilakukan dalam jangka 

waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), 

kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan 

penolakan dengan menerbitkan surat penolakan 

disertai dengan alasan penolakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b pada hari kerja 

berikutnya. 

Format dokumen yang digunakan oleh badan usaha 

dalam permohonan penetapan sebagai Perusahaan 

KITE Pembebasan, serta format yang digunakan oleh 

Pejabat Bea dan Cukai dalam proses penetapan sebagai 

Perusahaan KITE Pembebasan, sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.



(1) 

(2) 

(3) 

(4 

(5) 

Bagian Kedua 

Kewajiban Perusahaan KITE Pembebasan 

Pasal 6 

Dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal 

penerbitan keputusan penetapan sebagai Perusahaan 

KITE Pembebasan, sistem informasi persediaan 

berbasis komputer (IT Inventory) yang didayagunakan 

Perusahaan KITE Pembebasan, wajib dapat diakses 

oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara daring. 

Badan usaha yang telah ditetapkan sebagai Perusahaan 

KITE Pembebasan wajib memasang papan nama yang 

paling kurang mencantumkan nama Perusahaan KITE 

Pembebasan dan status sebagai perusahaan penerima 

fasilitas KITE Pembebasan pada setiap lokasi pabrik, 

lokasi penimbunan, dan lokasi kegiatan usaha. 

Perusahaan KITE Pembebasan wajib melakukan 

penatausahaan barang asal fasilitas KITE Pembebasan 

sehingga dalam pencatatan dan/atau pembukuan 

dapat dibedakan dengan barang yang bukan asal 

fasilitas KITE Pembebasan. 

Kepala Kantor Wilayah atau KPU melakukan 

pengawasan untuk memastikan dipenuhinya kewajiban 

pemenuhan sistem informasi persediaan berbasis 

komputer (IT inventory) yang dapat diakses oleh 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara daring dan 

kewajiban pemasangan papan nama melalui 

mekanisme monitoring dan evaluasi. 

Kegiatan pengawasan untuk memastikan dipenuhinya 

kewajiban pemenuhan sistem informasi persediaan 

berbasis komputer (IT inventory) yang dapat diakses 

oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara daring 

dilakukan sesuai tata cara dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini.



(1) 

(2) 

(3) 

(5) 

Pasal 7 

Perusahaan KITE Pembebasan wajib menyampaikan: 

a. laporan keuangan tahunan, dan 

b. laporan mengenai dampak ekonomi pemberian 

fasilitas KITE Pembebasan, capaian indikator kinerja 

“utama (key performance indicator) yang telah 

ditargetkan, serta target indikator kinerja utama (key 

performance indicator) periode berikutnya. 

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

disampaikan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU 

yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai 

Perusahaan KITE Pembebasan paling lambat pada akhir 

bulan ke-4 (empat) setelah akhir tahun pajak. 

Atas laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), kepala Kantor Wilayah atau KPU atau 

Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk: 

a. melakukan pendataan atas penyampaian laporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1): dan 

b. melakukan pencatatan dan pengelolaan data 

keuangan, data mengenai dampak ekonomi 

pemberian fasilitas KITE Pembebasan, dan data 

capaian indikator kinerja utama (key performance 

indicator) Perusahaan KITE Pembebasan. 

Data keuangan dan data capaian indikator kinerja utama 

(key performance indicator) Perusahaan KITE Pembebasan 

digunakan sebagai salah satu sumber data dalam 

pelaksanaan monitoring dan/atau evaluasi terhadap 

pemberian fasilitas KITE Pembebasan. 

Laporan mengenai dampak ekonomi pemberian fasilitas 

KITE Pembebasan, capaian indikator kinerja utama (key 

performance indicator) yang telah ditargetkan, serta target 

indikator kinerja utama (key performance indicator) periode 

berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Direktur Jenderal ini.



(6) Pencatatan data laporan keuangan, data mengenai 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

dampak ekonomi pemberian fasilitas KITE Pembebasan, 

dan laporan capaian indikator kinerja utama (key 

performance indicator) sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) huruf b sesuai contoh format sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Bagian Ketiga 

Perubahan atas Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan 

KITE Pembebasan 

Pasal 8 

Dalam hal terdapat perubahan data dalam keputusan 

penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, 

Perusahaan KITE Pembebasan yang bersangkutan harus 

mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Wilayah 

atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai 

Perusahaan KITE Pembebasan untuk diterbitkan 

perubahan atas keputusan penetapan sebagai Perusahaan 

KITE Pembebasan. 

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai 

dengan alasan perubahan dan melampirkan dokumen 

pendukung dalam bentuk salinan digital (soft copu). 

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan secara elektronik. 

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tidak dapat disampaikan secara elektronik, 

permohonan disampaikan secara tertulis kepada kepala 

Kantor Wilayah atau KPU. 

Terhadap permohonan perubahan data sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), kepala Kantor Wilayah atau KPU 

atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk: 

a. menerima berkas permohonan beserta lampirannya: 

b. meneliti kelengkapan dan kesesuaian permohonan 

beserta lampirannya: dan



(6) 
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c. melakukan pemeriksaan lapangan dalam hal 
diperlukan. 

Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan 
Cukai yang ditunjuk dapat melakukan koordinasi dengan 
Kepala Kantor Wilayah atau KPU lain, atau dengan Kepala 
Kantor Pabean terdekat dalam melakukan pemeriksaan 
lapangan. 

Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan 
Cukai yang ditunjuk dapat meminta asli dokumen 
pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam 
hal terdapat dokumen dalam bentuk soft copy yang kurang 
jelas dan/atau memerlukan penjelasan lebih lanjut. 
Dalam hal hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sesuai, kepala Kantor 

Wilayah atau KPU menerbitkan keputusan tentang 

perubahan atas keputusan penetapan sebagai Perusahaan 

KITE Pembebasan dan melakukan pemutakhiran data. 
Dalam hal hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak sesuai, kepala 
Kantor Wilayah atau KPU memberikan surat 
pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan 
penolakan. 

Persetujuan atau penolakan perubahan data keputusan 

penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan 
diberikan paling lama: 

a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara 
lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara 

elektronik dan tidak dilakukan pemeriksaan lapangan: 

atau 

b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara 
lengkap, dalam hal: 

1) permohonan disampaikan secara elektronik dan 

dilakukan pemeriksaan lapangan: atau 

2) permohonan disampaikan secara tertulis. 
Dalam hal terdapat perubahan data keputusan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang elemen data 
perubahannya telah disetujui oleh instansi terkait, dan
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elemen data tersebut tersedia dalam sistem informasi 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Perusahaan KITE 

Pembebasan menyampaikan pemberitahuan perubahan 

data dimaksud kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU 

yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai 

Perusahaan KITE Pembebasan untuk diterbitkan 

keputusan perubahan. 

Keputusan tentang perubahan atas keputusan penetapan 

sebagai Perusahaan KITE Pembebasan sesuai contoh 

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

Surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (9) sesuai contoh format sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

BAB III 

IMPOR DAN/ATAU PEMASUKAN, JAMINAN, PEMERIKSAAN 

PABEAN, PENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN/ATAU 

PEMASANGAN, KONVERSI, SUBKONTRAK, SERTA PERIODE 

(1) 

KITE PEMBEBASAN 

Bagian Pertama 

Impor dan/atau Pemasukan 

Pasal 9 

Barang dan Bahan dan Barang Contoh dapat diimpor 

dan/atau dimasukkan dari: 

luar daerah pabean, 

Pusat Logistik Berikat, 

Gudang Berikat, 

Kawasan Berikat, 

Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, 

Kawasan Bebas: 

na 
PP
? 
A
0
 Yr 
» 

kawasan ekonomi khusus, dan/atau
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h. kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh 

Pemerintah. 

(2) Perusahaan KITE Pembebasan melakukan impor 

dan/atau pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dengan ketentuan: 

a. pelaksanaan impor dan/atau pemasukan Barang dan 

Bahan dan Barang Contoh menggunakan dokumen 

pemberitahuan pabean impor sesuai dengan asal 

Barang dan Bahan dan Barang Contoh, 

b. jenis Barang dan Bahan yang diimpor dan/atau 

dimasukkan harus sesuai dengan jenis yang tercantum 

dalam lampiran keputusan penetapan sebagai 

Perusahaan KITE Pembebasan, dan 

c. menyerahkan jaminan paling sedikit sebesar nilai 

Bea Masuk serta pajak pertambahan nilai atau pajak 

pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang 

mewah atas barang dan bahan sebagaimana 

diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor 

dan/atau pemberitahuan pabean pemasukan. 

(3) Atas impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a. menggunakan dokumen pemberitahuan pabean impor: 

b. mengisi pilihan “KITE Pembebasan” dan 

mencantumkan nomor dan tanggal keputusan 

penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan pada 

kolom 33 Keterangan Fasilitas dan Persyaratan: 

c. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan 

penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan pada 

lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan 

persyaratan /fasilitas: 

d. mencantumkan nilai bea masuk yang dibebaskan, PPN 

dan PPnBM pada kolom yang ditentukan dalam 

dokumen pemberitahuan pabean impor sesuai 

peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai pemberitahuan pabean impor: 

e. menyampaikan PIB yang telah diisi dengan lengkap dan 

benar kepada Kantor Pabean bongkar: dan
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f£. tata cara penyampaian pemberitahuan pabean impor 

mengikuti peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai impor barang untuk dipakai. 

Atas impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a. menggunakan dokumen pemberitahuan impor barang 

dari Pusat Logistik Berikat: 

b. mengisi pilihan “KITE Pembebasan” dan 

mencantumkan nomor dan tanggal keputusan 

penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan pada 

kolom 87 Keterangan Fasilitas dan Persyaratan: 

c. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan 

penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan pada 

lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan 

persyaratan /fasilitas: 

d. mencantumkan nilai bea masuk yang dibebaskan, PPN 

dan PPnBM pada kolom yang ditentukan dalam 

dokumen pemberitahuan pabean impor sesuai 

peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor 

Dari Pusat Logistik Berikat Untuk Diimpor Untuk 

Dipakai, 

e. menyampaikan dokumen pemberitahuan impor barang 

dari Pusat Logistik Berikat yang telah diisi dengan 

lengkap dan benar kepada Kantor Pabean bongkar, dan 

f. tata cara penyampaian dokumen pemberitahuan impor 

barang dari Pusat Logistik Berikat mengikuti peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai Tata 

Laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Pusat Logistik 

Berikat Untuk Diimpor Untuk Dipakai. 

Atas impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

huruf d, dan huruf e berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a. Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat melakukan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. mengisi dokumen pemberitahuan impor barang dari 

Tempat Penimbunan Berikat untuk diimpor untuk 

dipakai,
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2. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan 

penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan 

pada kolom “Penerima Barang”, 

3. mengisi pilihan kode 03 untuk fasilitas KITE pada 

kolom 17 Fasilitas Impor, 

4. mencantumkan nilai bea masuk pada kolom 

“Dibebaskan” dan pajak dalam rangka impor pada 

kolom “Dibayar”, 

5. melakukan pelunasan atas tagihan pajak dalam 

rangka impor, 

6. menyerahkan dokumen pemberitahuan impor 

barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk 

diimpor untuk dipakai kepada Perusahaan KITE 

Pembebasan untuk proses penyerahan jaminan, 

7. menyampaikan dokumen pemberitahuan impor 

barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk 

diimpor untuk dipakai yang telah diterbitkan Surat 

Tanda Terima Jaminan dan dilunasi tagihan pajak 

dalam rangka impornya kepada Kantor Pabean yang 

mengawasi Tempat Penimbunan Berikat yang 

selanjutnya Kantor Pabean akan melakukan 

konfirmasi Surat Tanda Terima Jaminan, dan 

8. melakukan pengeluaran barang setelah mendapat 

persetujuan pengeluaran barang dari Kantor Pabean 

yang mengawasi Tempat Penimbunan Berikat, 

. Perusahaan KITE Pembebasan melakukan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. menyerahkan jaminan atas dokumen 

pemberitahuan impor barang dari Tempat 

Penimbunan Berikat untuk diimpor untuk dipakai 

ke Kantor Wilayah atau KPU penerbit keputusan 

penetapan Fasilitas KITE Pembebasan atau Kantor 

Pabean untuk mendapatkan Surat Tanda Terima 

Jaminan: dan
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mengirimkan kembali dokumen pemberitahuan 

impor barang dari Tempat Penimbunan Berikat yang 

telah dilengkapi dengan fotokopi Surat Tanda 

Terima Jaminan dan fotokopi jaminan kepada 

perusahaan Tempat Penimbunan Berikat: 

c. Tata cara penyampaian dokumen pemberitahuan impor 

barang dari Tempat Penimbunan Berikat dan 

pengeluaran barang mengikuti peraturan perundang- 

undangan yang mengatur mengenai Tata Laksana 

Pengeluaran Barang Impor dari Tempat Penimbunan 

Berikat Untuk Diimpor Untuk Dipakai. 

(6) Atas impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a. Pengusaha di Kawasan Bebas melakukan hal-hal 

sebagai berikut: 

L- mengisi dokumen Pemberitahuan Pabean untuk 

pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari 

Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pabean, 

dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke 

tempat lain dalam Daerah Pabean: 

- mencantumkan nomor dan tanggal keputusan 

penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan 

pada kolom “Dokumen Pelengkap Pabean” pada 

baris “Lainnya”: 

. mencantumkan nilai Bea Masuk pada kolom 

“Dibebaskan” dan pajak dalam rangka impor dalam 

kolom “Dibayar”, 

melakukan pelunasan atas tagihan pajak dalam 

rangka impor, 

menyerahkan dokumen Pemberitahuan Pabean 

untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan 

dari Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah 

Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan 

Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean kepada 

Perusahaan KITE Pembebasan untuk proses 

penyerahan jaminan:
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6. menyampaikan dokumen pemberitahuan impor 

barang dari Kawasan Bebas untuk diimpor untuk 

dipakai yang telah diterbitkan Surat Tanda Terima 

Jaminan dan dilunasi tagihan pajak dalam rangka 

impornya kepada Kantor Pabean yang mengawasi 

Kawasan Bebas yang selanjutnya Kantor Pabean 

akan melakukan konfirmasi Surat Tanda Terima 

Jaminan, dan 

7. melakukan pengeluaran barang setelah mendapat 

persetujuan pengeluaran barang dari Kantor Pabean 

yang mengawasi Kawasan Bebas: 

b. Perusahaan KITE Pembebasan melakukan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. menyerahkan jaminan atas dokumen 

pemberitahuan impor barang dari Kawasan Bebas 

untuk diimpor untuk dipakai ke Kantor Wilayah 

atau KPU penerbit keputusan penetapan Fasilitas 

KITE Pembebasan atau Kantor Pabean untuk 

mendapatkan Surat Tanda Terima Jaminan: dan 

2. mengirimkan kembali dokumen Pemberitahuan 

Pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang 

ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah 

Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan 

Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean kepada 

Pengusaha di Kawasan Bebas yang telah dilengkapi 

dengan fotokopi Surat Tanda Terima Jaminan dan 

fotokopi jaminan untuk proses pengeluaran barang, 

Cc. tata cara penyampaian dokumen pemberitahuan impor 

barang dari Kawasan Bebas dan pengeluaran barang 

mengikuti peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai tata laksana pengeluaran barang 

impor dari Kawasan Bebas untuk diimpor untuk 

dipakai.
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Bagian Kedua 

Jaminan 

Pasal 10 

Atas impor dan/atau pemasukan Barang dan Bahan 

dengan fasilitas KITE Pembebasan, Perusahaan KITE 

Pembebasan harus menyerahkan jaminan kepada: 

a. Kantor Wilayah atau KPU penerbit keputusan 

penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, atau 

b. Kantor Pabean tempat pemberitahuan pabean 

disampaikan, 

pada saat pemberitahuan pabean diajukan. 

Jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) paling sedikit sebesar Bea Masuk serta pajak 

pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan 

pajak penjualan atas barang mewah atas Barang dan 

Bahan sebagaimana diberitahukan dalam pemberitahuan 

pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean 

pemasukan. 

Jangka waktu jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) paling singkat selama penjumlahan waktu: 

a. periode KITE Pembebasan, dan 

b. tiga bulan sesuai jangka waktu penyampaian laporan 

pertanggungjawaban, penelitian laporan 

pertanggungjawaban, dan penyelesaian jaminan. 

Dalam hal terdapat perpanjangan periode KITE 

Pembebasan, Perusahaan KITE Pembebasan wajib 

melakukan perpanjangan jangka waktu jaminan. 

Dalam hal jangka waktu jaminan tidak memenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat 

(4), laporan pertanggungjawaban tidak dapat diproses. 

Perusahaan KITE Pembebasan dapat menyerahkan 

jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 

bentuk jaminan perusahaan (corporate guarantee) dengan 

ketentuan:
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a. Perusahaan KITE Pembebasan telah mendapatkan 

pengakuan sebagai operator ekonomi bersertifikat 

(authorized economic operator): 

b. Perusahaan KITE Pembebasan merupakan importir 

yang telah ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan: 

atau 

Cc. Perusahaan KITE Pembebasan dengan kategori risiko 

rendah, 

yang memiliki kondisi keuangan yang baik, sesuai dengan 

ketentuan peraturan  perundang-undangan yang 

mengatur mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan. 

Bentuk, waktu, dan tata cara penyerahan jaminan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penetapan 

Perusahaan untuk dapat menyerahkan jaminan dalam 

bentuk jaminan perusahaan (corporate guarantee) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan. 

Pasal 11 

Terhadap jaminan yang diserahkan oleh Perusahaan KITE 

Pembebasan, selain jaminan dalam bentuk jaminan 

perusahaan (corporate guarantee), Pejabat Bea dan Cukai: 

a. melakukan penelitian terhadap jumlah dan jangka 

waktu jaminan, dan 

b. dapat melakukan konfirmasi penerbitan jaminan 

kepada penjamin atau surety dengan 

mempertimbangkan tingkat risiko Perusahaan KITE 

Pembebasan dan penjamin. 

Dalam hal hasil penelitian jaminan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian jaminan, 

Pejabat Bea dan Cukai menolak jaminan dengan 

menerbitkan surat penolakan jaminan. 

Dalam hal hasil penelitian jaminan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdapat kesesuaian jaminan, 

Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Surat Tanda Terima 

Jaminan (STTJ).
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Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), sesuai contoh format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Direktur Jenderal ini. 

Bagian Ketiga 

Pemeriksaan Pabean 

Pasal 12 

Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan pabean 
atas pemberitahuan pabean impor dan/atau 
pemberitahuan pabean pemasukan yang menggunakan 
fasilitas KITE Pembebasan. 

Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko. 
Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik 
barang. 

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan adanya 
ketidaksesuaian jumlah dan/atau jenis barang antara 
yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor 
dan/atau pemberitahuan pabean pemasukan dengan 
hasil pemeriksaan fisik barang, berlaku ketentuan sebagai 
berikut: 

a. terhadap kelebihan jumlah dan/atau 
ketidaksesuaian jenis barang dimaksud tidak dapat 
diberikan fasilitas KITE Pembebasan: dan 

b. dilakukan penelitian dan diproses lebih lanjut sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan di bidang 
kepabeanan. 

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dokumen 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kedapatan bahwa 
jumlah barang sesuai dan jenis barang yang diimpor 
sesuai dengan jenis barang yang tercantum dalam 
lampiran keputusan KITE Pembebasan, namun
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ditemukan adanya ketidaksesuaian tarif dan/atau nilai 

pabean antara yang diberitahukan dalam pemberitahuan 

pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean 

pemasukan dengan hasil penelitian dokumen, sehingga 

nilai jaminan tidak mencukupi, Perusahaan KITE 

Pembebasan melakukan penyesuaian jaminan. 

Untuk melakukan penyesuaian jaminan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) kepala Kantor Pabean atau Pejabat 

Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan nota 

pembetulan jaminan kepada: 

a. perusahaan KITE Pembebasan, dan 

b. kepala Kantor Wilayah atau KPU penerbit keputusan 

penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, 

dalam hal jaminan diserahkan kepada kepala Kantor 

Wilayah atau KPU. 

Berdasarkan nota pembetulan jaminan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6), Perusahaan KITE Pembebasan 

menyerahkan jaminan pengganti. 

Atas jaminan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 

(7), kepala Kantor Wilayah atau KPU atau kepala Kantor 

Pabean menerbitkan Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ). 

Pasal 13 

Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan pabean 

atas kesesuaian jumlah dan jenis Barang Contoh yang 

diimpor berdasarkan surat persetujuan impor Barang 

Contoh dengan mendapatkan fasilitas pembebasan Bea 

Masuk serta pajak pertambahan nilai atau pajak 

pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang 

mewah terutang tidak dipungut.
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Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan pabean 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya 

ketidaksesuaian jumlah dan/atau jenis Barang Contoh, 

terhadap kelebihan jumlah dan/atau ketidaksesuaian 

jenis Barang Contoh tidak dapat diberikan fasilitas 

pembebasan Bea Masuk serta pajak pertambahan nilai 

atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas 

barang mewah terutang tidak dipungut. 

Terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat 

(2), Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian lebih 

lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di 

bidang kepabeanan. 

Pasal 14 

Perusahaan KITE Pembebasan wajib membongkar dan 

menimbun Barang dan Bahan, Barang Contoh, serta Hasil 

Produksi di lokasi yang tercantum dalam lampiran 

keputusan KITE Pembebasan. 

Perusahaan KITE Pembebasan dapat melakukan 

pembongkaran dan penimbunan Barang dan Bahan, 

Barang Contoh, serta Hasil Produksi di lokasi selain lokasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan: 

a. mengajukan permohonan dan mendapatkan 

persetujuan dari kepala Kantor Wilayah atau KPU: 

atau 

b. menyampaikan pemberitahuan penambahan atau 

perubahan tempat lokasi penimbunan kepada kepala 

Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan 

keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE 

Pembebasan, bagi perusahaan KITE Pembebasan 

yang telah mendapatkan pengakuan sebagai operator 

ekonomi bersertifikat (authorized economic operator) 

dan/atau importir yang telah ditetapkan sebagai 

MITA Kepabeanan. 

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b disampaikan secara elektronik.
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Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b tidak dapat disampaikan secara 

elektronik, permohonan atau pemberitahuan disampaikan 

secara tertulis kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU. 

Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan 

atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a paling lama: 

a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara 

lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara 

elektronik: atau 

b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara 

lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara 

tertulis. 

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a disetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU 

menerbitkan surat persetujuan pembongkaran dan 

penimbunan Barang dan Bahan, Barang Contoh, 

dan/atau Hasil Produksi di lokasi selain yang tercantum 

dalam lampiran keputusan KITE Pembebasan. 

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU 

menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan 

alasan penolakan. 

Persetujuan pembongkaran dan/atau penimbunan di 

lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau 

pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pembongkaran 

dan/atau penimbunan. 

Dalam hal lokasi pembongkaran dan/atau penimbunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan secara 

tetap dan/atau berulang, Perusahaan KITE Pembebasan 

wajib melakukan perubahan data keputusan penetapan 

sebagai Perusahaan KITE Pembebasan. 

Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan membongkar 

dan/atau menimbun Barang dan Bahan, Barang Contoh, 

serta Hasil Produksi selain di lokasi penimbunan
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak 
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), fasilitas KITE Pembebasan dibekukan. 

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a, sesuai contoh format sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf b, sesuai contoh format sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), 
sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Bagian Keempat 

Pengolahan, Perakitan, dan/atau Pemasangan Barang dan 

(1) 

(2) 

(3) 

Bahan, Konversi, dan Subkontrak 

Pasal 15 

Barang dan Bahan wajib Diolah, Dirakit, atau Dipasang 
pada barang lain untuk menghasilkan barang Hasil 
Produksi dengan tujuan diekspor. 

Terhadap Barang dan Bahan yang Diolah, Dirakit, atau 

Dipasang pada barang lain sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Perusahaan KITE Pembebasan wajib 
menyerahkan Konversi kepada kepala Kantor Wilayah 
atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai 
Perusahaan KITE Pembebasan dalam hal Konversi belum 
direkam dalam SKP. 

Penyerahan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan sebelum proses produksi dimulai.
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Dalam hal terdapat perubahan Konversi atas Hasil 

Produksi sebelumnya, Perusahaan KITE Pembebasan 

harus mengajukan perubahan Konversi kepada kepala 

Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan 

penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, dengan 

menyerahkan Konversi baru. 

Perubahan Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

harus diajukan paling lama sebelum tanggal 

pemberitahuan pabean ekspor. 

Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan menyerahkan 

Konversi melewati batas waktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) atau mengajukan perubahan Konversi 

melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5), laporan pertanggungjawaban atas Barang dan Bahan 

yang merujuk pada Konversi tersebut ditolak. 

Perubahan Konversi setelah tanggal pemberitahuan 

pabean ekspor dapat dilakukan dalam hal: 

a. kesalahan penulisan kode satuan: 

b. kesalahan penulisan karakter pada kode Barang dan 

Bahan dan/atau kode Hasil Produksi, seperti karakter 

“1”, tertulis “T”: dan/atau 

c. kesalahan penulisan koefisien karena ekuivalensi, 

seperti “100 cm”, tertulis “1 m”. 

Perubahan Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

dilakukan dengan menambahkan kode baru Hasil 

Produksi dan/atau kode Barang dan Bahan setelah seri 

terakhir kode Hasil Produksi dan/atau kode Barang dan 

Bahan pada nomor Konversi yang telah ada dalam 

database SKP fasilitas KITE Pembebasan. 

Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan tidak 

menyerahkan Konversi, laporan pertanggungjawaban 

tidak diterima. 

Pasal 16 

Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) 

atau perubahan Konversi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 ayat (4) diserahkan dengan cara:
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a. dikirim secara daring melalui pertukaran data 

elektronik ke dalam SKP fasilitas KITE Pembebasan: 

atau 

b. diserahkan dengan surat permohonan pengunggahan 

(loading) Konversi kepada Kepala Kantor Wilayah atau 

KPU. 

Terhadap Konversi dan perubahan Konversi yang 

diserahkan secara daring melalui pertukaran data 

elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

proses penerimaan dan penyampaian tanda terima loading 

Konversi dilakukan menggunakan SKP fasilitas KITE 

Pembebasan. 

Terhadap Konversi dan perubahan Konversi yang 

diserahkan dengan surat permohonan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejabat Bea dan Cukai: 

a. menerima surat permohonan pengunggahan (loading) 

Konversi dan data Konversi yang akan diunggah: 

b. melakukan pengunggahan (loading) data Konversi ke 

dalam SKP fasilitas KITE Pembebasan: dan 

c. menyampaikan tanda terima loading Konversi kepada 

Perusahaan KITE Pembebasan. 

Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) 

sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Pasal 17 

Perusahaan KITE Pembebasan dapat mensubkontrakkan 

sebagian dari kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau 

pemasangan Barang dan Bahan kepada penerima 

subkontrak yang tercantum dalam data keputusan 

penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan.
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(2) Perusahaan KITE Pembebasan dapat mensubkontrakkan 
seluruh kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau 
pemasangan atas kelebihan kontrak yang tidak dapat 
dikerjakan karena keterbatasan kapasitas produksi 
kepada penerima subkontrak yang tercantum dalam data 
keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE 
Pembebasan, dengan ketentuan Perusahaan KITE 
Pembebasan: 

a. berstatus perusahaan terbuka yang sebagian atau 
seluruh sahamnya dimiliki oleh masyarakat: 

b. telah mendapatkan pengakuan sebagai operator 
ekonomi bersertifikat (authorized economic operator): 

Cc. merupakan importir yang telah ditetapkan sebagai 

MITA Kepabeanan: atau 

d. selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, 

dan huruf c, dengan kategori risiko rendah, 

dengan persetujuan kepala Kantor Wilayah atau KPU yang 
menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan 
KITE Pembebasan. 

(3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Perusahaan KITE Pembebasan mengajukan 
permohonan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU 
dilampiri dengan: 

a. paparan mengenai kapasitas produksi: dan 

b. perjanjian kerja sama subkontrak paling kurang 

memuat uraian pekerjaan yang dilakukan. 

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disampaikan secara elektronik. 

(5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) tidak dapat disampaikan secara elektronik, 
permohonan disampaikan secara tertulis. 

(6) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan 
Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian atas 
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan 
atau penolakan paling lama:
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a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara 

lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara 

elektronik: atau 

b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara 

lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara 

tertulis. 

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) disetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU 

menerbitkan surat persetujuan subkontrak seluruh 

kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan 

atas kelebihan kontrak yang tidak dapat dikerjakan 

karena keterbatasan kapasitas produksi. 

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU 

menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan 

alasan penolakan. 

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), 

sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Pasal 18 

Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan 

mensubkontrakkan kegiatan pengolahan, perakitan, 

dan/atau pemasangan kepada penerima subkontrak yang 

belum tercantum dalam keputusan penetapan sebagai 

Perusahaan KITE Pembebasan, Perusahaan KITE 

Pembebasan wajib: 

a. mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada 

kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan 

keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE 

Pembebasan, atau
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b. menyampaikan pemberitahuan penambahan 

penerima subkontrak kepada kepala Kantor Wilayah 

atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan 

sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, 

bagi Perusahaan KITE Pembebasan yang telah 

mendapatkan pengakuan sebagai operator ekonomi 

bersertifikat (authorized economic operator) dan/atau 

importir yang telah ditetapkan sebagai MITA 

Kepabeanan. 

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b disampaikan secara elektronik. 

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b tidak dapat disampaikan secara 

elektronik, permohonan atau pemberitahuan disampaikan 

secara tertulis kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU. 

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan 

persetujuan atau penolakan paling lama: 

a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara 

lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara 

elektronik, atau 

b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara 

lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara 

tertulis. 

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a disetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU 

menerbitkan surat persetujuan subkontrak kepada 

penerima subkontrak yang belum tercantum dalam 

lampiran keputusan KITE Pembebasan. 

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU 

menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan 

alasan penolakan.



(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(1) 

(2) 

- 36- 

Persetujuan kegiatan subkontrak kepada penerima 

subkontrak yang belum tercantum dalam keputusan 

penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau 

pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b hanya berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan 

subkontrak. 

Dalam hal subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) akan dilakukan secara tetap dan/atau berulang, 

Perusahaan KITE Pembebasan harus mengajukan 

perubahan data penerima subkontrak dalam keputusan 

penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan. 

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, sesuai contoh format sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b, sesuai contoh format sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 

sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Pasal 19 

Perusahaan KITE Pembebasan dapat mensubkontrakkan 

kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan 

kepada penerima subkontrak di luar daerah pabean, 

dengan persetujuan kepala Kantor Wilayah atau KPU yang 

menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan 

KITE Pembebasan. 

Kegiatan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) hanya dapat dilakukan dalam hal secara teknis 

pekerjaan subkontrak tersebut tidak dapat dikerjakan di 

dalam daerah pabean atau tidak dapat memenuhi standar 

mutu dalam hal dikerjakan di dalam daerah pabean.
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(3) Atas impor kembali hasil pekerjaan subkontrak 

(4) 

(5) 

(1) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1): 

a. dilakukan pemeriksaan fisik: 

b. fasilitas KITE Pembebasan tetap diberikan dalam hal 

dapat dibuktikan barang yang diimpor kembali 

merupakan barang yang disubkontrakkan ke luar 

daerah pabean: dan 

Cc. “atas bagian-bagian (parts) pengganti atau 

ditambahkan, serta biaya pengerjaannya termasuk 

ongkos angkutan dan asuransi, berlaku ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai impor kembali barang yang telah diekspor 

untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan 

pengujian. 

Ekspor untuk kegiatan subkontrak kepada penerima 

subkontrak di luar daerah pabean dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai ekspor. 

Impor kembali hasil pekerjaan subkontrak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

pengeluaran barang impor untuk dipakai. 

Pasal 20 

Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19 ayat (1), Perusahaan KITE Pembebasan 

mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Wilayah 

atau KPU dilampiri dengan: 

a. daftar jenis dan jumlah barang yang akan 

disubkontrakkan disertai dokumen pemberitahuan 

pabean impor dan/atau dokumen pemberitahuan 

pabean pemasukan asal barang yang akan 

disubkontrakkan, 

b. alur proses produksi dan alasan perlunya dilakukan 

kegiatan subkontrak kepada penerima subkontrak di 

luar daerah pabean:
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c. dokumen yang akan dapat membuktikan bahwa 

barang yang nantinya diimpor kembali merupakan 

barang yang disubkontrakkan ke luar daerah pabean: 

dan 

d. daftar perkiraan bagian-bagian (parts) pengganti atau 

ditambahkan, serta biaya perbaikannya termasuk 

ongkos angkutan dan asuransi, dalam hal terdapat 

penggantian, penambahan, atau biaya-biaya 

dimaksud. 

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan secara elektronik. 

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tidak dapat disampaikan secara elektronik, 

permohonan disampaikan secara tertulis. 

Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan 

Cukai yang ditujuk melakukan penelitian atas 

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan 

atau penolakan paling lama: 

a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara 

lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara 

elektronik, atau 

b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara 

lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara 

tertulis. 

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) disetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU 

menerbitkan surat persetujuan subkontrak kepada 

penerima subkontrak di luar daerah pabean. 

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU 

menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan 

alasan penolakan.
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Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), 

sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Bagian Kelima 

Periode KITE Pembebasan 

Pasal 21 

Periode KITE Pembebasan merupakan periode yang 

diberikan kepada Perusahaan KITE Pembebasan untuk 

melaksanakan realisasi ekspor terhitung sejak tanggal 

pendaftaran pemberitahuan pabean impor dan/atau 

pemberitahuan pabean pemasukan. 

Periode KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diberikan: 

a. untuk waktu paling lama 12 (dua belas) bulan: atau 

b. melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a 

dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan memiliki 

mnasa produksi lebih dari 12 (dua belas) bulan. 

Perusahaan KITE Pembebasan mengajukan permohonan 

perpanjangan periode KITE Pembebasan dilampiri dengan 

bukti yang mendukung pemenuhan persyaratan 

perpanjangan periode KITE Pembebasan. 

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 

disampaikan sebelum periode KITE Pembebasan berakhir. 

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disampaikan secara elektronik. 

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) tidak dapat disampaikan secara elektronik, 

permohonan disampaikan secara tertulis.
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Atas permohonan perpanjangan periode KITE 

Pembebasan, Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau 

Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan 

penelitian terhadap: 

a. periode KITE Pembebasan atas dokumen 

pemberitahuan pabean impor dan/atau 

pemberitahuan pabean pemasukan: 

b. alasan permohonan perpanjangan periode KITE 

Pembebasan, dan 

c. bukti pendukung terkait alasan permohonan 

perpanjangan periode KITE Pembebasan. 

Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan 

atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) paling lama: 

a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara 

lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara 

elektronik, atau 

b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara 

lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara 

tertulis. 

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) disetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU: 

a. menerbitkan surat persetujuan perpanjangan periode 

KITE Pembebasan, dengan jangka waktu paling lama 

sesuai ketentuan, dan 

b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perusahaan 

KITE Pembebasan untuk memperpanjang jangka waktu 

jaminan. 

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU 

menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan 

alasan penolakan. 

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

sesuai contoh fonmnat sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Direktur Jenderal ini.



- 41 - 

(12) Surat ' persetujuan perpanjangan periode KITE 

(13) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4 

Pembebasan, sesuai contoh format sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Surat penolakan atas permohonan perpanjangan periode 

KITE Pembebasan, sesuai contoh format sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Pasal 22 

Perusahaan KITE Pembebasan dapat mengajukan 

permohonan perpanjangan kembali periode KITE 

Pembebasan yang telah diberikan perpanjangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (9), dengan 

dilampiri bukti yang mendukung pemenuhan persyaratan 

perpanjangan periode KITE Pembebasan. 

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan secara elektronik. 

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tidak dapat disampaikan secara elektronik, 

permohonan disampaikan secara tertulis kepada Direktur 

Fasilitas Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal melalui 

kepala Kantor Wilayah atau KPU. 

Atas permohonan perpanjangan periode KITE 

Pembebasan, Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau 

Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan 

penelitian terhadap: 

a. periode KITE Pembebasan dokumen pemberitahuan 

pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean 

pemasukan: 

b. alasan permohonan perpanjangan periode KITE 

Pembebasan: dan 

c. bukti pendukung terkait alasan permohonan 

perpanjangan periode KITE Pembebasan.
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Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan 

rekomendasi kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan 

mengenai persetujuan atau penolakan atas permohonan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama: 

a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara 

lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara 

elektronik, atau 

b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara 

lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara 

tertulis. 

Atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 

Direktur Fasilitas Kepabeanan atau Pejabat Bea dan Cukai 

yang ditunjuk melakukan penelitian kembali terhadap: 

a. periode KITE Pembebasan dokumen pemberitahuan 

pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean 

pemasukan, 

b. alasan permohonan perpanjangan periode KITE 

Pembebasan, dan 

c. bukti pendukung terkait alasan permohonan 

perpanjangan periode KITE Pembebasan. 

Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Direktur 

Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan atas 

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

lama: 

a. 5 (lima) jam kerja setelah rekomendasi dari Kepala 

Kantor Wilayah atau KPU diterima, dalam hal 

permohonan disampaikan secara elektronik: atau 

b. 3 (tiga) hari kerja setelah rekomendasi dari Kepala 

Kantor Wilayah atau KPU diterima, dalam hal 

permohonan disampaikan secara tertulis. 

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) disetujui, Direktur Fasilitas Kepabeanan: 

a. menerbitkan surat persetujuan perpanjangan periode 

KITE Pembebasan, dengan jangka waktu paling lama 

sesuai ketentuan: dan
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b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perusahaan 
KITE Pembebasan untuk memperpanjang jangka waktu 
jaminan. 

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditolak, Direktur Fasilitas Kepabeanan menyampaikan 
surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan. 
Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Surat rekomendasi mengenai perpanjangan periode KITE 
Pembebasan, sesuai contoh format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Surat persetujuan perpanjangan periode KITE 

Pembebasan, sesuai contoh format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur J enderal ini. 
Surat penolakan atas permohonan perpanjangan periode 
KITE Pembebasan, sesuai contoh format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

BAB IV 

EKSPOR 

Pasal 23 

Perusahaan KITE Pembebasan wajib melakukan ekspor 
terhadap seluruh Hasil Produksi. 

Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilaksanakan dengan cara: 

a. langsung ke luar daerah pabean: 

b. melalui Pusat Logistik Berikat: dan/atau 

c. diserahkan kepada Perusahaan KITE Pembebasan 
lain atau Perusahaan KITE Pengembalian, untuk 
ekspor barang gabungan.
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Atas ekspor melalui Pusat Logistik Berikat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat digunakan sebagai 
pertanggungjawaban atas Barang dan Bahan dalam hal 
Hasil Produksi telah dikeluarkan dari Pusat Logistik 
Berikat ke pelabuhan muat untuk diekspor. 

Ekspor barang gabungan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf c digunakan sebagai pertanggungjawaban 
atas Barang dan Bahan dalam hal telah diekspor: 
Ekspor barang gabungan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf c harus memenuhi ketentuan sebagai 
berikut: 

a. digabungkan dengan Hasil Produksi Perusahaan 
KITE Pembebasan lain atau Perusahaan KITE 
Pengembalian: 

b. wajib diekspor dalam satu kesatuan unit, 

Cc. Ekspor sebagaimana dimaksud pada huruf c 
dilakukan sebelum periode KITE Pembebasan: 

d. penyerahan barang untuk tujuan penggabungan 
dilakukan dengan menggunakan Surat Serah Terima 
Barang (SSTB): dan 

e. diberitahukan dalam 1 (satu) dokumen 
pemberitahuan pabean ekspor sebagai ekspor Hasil 
Produksi dengan mengisi nomor dan tanggal SSTB 
dalam lembar lanjutan dokumen pelengkap pabean. 

Diekspor dalam satu kesatuan unit sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan Hasil Produksi 
Perusahaan KITE Pembebasan digabungkan menjadi satu 
kesatuan yang utuh dengan hasil produksi perusahaan 
lan namun masing-masing barang masih dapat 
dipisahkan. 

Pasal 24 

(1) Atas ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 
(2) huruf a, Perusahaan KITE Pembebasan: 
a. memberitahukan ekspor sebagai kategori ekspor 

dengan fasilitas KITE Pembebasan: dan
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b. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan 

penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, 

pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor. 

Atas ekspor melalui Pusat Logistik Berikat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, Perusahaan 

KITE Pembebasan mencantumkan nomor dan tanggal 

keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE 

Pembebasan pada dokumen pemberitahuan pabean 

ekspor. 

Dalam hal dokumen pemberitahuan pabean ekspor tidak 

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) atau ayat (2), atas ekspor dimaksud tidak dapat 

digunakan sebagai penyelesaian Barang dan Bahan yang 

mendapat fasilitas KITE Pembebasan. 

Ekspor sebagaimana dimaksud dalam: Pasal 23 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan yang mengatur mengenai ekspor. 

BAB V 

PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN KEPABEANAN DAN 

PERPAJAKAN KARENA KEADAAN TERTENTU 

Pasal 25 

Dalam keadaan tertentu, atas Barang dan Bahan 

dan/atau Barang Contoh yang periode KITE Pembebasan 

belum berakhir dan belum dipertanggungjawabkan, 

Perusahaan KITE Pembebasan dibebaskan dari kewajiban 

membayar: 

a. Bea Masuk serta pajak pertambahan nilai atau pajak 

pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang 

mewah, , 

b. sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda 

di bidang kepabeanan: dan
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C. sanksi administrasi atas pajak pertambahan nilai 
atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan 
atas barang mewah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan di bidang perpajakan. 

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

a. kondisi kahar (force majeure), seperti peperangan, 

bencana alam, atau kebakaran: atau 

b. kondisi lain yang mengakibatkan Perusahaan KITE 
Pembebasan tidak dapat mempertanggungjawabkan 
Barang dan Bahan dan/atau Barang Contoh 
berdasarkan manajemen risiko dan pertimbangan 
kepala Kantor Wilayah atau KPU. 

Pembebasan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan berdasarkan persetujuan kepala Kantor 
Wilayah atau KPU atas nama Menteri. 

Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), Perusahaan KITE Pembebasan 
menyampaikan permohonan kepada kepala Kantor 
Wilayah atau KPU dengan melampirkan: 

a. bukti keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berupa surat keterangan dari instansi yang 
berwenang, 

b. pernyataan jenis, jumlah, dan uraian barang yang 
musnah atau hilang karena keadaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pencantuman 
nomor dan tanggal dokumen pemberitahuan pabean, 
dan 

Cc. bukti yang mendukung bahwa barang musnah atau 
hilang karena keadaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2): 

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
disampaikan secara elektronik. 

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) tidak dapat disampaikan secara elektronik, 
permohonan disampaikan secara tertulis.
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Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan 

Cukai yang ditujuk melakukan penelitian: 

a. kebenaran bukti keadaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2): 

bukti yang mendukung bahwa barang musnah atau 

hilang karena keadaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2): 

periode KITE Pembebasan atas barang yang musnah 

atau hilang karena keadaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2): dan 

. dalam hal diperlukan, kepala Kantor Wilayah atau KPU 

atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat 

melakukan pemeriksaan fisik, meminta untuk 

dilakukan audit kepabeanan dan/atau meminta 

pertimbangan pihak ketiga yang berkompeten untuk 

membuktikan Barang dan Bahan telah musnah atau 

hilang karena keadaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2). 

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) disetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU atas nama 

Menteri melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a. menerbitkan surat keputusan pembebasan dari 

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1): 

mengembalikan jaminan sebesar kewajiban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah 

dibebaskan, dan 

melakukan penyesuaian saldo Barang dan Bahan 

yang harus dipertanggungjawabkan berdasarkan 

surat keputusan pembebasan dari kewajiban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (l). 

Surat keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (8) huruf a sesuai dengan contoh format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini.
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BAB VI 

PERTANGGUNGJAWABAN 

Bagian Pertama 

Penyelesaian Barang dan Bahan 

Pasal 26 

Barang dan Bahan yang diimpor dan/atau dimasukkan 

oleh Perusahaan KITE Pembebasan diselesaikan dengan 

cara Diolah, Dirakit, dan/atau Dipasang untuk diekspor. 

Barang dan Bahan Rusak, yang tidak dapat Diolah, 

Dirakit, atau Dipasang, diselesaikan dengan cara 

dimusnahkan, diekspor kembali, atau dikembalikan. 

Barang dalam proses (work in process) rusak sehingga 

tidak dapat Diolah, Dirakit, dan/atau Dipasang, 

diselesaikan dengan cara dimusnahkan. 

Hasil Produksi Rusak diselesaikan dengan cara 

dimusnahkan. 

Barang dan Bahan Rusak, yang karena sifat barang 

tersebut tidak dapat dimusnahkan, dan tidak dapat di 

ekspor kembali atau dikembalikan, diselesaikan dengan 

cara dirusak. 

Barang dalam proses (work in process) rusak dan Hasil 

Produksi Rusak, yang karena sifat barang tersebut tidak 

dapat dimusnahkan, diselesaikan dengan cara dirusak. 

Barang dan Bahan sisa atau tidak sesuai dengan 

spesifikasi yang dibutuhkan yang diimpor dari luar daerah 

pabean dapat diekspor kembali. 

Barang dan Bahan sisa atau tidak sesuai dengan 

spesifikasi yang dibutuhkan yang dimasukkan dari tempat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat 

dikembalikan dengan persetujuan kepala Kantor Pabean 

yang mengawasi tempat lokasi pengolahan atau pabrik. 

Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 

dengan ayat (8) dapat digunakan sebagai 

pertanggungjawaban atas Barang dan Bahan sepanjang 

dilakukan dalam periode KITE Pembebasan.



(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

2 LG... 

Pasal 27 

Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea Cukai 
yang ditunjuk melakukan monitoring atas penyelesaian 
Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
26. 

Dalam hal berdasarkan hasil monitoring kedapatan 

Barang dan Bahan tidak dilakukan penyelesaian, kepala 

Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan surat penetapan 

dan menyampaikan kepada Perusahaan KITE 

Pembebasan untuk melunasi: 

a. Bea Masuk dan pajak pertambahan nilai atau pajak 

pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang 

mewah atas Barang dan Bahan yang terutang: 

b. sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda 

di bidang kepabeanan: dan 

C. sanksi administrasi atas pajak pertambahan nilai 

atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan 

atas barang mewah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. 

Pelaksanaan monitoring dan penerbitan surat penetapan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat 

dilakukan dengan menggunakan SKP fasilitas KITE 

Pembebasan. 

Pasal 28 

Sisa proses produksi (waste/ scrap) dapat dimusnahkan 

atau dijual kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah 

pabean. 

Dalam hal sisa proses produksi (waste/scrap) dijual 

kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean, 
Perusahaan KITE Pembebasan wajib:
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a. memberitahukan sisa proses produksi (waste/scrap) 

yang dijual dalam dokumen pemberitahuan 

penyelesaian barang asal impor yang mendapat 

kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4) kepada 

kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi 

kegiatan usaha: 

b. membayar: 

1. Bea Masuk, dengan perhitungan sebagai 

berikut: 

a) 596 (lima persen) dikalikan harga jual, dalam 

hal tarif Bea Masuk umum (Most Favoured 

Nation) Barang dan Bahannya 5960 (lima 

persen) atau lebih, atau 

b) tarif yang berlaku dikalikan harga jual, dalam 

hal tarif Bea Masuk umum (Most Favoured 

Nation) Barang dan Bahannya kurang dari 5Y6 

(lima persen), 

2. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah atas Barang dan Bahan impor 

dan/atau pemasukan, yang dihitung 

berdasarkan harga jual, dan 

Cc. memungut pajak pertambahan nilai atau pajak 

pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang 

mewah dan membuat faktur pajak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan di bidang 

perpajakan. 

(3) Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi kegiatan 

usaha: 

a. meneliti dokumen pemberitahuan penyelesaian barang 

asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan 

ekspor, 

b. melakukan pemeriksaan fisik berdasarkan manajemen 

risiko, dan 

c. menerbitkan tagihan (billing) untuk pelunasan 

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b.
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Pasal 29 

Perusahaan KITE Pembebasan harus mengajukan 

permohonan kepada kepala Kantor Pabean yang 

mengawasi lokasi tempat pengolahan atau pabrik untuk 

dapat melakukan pemusnahan: 

a. Barang dan Bahan Rusak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26 ayat (2), dengan dilampiri: 

1. dokumen pemberitahuan penyelesaian barang 

asal impor yang mendapat kemudahan impor 

tujuan ekspor (BC 2.4): 

2. dokumen pemberitahuan pabean impor 

dan/atau dokumen pemberitahuan pabean 

pemasukan serta dokumen pelengkap pabean, 

dan 

3. rekapitulasi jenis, jumlah, satuan, kode barang, 

serta nomor dan tanggal dokumen 

pemberitahuan pabean impor dan/atau 

dokumen pemberitahuan pabean pemasukan 

Barang dan Bahan Rusak yang akan 

dimusnahkan. 

Barang dalam proses (work in process) rusak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), Hasil 

Produksi Rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

26 ayat (4), dan sisa proses produksi (waste/scrap) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), 

dengan dilampiri: 

1. dokumen pemberitahuan penyelesaian barang 

asal impor yang mendapat kemudahan impor 

tujuan ekspor (BC 2.4): 

2. dokumen pemberitahuan pabean impor 

dan/atau dokumen pemberitahuan pabean 

pemasukan serta dokumen pelengkap pabean: 

dan
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3. daftar barang yang akan dimusnahkan memuat 

rincian berupa: 

a) uraian jenis, jumlah, satuan, kode barang 

dalam proses (work in process) rusak, Hasil 

Produksi Rusak, atau sisa proses produksi 

(waste/scrap): 

b) uraian jenis, jumlah, kode Barang dan 

Bahan serta nomor dan tanggal dokumen 

pemberitahuan pabean impor dan/atau 

dokumen pemberitahuan pabean 

pemasukan asal Barang dan Bahan dari 

barang dalam proses (work in process) 

rusak dan/atau Hasil Produksi Rusak yang 

akan dimusnahkan. 

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian: 

a. kelengkapan dan kebenaran pengisian dokumen 

pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang 

mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4): 

b. kelengkapan pengisian rekapitulasi jenis, jumlah, 

kode barang, serta nomor dan tanggal dokumen 

pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen 

pemberitahuan pabean pemasukan Barang dan 

Bahan Rusak yang akan dimusnahkan, 

Cc. kesesuaian jenis Barang dan Bahan Rusak yang akan 

dimusnahkan dengan jenis barang dalam dokumen 

pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen 

pemberitahuan pabean pemasukan, 

d. kesesuaian jenis, jumlah dan kode barang yang akan 

dimusnahkan dengan dokumen pemberitahuan 

penyelesaian barang asal impor yang mendapat 

kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4): dan 

e. periode KITE Pembebasan Barang dan Bahan yang 

akan dimusnahkan berdasarkan dokumen 

pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen 

pemberitahuan pabean pemasukan.
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(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian: 

a. kelengkapan dan kebenaran pengisian dokumen 

pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang 

mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4): 

b. kelengkapan pengisian daftar barang berupa: 

1) uraian jenis, jumlah, satuan, kode barang dalam 

proses (work in process) rusak, Hasil Produksi 

Rusak, atau sisa proses produksi (waste/scrap): 

dan 

2) uraian jenis, jumlah, satuan, kode Barang dan 

Bahan serta nomor dan tanggal dokumen 

pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen 

pemberitahuan pabean pemasukan asal Barang 

dan Bahan dari barang dalam proses (work in 

process) rusak dan/atau Hasil Produksi Rusak 

yang akan dimusnahkan, 

c. kesesuaian jenis Barang dan Bahan asal dari barang 

dalam proses (work in process) rusak atau Hasil 

Produksi Rusak yang akan dimusnahkan dengan 

jenis Barang dan Bahan berdasarkan dokumen 

pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen 

pemberitahuan pabean pemasukan: 

d. kesesuaian jenis, jumlah, satuan, dan kode barang 

yang akan dimusnahkan dengan dokumen 

pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang 

mendapat kemudahan impor tujuan ekspor: dan 

e. periode KITE Pembebasan Barang dan Bahan asal 

dari barang dalam proses (work in process) rusak atau 

Hasil Produksi Rusak yang akan dimusnahkan 

berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean impor 

dan/atau dokumen pemberitahuan pabean 

pemasukan. 

(4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dan ayat (3) sesuai, Pejabat Bea dan Cukai: 

a. melakukan pencacahan,
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b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 
pemusnahan: dan 

Cc. membuat berita acara pemusnahan. 

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 
dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak permohonan 
diterima secara lengkap. 

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3) terdapat barang yang tidak memenuhi 
syarat untuk dilakukan pemusnahan, permohonan 
pemusnahan terhadap barang tersebut ditolak. 

Pasal 30 

Perusahaan KITE Pembebasan harus mengajukan 
permohonan kepada kepala Kantor Pabean yang 
mengawasi lokasi tempat pengolahan atau pabrik untuk 
dapat melakukan penyelesaian dengan cara dirusak 
terhadap: 

a. Barang dan Bahan Rusak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 ayat (5), dengan dilampiri: 
1. dokumen pemberitahuan pabean impor 

dan/atau dokumen pemberitahuan pabean 
pemasukan serta dokumen pelengkap pabean: 

2. rekapitulasi jenis, jumlah, kode barang, serta 
nomor dan tanggal dokumen pemberitahuan 
pabean impor dan/atau dokumen 
pemberitahuan pabean pemasukan Barang dan 
Bahan Rusak yang akan diselesaikan dengan 
cara dirusak. 

b. Barang dalam proses (work in process) rusak dan 
Hasil Produksi Rusak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26 ayat (6), dengan dilampiri: 
1. dokumen pemberitahuan pabean impor 

dan/atau dokumen pemberitahuan pabean 
pemasukan serta dokumen pelengkap pabean 
asal Barang dan Bahan dari barang dalam 
proses (work in process) rusak dan Hasil 
Produksi Rusak:
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2. daftar barang yang akan diselesaikan dengan 

cara dirusak memuat rincian berupa: 

a) uraian jenis, jumlah, kode barang dalam 

proses (work in process) rusak atau Hasil 

Produksi Rusak, 

b) uraian jenis, jumlah, kode Barang dan 

Bahan serta nomor dan tanggal dokumen 

pemberitahuan pabean impor dan/atau 

dokumen pemberitahuan pabean 

pemasukan asal Barang dan Bahan dari 

barang dalam proses (work in process) 

rusak dan/atau Hasil Produksi Rusak yang 

akan diselesaikan dengan cara dirusak. 

(2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian: 

a. kelengkapan pengisian rekapitulasi jenis, jumlah, 

kode barang, serta nomor dan tanggal dokumen 

pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen 

pemberitahuan pabean pemasukan Barang dan 

Bahan Rusak yang akan diselesaikan dengan cara 

dirusak, 

b. kesesuaian jenis Barang dan Bahan Rusak yang akan 

diselesaikan dengan cara dirusak dengan jenis 

barang dalam dokumen pemberitahuan pabean impor 

dan/atau dokumen pemberitahuan pabean 

pemasukan, dan 

c. periode KITE Pembebasan Barang dan Bahan yang 

akan diselesaikan dengan cara dirusak berdasarkan 

dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau 

dokumen pemberitahuan pabean pemasukan. 

(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian: 

a. kelengkapan pengisian daftar barang berupa: 

1) uraian jenis, jumlah, satuan, kode barang dalam 

proses (work in process) rusak atau Hasil Produksi 

Rusak, dan
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2) uraian jenis, jumlah, satuan, kode Barang dan 

Bahan serta nomor dan tanggal dokumen 

pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen 

pemberitahuan pabean pemasukan asal Barang 

dan Bahan dari barang dalam proses (work in 

process) rusak dan/atau Hasil Produksi Rusak 

yang akan diselesaikan dengan cara dirusak, 

b. kesesuaian jenis Barang dan Bahan asal dari barang 

dalam proses (work in process) rusak atau Hasil 

Produksi Rusak yang akan diselesaikan dengan cara 

dirusak dengan jenis Barang dan Bahan berdasarkan 

dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau 

dokumen pemberitahuan pabean pemasukan: dan 

C. periode KITE Pembebasan Barang dan Bahan asal 

dari barang dalam proses (work in process) rusak atau 

Hasil Produksi Rusak yang akan diselesaikan dengan 

cara dirusak berdasarkan dokumen pemberitahuan 

pabean impor dan/atau dokumen pemberitahuan 

pabean pemasukan. 

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dan ayat (3) terdapat barang yang tidak memenuhi 

syarat untuk dilakukan penyelesaian dengan cara 

dirusak: 

a. barang yang tidak memenuhi syarat untuk dirusak 

tersebut ditolak, dan 

b. pelaksanaan penyelesaian barang dengan cara dirusak 

dilakukan terhadap barang yang memenuhi syarat. 

(5) Terhadap barang yang akan diselesaikan dengan cara 

dirusak berdasarkan hasil penelitian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai atau memenuhi 

syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, 

Pejabat Bea dan Cukai: 

a. melakukan pencacahan: 

b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

penyelesaian dengan cara dirusak: dan
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c. membuat berita acara penyelesaian dengan cara 

dirusak. 

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), 

dan ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari 

kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. 

Berdasarkan berita acara penyelesaian dengan cara 

dirusak, Perusahaan KITE Pembebasan: 

a. memberitahukan Barang dan Bahan, barang dalam 

proses (work in process) rusak, dan Hasil Produksi 

Rusak yang diselesaikan dengan cara dirusak dengan 

menggunakan dokumen pemberitahuan penyelesaian 

barang asal impor yang mendapat kemudahan impor 

tujuan ekspor (BC 2.4) kepada kepala Kantor Pabean 

yang mengawasi lokasi kegiatan usaha: 

. membayar bea masuk dengan perhitungan sebagai 

berikut: 

1. 546 (lima persen) dikalikan harga jual, dalam hal 

tarif Bea Masuk umum (Most Favoured Nation) 

Barang dan Bahannya 596 (lima persen) atau lebih: 

atau 

2. tarif yang berlaku dikalikan harga jual, dalam hal 

tarif Bea Masuk umum (Most Favoured Nation) 

Barang dan Bahannya kurang dari 546 (lima persen): 

membayar pajak pertambahan nilai atau pajak 

pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang 

mewah atas Barang dan Bahan impor dan/atau 

pemasukan yang dihitung berdasarkan harga jual: dan 

- memungut pajak pertambahan nilai atau pajak 

pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang 

mewah dan membuat faktur pajak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 
(8) Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi kegiatan 

usaha atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk: 

a. meneliti kelengkapan dan kebenaran pengisian 

dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal 
impor yang mendapat kemudahan impor tujuan 
ekspor, dan
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b. menerbitkan tagihan (billing) untuk pelunasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan ayat 

(7) huruf c. 

Pasal 31 

Untuk dapat melakukan ekspor kembali Barang dan 

Bahan Rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 

(2) dan Barang dan Bahan sisa atau tidak sesuai dengan 

spesifikasi yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26 ayat (7), Perusahaan KITE Pembebasan 

mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Pabean 

pemuatan. 

Untuk dapat melakukan pengembalian Barang dan Bahan 

Rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan 

Barang dan Bahan sisa atau tidak sesuai dengan 

spesifikasi yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26 ayat (8), Perusahaan KITE Pembebasan 

harus mengajukan permohonan kepada kepala Kantor 

Pabean yang mengawasi lokasi tempat pengolahan atau 

pabrik. 

Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) atau ayat (2) dilampirkan pada saat 

pengajuan dokumen pemberitahuan ekspor kembali atau 

pengembalian. 

Ekspor kembali atau pengembalian Barang dan Bahan 

Rusak dan Barang dan Bahan sisa dilaksanakan sesuai 

dengan: 

a. peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai ekspor, 

b. peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai Tempat Penimbunan Berikat: 

Cc. peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai Kawasan Ekonomi Khusus: atau 

d. peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai Kawasan Bebas.
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Perusahaan KITE Pernbebasan meminta salinan dokumen 

pemberitahuan pabean pemasukan ke Tempat 

Penimbunan Berikat, Kawasan Ekonomi Khusus, atau 

Kawasan Bebas, atas pengembalian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) untuk kelengkapan penyampaian 

laporan pertanggungjawaban. 

Bagian Kedua 

Laporan Pertanggungjawaban 

Pasal 32 

Perusahaan KITE Pembebasan wajib menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban atas penyelesaian Barang 

dan Bahan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang 

menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan 

KITE Pembebasan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 

berakhirnya periode KITE Pembebasan. 

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk laporan 

pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01). 

Laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan 

dengan cara: 

a. diserahkan dengan surat permohonan pengunggahan 

(loading) BCL.KT 01 kepada kepala Kantor Wilayah 

atau KPU, atau 

b. dikirim secara daring melalui pertukaran data 

elektronik ke dalam SKP fasilitas KITE Pembebasan. 
Dalam hal tanggal jatuh tempo penyampaian laporan 

pertanggungjawaban jatuh pada hari libur nasional, 

laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lama 

pada hari kerja berikutnya setelah tanggal jatuh tempo. 

Kewajiban penyampaian laporan pertanggungjawaban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi dalam hal 

telah diterima dalam SKP, dengan mendapatkan register.
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Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan 

Cukai yang ditunjuk melakukan monitoring atas 

kewajiban penyampaian laporan pertanggungjawaban 

Barang dan Bahan (BCL.KT O1). 

Kepala Kantor Wilayah atau KPU menyampaikan 

pemberitahuan pertama kepada Perusahaan KITE 

Pembebasan atas Barang dan Bahan yang belum 

disampaikan laporan pertanggungjawabannya, 30 (tiga 

puluh) hari sebelum periode KITE Pembebasan berakhir. 

Kepala Kantor Wilayah atau KPU menyampaikan 

pemberitahuan kedua kepada Perusahaan KITE 

Pembebasan atas Barang dan Bahan yang belum 

disampaikan laporan pertanggungjawaban, 30 (tiga puluh) 

hari sebelum batas waktu penyampaian laporan 

pertanggungjawaban berakhir. 

Pemberitahuan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 

(7) dan pemberitahuan kedua sebagaimana dimaksud 

pada ayat (8) dapat disampaikan menggunakan SKP. 

Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) atau ayat (4) laporan 

pertanggungjawaban tidak disampaikan, fasilitas KITE 

Pembebasan dibekukan. 

Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan 

Cukai yang ditunjuk melakukan perekaman atas 

pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dalam 

SKP. 

Perusahaan KITE Pembebasan dapat menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban paling lama 30 (tiga puluh) 

hari sejak tanggal dibekukan atas Barang dan Bahan yang 

belum disampaikan laporan  pertanggungjawaban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (10) setelah melakukan 

perpanjangan jangka waktu jaminan, dalam hal Barang 

dan Bahan telah dilakukan penyelesaian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26. 

Dalam hal Perusahan KITE Pembebasan tidak dapat 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban sampai 

dengan 30 (tiga puluh) hari sejak fasilitas KITE
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Pembebasan dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(10), kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan dan 

menyampaikan surat penetapan kepada Perusahaan KITE 

Pembebasan untuk melunasi: 

a. Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah atas Barang dan Bahan yang terutang, 

b. sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda 

di bidang kepabeanan, dan 

Cc. sanksi administrasi atas pajak pertambahan nilai 

atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan 

atas barang mewah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. 

Surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) 

disampaikan kepada penjamin/surety dalam hal 

penyelesaian kewajiban pembayaran dilakukan melalui 

pencairan jaminan. 

Laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 

O1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh 

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

Register sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai 

contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Direktur Jenderal ini.
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Pasal 33 

(1) Penyampaian laporan pertanggungjawaban Barang dan 

Bahan (BCL.KT 01) dilampiri dengan: 

a. dokumen pemberitahuan pabean berupa: 

a dokumen pemberitahuan pabean impor 

dan/atau dokumen pemberitahuan pabean 

pemasukan serta dokumen pemberitahuan 

pabean ekspor, yang telah mendapatkan 

persetujuan keluar Pejabat Bea dan Cukai: 

dokumen pemberitahuan pabean penyelesaian 

Barang dan Bahan Rusak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), barang dalam 

proses (work in process) rusak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), dan/atau 

Hasil Produksi Rusak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26 ayat (4) serta berita acara 

pemusnahan dalam hal diselesaikan dengan 

cara dimusnahkan, 

dokumen pemberitahuan pabean penyelesaian 

Barang dan Bahan Rusak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), barang dalam 

proses (work in process) rusak, dan/atau Hasil 

Produksi Rusak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 26 ayat (6) serta berita acara penyelesaian 

dengan cara dirusak, dalam hal diselesaikan 

dengan cara dirusak: 

dokumen pemberitahuan pabean ekspor atas 

penyelesaian Barang dan Bahan Rusak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) 

dan penyelesaian Barang dan Bahan sisa atau 

tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7), 

dalam hal diselesaikan dengan diekspor kembali: 

dokumen pemberitahuan pabean pemasukan ke 

Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Ekonomi 

Khusus, atau Kawasan Bebas atas penyelesaian 

Barang dan Bahan rusak sebagaimana dimaksud
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pada Pasal 26 ayat (2) dan penyelesaian Barang 

dan Bahan sisa atau tidak sesuai dengan 

spesifikasi yang dibutuhkan sebagaimana 

dimaksud dalam pada Pasal 26 ayat (8), dalam hal 

diselesaikan dengan dikembalikan: 

6. Surat Serah Terima Barang (SSTB) dalam hal 

dilakukan ekspor gabungan: dan 

b. bukti realisasi ekspor, dalam hal Barang dan Bahan 

diselesaikan dengan diekspor, berupa: 

1. laporan hasil penelitian realisasi ekspor, dan 

2. dokumen bukti transaksi keuangan/ 

pembayaran atas ekspor/devisa hasil ekspor. 

Ketentuan penyerahan salinan cetak dokumen 

pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen 

pemberitahuan pabean pemasukan serta dokumen 

pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 4 tidak berlaku 

bagi Perusahaan KITE Pembebasan yang melakukan 

impor dan/atau pemasukan serta ekspor yang 

pemberitahuan pabeannya diajukan di Kantor Pabean 

yang telah menerapkan SKP. 

Laporan hasil penelitian realisasi ekspor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 merupakan 

laporan hasil rekonsiliasi terhadap dokumen pabean 

ekspor dan outward manifest dengan mencocokkan 

elemen data berupa nomor dan tanggal dokumen pabean 

ekspor dalam SKP. 

Dalam hal 7 (tujuh) hari setelah tanggal perkiraan ekspor 

hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

kedapatan tidak sesuai, SKP memberitahukan 

ketidaksesuaian melalui notifikasi tidak rekon. 

Berdasarkan notifikasi tidak rekon sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4), Perusahaan KITE Pembebasan 

menginput data PEB pada SKP dan menyerahkan atau 

mengunggah dokumen: 

a. PP-PEB, dalam hal dilakukan pembetulan PEB: 

b. SSTB, dalam hal barang ekspor gabungan,
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c. Invoice, 

d. Packing list: dan 

e. House B/L atau AWB. 

Perusahaan KITE Pembebasan wajib mengunggah 

dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam SKP 

atau menyerahkan ke Kantor Wilayah atau KPU dalam 

jangka waktu paling lambat sebelum periode KITE 

Pembebasan berakhir. 

Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan 

Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian atas dokumen 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan memberikan 

persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling 

lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya 

dokumen dengan lengkap dan sesuai dalam SKP. 

Ketentuan penyerahan salinan cetak bukti realisasi ekspor 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak 

berlaku dalam hal data telah tersedia pada SKP. 

Laporan hasil penelitian realisasi ekspor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dan tata cara penelitian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan sesuai 

dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Pasal 34 

(1) Terhadap laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan 

(BCL.KT O1) yang diserahkan dengan surat permohonan, 

Pejabat Bea dan Cukai: 

a. menerima surat permohonan pengunggahan (loading) 

BCL.KT 01 yang akan diunggah: 

b. melakukan pengunggahan (loading) data BCL.KT O1 ke 

dalam SKP fasilitas KITE Pembebasan: dan 

Cc. memastikan data BCL.KT 01 yang diunggah (loading) 

telah masuk atau tersimpan dalam SKP fasilitas KITE 

Pembebasan.
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(2) Terhadap laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan 

(BCL.KT 01) yang disampaikan dengan cara sebagaimana 

dimaksud pada pasal 32 ayat (3), kepala Kantor Wilayah 

atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai 

Perusahaan KITE Pembebasan atau Pejabat Bea dan Cukai 

yang ditunjuk melakukan penelitian: 

a. kebenaran pengisian laporan pertanggungjawaban 

Barang dan Bahan (BCL.KT 01): 

kesesuaian dokumen pemberitahuan pabean impor, 

dokumen pemberitahuan pabean pemasukan, 

dokumen pemberitahuan pabean ekspor, dan/atau 

dokumen pemberitahuan pabean penyelesaian yang 

dilaporkan dengan data pada SKP atau data pada 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 

pemenuhan persyaratan pencantuman keputusan 

pemberian fasilitas KITE Pembebasan pada dokumen 

pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen 

pemberitahuan pabean pemasukan serta dokumen 

pemberitahuan pabean ekspor, 

pemenuhan persyaratan pemberitahuan ekspor 

sebagai kategori ekspor dengan fasilitas KITE 

Pembebasan pada dokumen pemberitahuan pabean 

ekspor: 

kesesuaian jenis Barang dan Bahan yang dilaporkan 

dalam laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan 

(BCL.KT O1) dengan jenis Barang dan Bahan yang 

diimpor dan/atau dimasukkan berdasarkan data pada 

SKP, 

ketersediaan saldo Barang dan Bahan yang dilaporkan 

dalam laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan 

(BCL.KT 01) dibandingkan dengan jumlah Barang dan 

Bahan yang harus dipertanggungjawabkan 

berdasarkan data pada SKP,
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g. kesesuaian jumlah dan jenis Hasil Produksi yang 

dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban Barang 

dan Bahan (BCL.KT 01) dengan jumlah dan jenis Hasil 
Produksi dalam dokumen pemberitahuan pabean 

ekspor berdasarkan data pada SKP: 

h. kesesuaian jumlah dan jenis Barang dan Bahan Rusak, 

barang dalam proses (work in process) rusak, Hasil 

Produksi Rusak yang dilaporkan dalam laporan 

pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01) 

dengan jumlah dan jenis tersebut dalam dokumen 

pemberitahuan pabean penyelesaian, dalam hal 

terdapat penyelesaian dengan cara dimusnahkan 
dan/atau dirusak: 

i. kesesuaian jumlah dan jenis Barang dan Bahan Rusak, 

Barang dan Bahan sisa atau tidak sesuai dengan 

spesifikasi yang dibutuhkan yang dilaporkan dalam 

laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan 

(BCL.KT 01) dengan jumlah dan jenis barang tersebut 
dalam dokumen pemberitahuan pabean penyelesaian, 
dalam hal terdapat penyelesaian dengan cara diekspor 

kembali atau dikembalikan: 

j- kesesuaian nomor Konversi yang dicantumkan dalam 
laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan 

(BCL.KT 01) berdasarkan data Konversi pada SKP, dan 

k. pemenuhan waktu realisasi ekspor dan/atau waktu 

penyelesaian Barang dan Bahan terhitung sejak 

tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor 

dan/atau pemberitahuan pabean pemasukan sesuai 

dengan periode KITE Pembebasan. 

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) kedapatan sesuai, atas laporan 
pertanggungjawaban yang disampaikan diberikan register. 
Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) kedapatan tidak sesuai, laporan 

pertanggungjawaban dikembalikan.
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Pemberitahuan pengembalian laporan 
pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai contoh format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

Pasal 35 

Terhadap laporan pertanggungjawaban yang telah 
mendapatkan register, kepala Kantor Wilayah atau KPU 
atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan 
penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1). 

Dalam hal perusahaan belum menyampaikan 
kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 33 ayat (1), kepala Kantor Wilayah atau KPU atau 
Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan 

pemberitahuan kepada perusahaan. 

Perusahaan wajib menyampaikan kelengkapan dokumen 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) paling 
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

Dalam hal perusahaan tidak menyampaikan kelengkapan 
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), laporan 
pertanggungjawaban ditolak. 

Dalam hal perusahaan telah menyampaikan kelengkapan 
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), 
Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan 
Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap: 

a. pemenuhan waktu penyerahan Konversi, kebenaran 
impor dan/atau pemasukan, dan kebenaran 
transaksi ekspor atau penyelesaian lain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26: dan
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b. kesesuaian jumlah pemakaian Barang dan Bahan 

yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban 

Barang dan Bahan (BCL.KT 01) dengan jumlah 

pemakaian Barang dan Bahan yang terkandung 

dalam Hasil Produksi berdasarkan Konversi. 

Untuk melakukan penelitian terhadap kebenaran 

transaksi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

huruf a, Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk 

menggunakan data: 

a. laporan hasil penelitian realisasi ekspor: dan 

b. devisa hasil ekspor atau dokumen bukti transaksi 

keuangan/pembayaran atas ekspor. 

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

huruf b berupa: 

a. sesuai, dalam hal jumlah pemakaian Barang dan 

Bahan yang dilaporkan dalam laporan 

pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01) 

sama dengan jumlah pemakaian Barang dan Bahan 

yang terkandung dalam Hasil Produksi berdasarkan 

Konversi, 

b. selisih kurang, dalam hal jumlah pemakaian Barang 

dan Bahan yang dilaporkan dalam laporan 

pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01) 

lebih kecil dari jumlah pemakaian Barang dan Bahan 

yang terkandung dalam Hasil Produksi berdasarkan 

Konversi, atau 

c. selisih lebih, dalam hal jumlah pemakaian Barang 

dan Bahan yang dilaporkan dalam laporan 

pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01) 

lebih besar dari jumlah pemakaian Barang dan 

Bahan yang terkandung dalam Hasil Produksi 

berdasarkan Konversi. 

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(5) dapat dilakukan dengan menggunakan SKP.
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Pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh format sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Pasal 36 

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) huruf a ditemukan tidak 

dipenuhi ketentuan atau tidak dapat dibuktikan 

kebenaran penyelesaian, Pejabat Bea dan Cukai yang 

ditunjuk: 

a. menginventarisasi Barang dan Bahan yang tidak 

dipenuhi ketentuan atau tidak dapat dibuktikan 

kebenaran penyelesaian, dan 

b. melakukan perhitungan kewajiban pembayaran atas 

Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, 

sebagai bahan pengambilan putusan untuk menyetujui 

atau menolak laporan pertanggungjawaban Barang dan 

Bahan (BCL.KT 01). 

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 35 ayat (5) huruf b terdapat selisih, atas selisih 

tersebut kepala Kantor Wilayah atau KPU melakukan 

penetapan sebagai dasar bagi Perusahaan KITE 

Pembebasan untuk melunasi: 

a. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah atas Barang dan Bahan yang selisih, 

b. sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda 

di bidang kepabeanan, dan 

Cc. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai 

atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan.
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(3) Dalam hal selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

(4) 

(5) 

memiliki nilai Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai 

atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan lebih 

dari atau sama dengan Rp10.000.000,- (sepuluh juta 

rupiah), sebelum dilakukan penetapan, kepala Kantor 

Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan Cukai yang 

ditunjuk melakukan: 

a. konfirmasi kepada Perusahaan KITE Pembebasan dan 

meminta bukti pendukung, dengan cara 

menyampaikan pemberitahuan: dan 

b. penelitian kesesuaian tanggapan dan bukti 

pendukung yang disampaikan. 

Atas konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

Perusahaan. KITE Pembebasan wajib menyampaikan 

tanggapan atau penjelasan mengenai penyebab terjadinya 

selisih disertai bukti pendukung paling lama 7 (tujuh) hari 

kerja sejak tanggal pemberitahuan. 

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap 

tanggapan dan bukti pendukung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dapat dibuktikan bahwa: 

a. terjadi selisih kurang atau selisih lebih yang 

disebabkan karena kesalahan Konversi, berlaku 

ketentuan: 

1. jumlah pemakaian Barang dan Bahan disetujui 

sesuai jumlah yang dilaporkan dalam laporan 

pertanggungjawaban, dan 

2. Perusahaan KITE Pembebasan harus melakukan 

perubahan Konversi, apabila Konversi tersebut 

akan digunakan dalam pertanggungjawaban 

Barang dan Bahan berikutnya. 

b. terjadi selisih kurang atau selisih lebih yang 

disebabkan karena kesalahan laporan 

pertanggungjawaban, Perusahaan KITE Pembebasan 

dapat melakukan perbaikan laporan 

pertanggungjawaban,
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Cc. terjadi selisih kurang atau selisih lebih yang 

disebabkan karena kesalahan laporan 

pertanggungjawaban namun atas kesalahan tersebut 

tidak ada bukti yang memadai untuk dilakukan 

perbaikan atau Perusahaan KITE Pembebasan tidak 

melakukan perbaikan, atas selisih tersebut kepala 

Kantor Wilayah atau KPU melakukan penetapan 

sebagai dasar bagi Perusahaan KITE Pembebasan 

untuk melunasi: 

1. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau 

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah atas Barang dan Bahan yang 

selisih, 

2. sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang pengenaan sanksi administrasi berupa 

denda di bidang kepabeanan, dan 

3. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai 

atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan di bidang 

perpajakan. 

Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan tidak 

menyampaikan tanggapan atau penjelasan mengenai 

penyebab terjadinya selisih dan bukti pendukung dalam 

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atas 

selisih tersebut kepala Kantor Wilayah atau KPU 

melakukan penetapan sebagai dasar bagi Perusahaan 

KITE Pembebasan untuk melunasi: 

a. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah atas Barang dan Bahan yang selisih, 

b. sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda 

di bidang kepabeanan, dan
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c. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai 

atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. 

Surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

huruf c dan ayat (6) disampaikan kepada penjamin/ surety 

dalam hal penyelesaian kewajiban pembayaran dilakukan 

melalui pencairan jaminan. 

Pemberitahuan dalam rangka konfirmasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) sesuai contoh format sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal 

ini. 

Pasal 37 

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap laporan 

pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01) 

terdapat: 

a. kesalahan pengisian elemen data dalam laporan 

pertanggungjawaban, seperti kode penyelesaian, 

tanggal dan/atau nomor pengajuan dokumen 

pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen 

pemberitahuan pabean pemasukan, tanggal 

dan/atau nomor pendaftaran dokumen 

pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen 

pemberitahuan pabean pemasukan, nomor seri 

barang, nomor dan tanggal dokumen pemberitahuan 

pabean ekspor, klasifikasi HS, satuan, kode Barang 

dan Bahan, kode Hasil Produksi, jumlah Barang dan 

Bahan, jumlah Hasil Produksi, dan kode kantor: 

b. ketidaksesuaian nomor Konversi yang dicantumkan 

dalam laporan pertanggungjawaban: dan/atau 

C. waktu jaminan yang tidak mencukupi, 

Pejabat Bea dan Cukai melakukan konfirmasi kepada 

Perusahaan KITE Pembebasan dengan mengirimkan 

pemberitahuan.
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Dalam hal hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1): 

a. membuktikan adanya kesalahan disebabkan 

kekhilafan yang nyata, seperti kesalahan pengetikan 

atau sejenisnya, atau 

b. Perusahaan KITE Pembebasan telah melakukan 

penggantian jaminan, 

Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan 

kepada Perusahaan KITE Pembebasan untuk mengajukan 

perbaikan atas laporan pertanggungjawaban. 

Perbaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) harus diajukan paling lama 7 

(tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan. 

Dalam hal pengajuan perbaikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) melewati waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), penelitian dilakukan berdasarkan data laporan 

pertanggungjawaban yang dimintakan konfirmasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (l). 

Pasal 38 

Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan 

atau penolakan atas laporan pertanggungjawaban Barang 

dan Bahan (BCL.KT 01) berdasarkan hasil penelitian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36. 

Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan 

Cukai yang ditunjuk harus memberikan putusan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga 

puluh) hari kerja sejak laporan pertanggungjawaban 

mendapatkan register. 

Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. menyetujui seluruhnya: 

b. menolak seluruhnya, atau 

Cc. menyetujui sebagian.
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Terhadap Barang dan Bahan yang disetujui laporan 

pertanggungjawabannya: 

a. diterbitkan surat persetujuan atas laporan 

pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01): 

b. dilakukan penyesuaian saldo Barang dan Bahan yang 

harus dipertanggungjawabkan sebesar jumlah 

Barang dan Bahan yang disetujui, dan 

c. jaminan dikembalikan atau dilakukan penyesuaian 

jaminan, dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan 

Penyesuaian Jaminan (SPPJ). 

Terhadap Perusahaan KITE Pembebasan yang 

menggunakan jaminan selain corporate guarantee, 

jaminan dikembalikan dalam hal seluruh Barang dan 

Bahan telah selesai dipertanggungjawabkan. 

Terhadap Barang dan Bahan yang ditolak laporan 

pertanggungjawabannya diterbitkan surat penolakan atas 

laporan pertanggungjawaban. 

Terhadap Barang dan Bahan yang ditolak laporan 

pertanggungjawabannya namun periode KITE 

Pembebasannya belum berakhir, laporan 

pertanggungjawaban dapat disampaikan kembali. 

Terhadap Barang dan Bahan yang ditolak laporan 

pertanggungjawabannya dan periode KITE 

Pembebasannya telah berakhir, berlaku ketentuan sebagai 

berikut: 

a. dalam hal penyelesaian Barang dan Bahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat 

dibuktikan, kepala Kantor Wilayah atau KPU 

melakukan penetapan sebagai dasar bagi Perusahaan 

KITE Pembebasan untuk melunasi: 

1. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau 

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah atas Barang dan Bahan yang 

terutang, dan
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2. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan 

Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan di bidang 

perpajakan. 

b. dalam hal penyelesaian Barang dan Bahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dapat 

dibuktikan, kepala Kantor Wilayah atau KPU 

melakukan penetapan sebagai dasar bagi Perusahaan 

KITE Pembebasan untuk melunasi: 

1. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau 

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah atas Barang dan Bahan yang 

terutang, 

2. sanksi administrasi berupa denda sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang pengenaan sanksi 

administrasi berupa denda di bidang 

kepabeanan, dan 

3. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan 

Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan di bidang 

perpajakan, 

karena tidak memenuhi ketentuan pemberian 

fasilitas KITE Pembebasan. 

Surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 

disampaikan kepada penjamin/surety dalam hal 

penyelesaian kewajiban pembayaran dilakukan melalui 

pencairan jaminan. 

Surat persetujuan atas laporan pertanggungjawaban 

Barang dan Bahan (BCL.KT 01) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) huruf a sesuai contoh format sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal 

ini.
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(11) Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ) 

(12) 

(1) 

(2) 

(3) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c sesuai 

contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Surat penolakan atas laporan pertanggungjawaban 

Barang dan Bahan (BCL.KT 01) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) sesuai contoh format sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal 

ini. 

Pasal 39 

Dalam hal nilai Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai 

atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah yang wajib dilunasi sebagaimana 

dimaksud dalam: 

Pasal 32 ayat (13): 

Pasal 36 ayat (2): 

Pasal 36 ayat (5) huruf c: 

Pasal 36 ayat (6): dan 

Pasal 38 ayat (8), 

kurang dari atau sama dengan Rp 100.000, - (seratus ribu 

A
9
 

cp
 

rupiah), terhadap satu atau lebih kewajiban pelunasan 

dengan nilai tersebut diakumulasi dan dilakukan 

penetapan pada akhir periode tahun berjalan. 

Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, melakukan 

pencatatan atas ditemukannya kewajiban pembayaran 

dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada 

saat kegiatan monitoring dan penelitian laporan 

pertanggungjawaban, yang belum dilakukan penetapan. 

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

dilakukan menggunakan SKP.
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BAB VII 

IMPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI 

Bagian Pertama 

Impor Kembali Hasil Produksi 

Pasal 40 

Hasil Produksi yang telah diekspor dapat diimpor kembali 

karena alasan tertentu, dengan persetujuan kepala Kantor 

Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan 

penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan. 

Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

antara lain: 

a. diimpor kembali untuk diperbaiki (rework): 

b. ditolak oleh pembeli di luar negeri: atau 

Cc. terjadi kondisi kahar (force majeure) di negara tujuan 

ekspor. 

Hasil Produksi yang diimpor kembali sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib diekspor kembali dalam 

waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 

pemberitahuan pabean impor kembali dan dapat 

diperpanjang untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan 

dengan persetujuan kepala Kantor Wilayah atau KPU yang 

menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan 

KITE Pembebasan. 

Kepala Kantor Wilayah atau KPU melakukan kegiatan 

monitoring atas realisasi ekspor kembali sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3). 

Pasal 41 

Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 40 ayat (1), Perusahaan KITE Pembebasan 

mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Wilayah 

atau KPU yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai 

Perusahaan KITE Pembebasan, dengan menyebutkan 

alasan disertai bukti pendukung.



(2) 

(3) 
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Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

antara lain berupa: 

a. salinan (copy) dokumen pemberitahuan pabean ekspor 

beserta dokumen pelengkap, Persetujuan Ekspor, 

dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan: 

b. bill of lading atau sea way bill atau air way bill pada 

saat ekspor dan impor, dan 

c. bukti pendukung alasan impor kembali berupa: 

1. perintah kerja atau bukti lain terkait adanya 

permintaan rework: 

2. bukti penolakan dari pembeli di luar negeri: 

3. bukti yang menunjukkan kondisi kahar di Negara 

tujuan, atau 

4. bukti-bukti lain yang mendukung alasan impor 

kembali Hasil Produksi. 

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan secara elektronik. 

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tidak dapat disampaikan secara elektronik, 

permohonan disampaikan secara tertulis kepada kepala 

Kantor Wilayah atau KPU. 

Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan 

Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap 

permohonan dan bukti pendukung yang disampaikan. 

Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan 

atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) paling lama: 

a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara 

lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara 

elektronik: atau 

b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara 

lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara 

tertulis.
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Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU 
menerbitkan surat persetujuan impor kembali dengan 
pembebasan dari kewajiban pembayaran Bea Masuk dan 

pajak dalam rangka impor. 

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan 
surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan 

alasan. 

Dalam hal permohonan impor kembali atas Hasil Produksi 
yang belum disampaikan laporan 
pertanggungjawabannya, kepala Kantor Wilayah atau KPU 
atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk: 

a. melakukan perpanjangan batas waktu penyampaian 
laporan pertanggungjawaban paling lama sampai 
dengan berakhirnya batas waktu ekspor kembali 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) 
ditambah 60 (enam puluh) hari: 

b. menyampaikan kepada Perusahaan KITE Pembebasan 
untuk melakukan perpanjangan waktu jaminan: 

Cc. memberikan catatan atas persetujuan impor kembali 
pada pemberitahuan pabean ekspor dalam SKP: dan 

d. menatausahakan berkas persetujuan impor kembali 
untuk bahan monitoring realisasi ekspor kembali. 

Surat persetujuan impor kembali sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7) sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam 
Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Surat penolakan impor kembali sebagaimana dimaksud 
pada ayat (8) sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam 
Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
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Pasal 42 

(1) Pada saat impor kembali atas Hasil Produksi yang laporan 

(2) 

pertanggungjawabannya telah disetujui, Perusahaan KITE 

Pembebasan: 

a. memberitahukan dengan menggunakan dokumen 

pemberitahuan pabean impor: 

mengisi kolom “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas 

Impor" dengan pilihan “barang reimpor yang mendapat 

fasilitas KITE”: 

mencantumkan nomor dan tanggal persetujuan impor 

kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (7) 

pada lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan 

persyaratan/fasilitas pemberitahuan pabean impor: 

melampirkan persetujuan impor kembali sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 41 ayat (7): dan 

menyerahkan jaminan senilai Bea Masuk serta pajak 

dalam rangka impor berdasarkan tarif dan nilai barang 

atas barang yang diimpor kembali. 

Pada saat impor kembali atas Hasil Produksi yang laporan 

pertanggungjawabannya belum disampaikan, Perusahaan 

KITE Pembebasan: 

a. memberitahukan dengan menggunakan dokumen 

pemberitahuan pabean impor, 

mengisi kolom “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas 

Impor" dengan pilihan “barang reimpor yang mendapat 

fasilitas KITE": 

mencantumkan nomor dan tanggal persetujuan impor 

kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (7) 

pada kolom “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor": 

mencantumkan nomor dan tanggal persetujuan impor 

kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (7) 

pada lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan 

persyaratan/fasilitas pemberitahuan pabean impor: 

dan 

melampirkan persetujuan impor kembali sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 41 ayat (7).
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Tata cara impor kembali mengikuti ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur mengenai 
pengeluaran barang impor untuk dipakai. 

Bagian Kedua 

Ekspor kembali atas Hasil Produksi yang diimpor kembali 

Pasal 43 

Perusahaan KITE Pembebasan pada saat pelaksanaan 
ekspor kembali atas Hasil Produksi yang diimpor kembali: 
a. menggunakan dokumen pemberitahuan pabean 

ekspor: 

b. mengisi kolom jenis ekspor dengan jenis “reekspor” 

pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor: 

c. mengisi kategori ekspor “umum” pada dokumen 
pemberitahuan pabean ekspor: dan 

d. mencantumkan nomor dan tanggal pemberitahuan 
pabean ekspor atas Hasil Produksi yang diberikan 

persetujuan untuk diimpor kembali pada lembar 
lanjutan dokumen pelengkap pabean pemberitahuan 
ekspor barang, 

Tata cara ekspor kembali atas Hasil Produksi yang diimpor 
kembali mengikuti ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang mengatur mengenai ekspor. 

Bagian Ketiga 

Laporan Realisasi Ekspor Kembali 

Pasal 44 

Perusahaan KITE Pembebasan wajib menyampaikan 
laporan realisasi atas ekspor kembali Hasil Produksi yang 
diimpor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 
ayat (1) kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU yang 
menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan 
KITE Pembebasan, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 
berakhirnya batas waktu ekspor kembali disertai dokumen 
pendukung.
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Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa: 

a. dokumen pemberitahuan pabean ekspor kembali dan 

dokumen pelengkap pabean: 

b. bukti pembayaran atas ekspor kembali atau sejenisnya, 

dan 

C. copy persetujuan impor kembali. 

Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan 

Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap 

laporan realisasi ekspor kembali dan bukti pendukung 

yang disampaikan. 

Laporan realisasi ekspor disetujui dalam hal berdasarkan 

hasil penelitian dapat dibuktikan bahwa barang yang 

diimpor kembali telah diekspor kembali sesuai jangka 

waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3). 

Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan 

atau penolakan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak 

laporan realisasi ekspor diterima secara lengkap. 

Dalam hal laporan realisasi ekspor atas impor kembali 

Hasil Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 

ayat (1) disetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU: 

a. menerbitkan surat persetujuan atas laporan realisasi 

ekspor, dan 

b. mengembalikan jaminan yang diserahkan pada saat 

impor kembali. 

Dalam hal laporan realisasi ekspor atas impor kembali 

Hasil Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 

ayat (1) ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU: 

a. menerbitkan surat penolakan atas laporan realisasi 

ekspor: 

b. melakukan penetapan dan menyampaikan kepada 

Perusahaan KITE Pembebasan untuk melunasi Bea 

Masuk serta pajak dalam rangka impor yang terutang, 

dan 

c. menyampaikan surat penetapan kepada penjamin, 

dalam hal penyelesaian kewajiban pembayaran 

dilakukan melalui pencairan jaminan.
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Dalam hal laporan realisasi ekspor atas impor kembali 

Hasil Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 

ayat (2) disetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU: 

a. menerbitkan surat persetujuan atas laporan realisasi 

ekspor, 

b. memberitahukan agar Perusahaan KITE Pembebasan 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

(BCL.KT 01): 

Cc. menatausahakan persetujuan tersebut yang akan 

digunakan dalam penelitian laporan 

pertanggungjawaban (BCL.KT 01): dan 

d. merekam nomor dan tanggal pemberitahuan pabean 

ekspor kembali pada SKP untuk kepentingan validasi 

penyampaian laporan pertanggungjawaban (BCL.KT 

01). 

Dalam hal laporan realisasi ekspor atas impor kembali 

Hasil Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 

ayat (2) ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU: 

a. menerbitkan surat penolakan atas laporan realisasi 

ekspor, 

b. menatausahakan penolakan tersebut yang akan 

digunakan dalam penelitian laporan 

pertanggungjawaban (BCL.KT 01): dan 

c. merekam nomor dan tanggal pemberitahuan pabean 

ekspor kembali pada SKP untuk kepentingan validasi 

penyampaian laporan pertanggungjawaban (BCL.KT 

01). 

Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan tidak 

melakukan ekspor kembali sesuai ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) atau tidak 

menyampaikan laporan realisasi ekspor sesuai ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan: 

a. apabila Hasil Produksi yang diimpor kembali laporan 

pertanggungjawabannya telah disetujui, Perusahaan 

KITE Pembebasan wajib melunasi Bea Masuk serta 

pajak dalam rangka impor yang terutang, atau
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b. apabila Hasil Produksi yang diimpor kembali laporan 

pertanggungjawabannya belum disampaikan, 

laporan pertanggungjawaban yang disampaikan 

ditolak. 

Kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan surat 

penetapan pabean sebagai dasar penagihan atas 

kewajiban pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

huruf b dan ayat (10) huruf a sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Pajak dalam rangka impor berupa Pajak Pertambahan 

Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah yang dilunasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (7) huruf b dan ayat (10) huruf a tidak dapat 

dikreditkan. 

Laporan realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam 

Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Surat persetujuan atas laporan realisasi ekspor 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a sesuai 

contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XL yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

Suat penolakan atas laporan realisasi ekspor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (7) huruf a sesuai contoh 

sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XLI yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

Pasal 45 

Terhadap Hasil Produksi yang diimpor kembali yang belum 

disampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Perusahaan KITE 

Pembebasan wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban dengan ketentuan:
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Hasil Produksi dimaksud telah dilakukan ekspor 

kembali: 

laporan realisasi ekspor kembali atas Hasil Produksi 

dimaksud telah mendapatkan putusan: 

disampaikan paling lama sesuai jangka waktu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (9) 

huruf a, dan 

laporan pertanggungjawaban menggunakan dokumen 

pemberitahuan pabean ekspor yang disetujui untuk 

diimpor kembali. 

Laporan pertanggungjawaban disampaikan sesuai dengan 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan 

melampirkan dokumen pendukung tambahan berupa: 

a. dokumen pemberitahuan pabean impor kembali Hasil 

Produksi, 

dokumen pemberitahuan pabean ekspor kembali 

Hasil Produksi, dan 

surat persetujuan atau penolakan atas laporan 

realisasi ekspor kembali Hasil Produksi. 

Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan 

Cukai yang ditunjuk dalam melakukan penelitian laporan 

pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dengan memperhatikan putusan atas hasil penelitian 

laporan realisasi ekspor kembali sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 44. 

BAB VIII 

BARANG CONTOH 

Bagian Pertama 

Impor dan/atau Pemasukan Barang Contoh 

Pasal 46 

Perusahaan KITE Pembebasan dapat melakukan impor 

dan/atau pemasukan Barang Contoh dengan fasilitas 

pembebasan Barang Contoh.
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Impor dan/atau pemasukan Barang Contoh sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan persetujuan 

kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan 

keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE 

Pembebasan. 

Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Perusahaan KITE Pembebasan mengajukan 

permohonan kepada kepala Kantor Wilayah atau KPU 

yang menerbitkan keputusan penetapan sebagai 

Perusahaan KITE Pembebasan, dilampiri dengan paparan 

mengenai keterkaitan Barang Contoh dengan Hasil 

Produksi. | 
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disampaikan secara elektronik. 

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) tidak dapat disampaikan secara elektronik, 

permohonan disampaikan secara tertulis. 

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan 

Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian mengenai: 

a. keterkaitan antara Barang Contoh dengan Hasil 

Produksi: 

b. jumlah Barang Contoh yang diberikan pembebasan, 

dan 

C. kriteria dan ketentuan lain terkait pembebasan 

Barang Contoh sesuai peraturan perundang- 

undangan yang mengatur mengenai pembebasan bea 

masuk untuk impor Barang Contoh. 

Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan 

atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) paling lama: 

a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara 

lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara 

elektronik: atau 

b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara 

lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara 

tertulis.
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Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) disetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU 

menerbitkan surat persetujuan impor dan/atau 

pemasukan Barang Contoh. 

Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 

dilampirkan pada saat pengajuan pemberitahuan pabean 

impor dan/atau pemasukan. 

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU 

menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan 

alasan penolakan. 

Surat persetujuan impor dan/atau pemasukan Barang 

Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai 

contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Bagian Kedua 

Penatausahaan atas Penggunaan Barang Contoh 

Pasal 47 

Perusahaan KITE Pembebasan melakukan penatausahaan 
atas penggunaan Barang Contoh untuk menunjang proses 

produksi. 

Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan 

Cukai yang ditunjuk melakukan monitoring atas 

penggunaan Barang Contoh. 

Monitoring atas penggunaan Barang Contoh sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), kepala Kantor Wilayah atau KPU 

atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan: 

a. memeriksa pencatatan atau penatausahaan Barang 

Contoh, 

b. memeriksa Barang Contoh telah digunakan untuk 
menunjang proses produksi sehingga menghasilkan 

Hasil Produksi: dan 

c. memeriksa Barang Contoh masih disimpan untuk 

jangka waktu 2 (dua) tahun.



(4 

(1) 

(2) 

(3) 

- S8 

Penatausahaan atas penggunaan Barang Contoh 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

BAB IX 

MONITORING, EVALUASI, DAN AUDIT 

Bagian Pertama 

Monitoring dan Evaluasi 

Pasal 48 

Kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan 

keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE 

Pembebasan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk 

melakukan monitoring terhadap pemberian fasilitas KITE 

Pembebasan. 

Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan bersamaan dengan kegiatan pelayanan dan 

pengawasan terhadap perusahaan penerima fasilitas KITE 

Pembebasan. 

Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (I): 

a. disampaikan kepada unit yang melaksanakan tugas 

dan fungsi di bidang audit kepabeanan dan/atau unit 

yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang 

pengawasan kepabeanan sebagai informasi awal: 

b. digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi 

pemberian fasilitas KITE Pembebasan: dan/atau 

c. digunakan sebagai dasar penagihan Bea Masuk, Pajak 

Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta sanksi 

administrasi di bidang kepabeanan dan perpajakan, 

dalam hal terdapat Barang dan Bahan dan Barang 

Contoh yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau 

tidak memenuhi ketentuan pemberian fasilitas KITE 

Pembebasan.
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Tata cara monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal 

mengenai pelaksanaan monitoring dan/atau evaluasi 

terhadap perusahaan penerima fasilitas kepabeanan. 

Pasal 49 

Kepala Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan 

keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE 

Pembebasan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk 

melakukan evaluasi terhadap pemberian fasilitas KITE 

Pembebasan secara periodik paling kurang 1 (satu) kali 

dalam 1 (satu) tahun. 

Dalam rangka evaluasi kebijakan fasilitas KITE 

Pembebasan, Direktur Fasilitas Kepabeanan atau Pejabat 

Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi 

terhadap pemberian fasilitas KITE Pembebasan. 

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2): 

a. digunakan sebagai dasar untuk melakukan asistensi, 

pembinaan, apresiasi, pembekuan, dan/atau 

pencabutan fasilitas KITE Pembebasan: dan/atau 

b. rekomendasi penyempurnaan peraturan perundang- 

undangan. 

Tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal 

mengenai pelaksanaan monitoring dan/atau evaluasi 

terhadap perusahaan penerima fasilitas kepabeanan. 

Bagian Kedua 

Audit Kepabeanan 

Pasal 50 

Dalam rangka menguji kepatuhan Perusahaan KITE 

Pembebasan atas ketentuan penggunaan fasilitas KITE 

Pembebasan, dilakukan audit kepabeanan.
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Dalam hal berdasarkan hasil audit sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditemukan Barang dan Bahan dan 

Barang Contoh yang tidak dapat dipertanggungjawabkan 

atau tidak memenuhi ketentuan pemberian fasilitas KITE 

Pembebasan, Perusahaan KITE Pembebasan wajib 

melunasi: 

a. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah, 

b. sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda 

di bidang kepabeanan: dan 

Cc. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai 

atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan di bidang perpajakan. 

Hasil audit kepabeanan disampaikan kepada kepala 

Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan keputusan 

penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan. 

Hasil audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) harus memuat rincian paling kurang: 

a. Barang dan Bahan yang telah dilakukan penyelesaian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26: 

b. saldo Barang dan Bahan yang belum dilakukan 

penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26: 

dan 

c. Barang dan Bahan yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan, 

yang menunjuk dokumen pemberitahuan pabean impor 

dan/atau dokumen pemberitahuan pabean pemasukan. 

Hasil audit kepabeanan dapat digunakan sebagai 

pertanggungjawaban atas penyelesaian Barang dan 

Bahan.
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Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan 

Cukai yang ditunjuk melakukan penyesuaian saldo 

Barang dan Bahan dalam SKP berdasarkan data hasil 

audit kepabeanan. 

Audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan yang mengatur mengenai audit kepabeanan. 

BAB X 

PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN 

Pasal 51 

Kepala Kantor Wilayah atau KPU melakukan pembekuan 

terhadap fasilitas KITE Pembebasan dalam hal 

Perusahaan KITE Pembebasan: 

a. tidak melakukan kegiatan impor dan/atau 

pemasukan Barang dan Bahan dengan menggunakan 

fasilitas KITE Pembebasan selama periode 1 (satu) 

tahun, 

b. tidak mengajukan permohonan perubahan data 

keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE 

Pembebasan kepada Kepala Kantor Wilayah atau KPU 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atas 

perubahan data berupa nama perusahaan, alamat, 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penanggung jawab, 

Barang dan Bahan, dan/atau Hasil Produksi, 

Cc. tidak memenuhi ketentuan pembongkaran dan/atau 

penimbunan Barang dan Bahan dan/atau Barang 

Contoh serta Hasil Produksi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 ayat (1) dan/atau ayat (2), paling lama 

3 (tiga) bulan berdasarkan pertimbangan manajemen 

risiko kepala Kantor Wilayah atau KPU, 

d. tidak memenuhi ketentuan subkontrak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), paling lama 3 (tiga) 

bulan berdasarkan pertimbangan manajemen risiko 

Kepala Kantor Wilayah atau KPU:
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tidak memenuhi ketentuan subkontrak atas seluruh 

kegiatan pengolahan, perakitan ' dan/atau 

pemasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 

ayat (2), paling lama 3 (tiga) bulan berdasarkan 

pertimbangan manajemen risiko kepala Kantor 

Wilayah atau KPU, 

tidak memenuhi ketentuan subkontrak kepada 

penerima subkontrak yang belum tercantum dalam 

keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE 

Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 

ayat 1, paling lama 3 (tiga) bulan berdasarkan 

pertimbangan manajemen risiko Kepala Kantor 

Wilayah atau KPU: 

tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 

ayat 1, 

tidak menyerahkan dokumen dan/atau data yang 

diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi, 

tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (2): 

tidak melakukan penatausahaan barang asal fasilitas 

KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (3): 

tidak menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (2): 

tidak mendayagunakan sistem informasi persediaan 

berbasis komputer (IT Inventory): 

diduga melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai dengan 

bukti permulaan yang cukup berdasarkan 

rekomendasi penyidik, dan/atau 

Perusahaan KITE Pembebasan berubah status 

menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau Pengusaha 

di Kawasan Berikat dan permohonan izin Kawasan 

Berikat telah disetujui.
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Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan memenuhi 

kriteria pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan surat 

pembekuan fasilitas KITE Pembebasan. 

Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan 

Cukai yang ditunjuk melakukan perekaman surat 

pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 

SKP. 

Dalam hal fasilitas KITE Pembebasan dibekukan, atas 

impor dan/atau pemasukan Barang dan Bahan dan/atau 

Barang Contoh tidak diberikan fasilitas KITE Pembebasan 

sejak tanggal pembekuan. 

Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

menghilangkan hak Perusahaan KITE Pembebasan untuk 

melakukan kegiatan kepabeanan lain. 

Surat pembekuan fasilitas KITE Pembebasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), sesuai contoh format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIV yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

Pasal 52 

Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberlakukan kembali 

fasilitas KITE Pembebasan yang dibekukan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, dalam hal 

Perusahaan KITE Pembebasan telah mengajukan 

permohonan perubahan data secara lengkap, dan telah 

diberikan persetujuan oleh kepala Kantor Wilayah atau 

KPU 

Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberlakukan kembali 

fasilitas KITE Pembebasan yang dibekukan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c sampai dengan 

huruf f, setelah waktu pembekuan berakhir.
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Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberlakukan kembali 

fasilitas KITE Pembebasan yang dibekukan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf g 

sampai dengan huruf 1, dalam hal Perusahaan KITE 

Pembebasan: 

a. melakukan impor dan/atau pemasukan dengan 

menggunakan fasilitas KITE Pembebasan dengan 

mengajukan permohonan pemberlakuan kembali 

fasilitas KITE Pembebasan: 

b. telah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g, atau telah melakukan 

pelunasan atau penyelesaian lain atas kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (13): 

Cc. telah menyerahkan dokumen dan/atau data yang 

diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi, 

d. telah memasang papan nama sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (2): 

e. telah melakukan penatausahaan barang asal fasilitas 

KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (3): 

f. telah menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (1): 

g. telah mendayagunakan sistem informasi persediaan 

berbasis komputer (IT Inventory): atau 

h. tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan 

rekomendasi penyidik atau putusan pengadilan yang 

telah memiliki kekuatan hukum tetap. 

Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan telah memenuhi 

kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 

atau ayat (3), kepala Kantor Wilayah atau KPU 

menerbitkan surat pemberlakuan kembali fasilitas KITE 

Pembebasan. 

Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan 

Cukai yang ditunjuk melakukan perekaman surat 

pemberlakuan kembali fasilitas KITE Pembebasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam SKP.
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Surat pemberlakuan kembali fasilitas KITE Pembebasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai contoh 

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLV yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

Pasal 53 

Kepala Kantor Wilayah atau KPU atas nama Menteri 

melakukan pencabutan fasilitas KITE Pembebasan dalam 

hal Perusahaan KITE Pembebasan: 

a. tidak melakukan impor atau pemasukan, dengan 

menggunakan fasilitas KITE Pembebasan dalam 

waktu 1 (satu) tahun sejak dibekukan karena alasan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf 

a. 

tidak mengajukan permohonan perubahan data 

berupa nama perusahaan, alamat, Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP), penanggung jawab, Barang dan 

Bahan, dan/atau Hasil Produksi dalam waktu paling 

lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal fasilitas KITE 

Pembebasan dibekukan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b: 

diterbitkan surat paksa karena ada tagihan yang 

tidak dilunasi: 

terbukti telah melakukan tindak pidana di bidang 

kepabeanan dan/atau perpajakan berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan 

hukum tetap: 

berubah status menjadi pengusaha Kawasan Berikat 

atau pengusaha di Kawasan Berikat, setelah laporan 

pertanggungjawaban atas penyelesaian Barang dan 

Bahan mendapatkan putusan: 

dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap: 

tidak lagi memenuhi kriteria untuk memperoleh 

fasilitas KITE Pembebasan: dan/atau
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h. mengajukan permohonan untuk dilakukan 

pencabutan fasilitas KITE Pembebasan. 

Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan memenuhi 

kriteria pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan keputusan 

pencabutan atas penetapan sebagai Perusahaan KITE 

Pembebasan. 

Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan 

Cukai yang ditunjuk melakukan perekaman keputusan 

pencabutan atas penetapan sebagai Perusahaan KITE 

Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 

SKP. 

Dalam hal fasilitas KITE Pembebasan dicabut dengan 

alasan selain karena berubah status menjadi pengusaha 

Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, kepala 

Kantor Wilayah atau KPU menyampaikan kepada 

Perusahaan KITE Pembebasan bahwa dalam waktu 30 

(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan, 

wajib: 

a. melaporkan Hasil Produksi yang telah diekspor 

namun belum disampaikan laporan pertanggung 

jawabannya, 

b. melunasi seluruh tagihan terutang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan di bidang 

kepabeanan dan perpajakan: dan 

Cc. menyelesaikan saldo Barang dan Bahan yang belum 

dilakukan penyelesaian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26 dan Barang Contoh. 

Saldo Barang dan Bahan dan Barang Contoh sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) huruf c diselesaikan dengan cara: 

a. dilunasi Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai 

atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah yang terutang, dan/atau 

b. dilakukan ekspor dan/atau dikembalikan.
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Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan tidak 

melakukan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 

pencabutan, kepala Kantor Wilayah atau KPU melakukan 

penagihan atas pembayaran Bea Masuk dan Pajak 

Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang. 

Dalam rangka pencabutan fasilitas KITE Pembebasan, 

terhadap Perusahaan KITE Pembebasan dapat terlebih 

dahulu dilakukan pemeriksaan sederhana oleh kepala 

Kantor Wilayah atau KPU atau dilakukan audit 

kepabeanan. 

Keputusan pencabutan atas penetapan sebagai 

Perusahaan KITE Pembebasan sesuai contoh format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVI yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

BAB XI 

PERUBAHAN STATUS MENJADI PENGUSAHA KAWASAN 

BERIKAT ATAU PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT 

Pasal 54 

Dalam hal Perusahaan KITE Pembebasan akan berubah 

status menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau 

Pengusaha di Kawasan Berikat, Perusahaan KITE 

Pembebasan mengajukan permohonan izin Kawasan 

Berikat kepada Menteri Keuangan c.g. Kepala Kantor 

Wilayah atau KPU. 

Dalam hal permohonan izin Kawasan Berikat disetujui 

kepala Kantor Wilayah atau KPU penerbit keputusan 

penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan 

menerbitkan surat pembekuan fasilitas KITE Pembebasan 

yang diberikan.
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Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan 
Cukai yang ditunjuk melakukan perekaman surat 
pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 
SKP. 

Perusahaan KITE Pembebasan dapat mengajukan 
permohonan penetapan Barang dan Bahan yang masih 

dalam periode KITE Pembebasan namun belum 
diselesaikan serta Barang Contoh yang belum diselesaikan 
menjadi saldo awal persediaan Kawasan Berikat kepada 
kepala Kantor Wilayah atau KPU penerbit keputusan 
penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan. 

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus 

disampaikan sebelum kegiatan operasional Kawasan 
Berikat dimulai. 

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
disampaikan secara elektronik, 

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) tidak dapat disampaikan secara elektronik, 
permohonan disampaikan secara tertulis kepada kepala 
Kantor Wilayah atau KFU. 

Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan 

Cukai yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 (tiga) 

hari kerja sejak tanggal surat permohonan diterima 
dengan melakukan pencacahan terhadap Barang dan 
Bahan serta Barang Contoh yang belum diselesaikan. 
Pencacahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat 
dilakukan dengan berkoordinasi dengan kepala Kantor 
Pabean yang mengawasi Kawasan Berikat. 

Hasil pencacahan dituangkan dalam berita acara 
pencacahan, dengan menyebutkan dokumen 
pemberitahuan pabean impor dan/atau dokumen 
pemberitahuan pabean pemasukan asal Barang dan 
Bahan serta dokumen pemberitahuan pabean impor 
dan/atau pemasukan Barang Contoh.
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Kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan surat 

keputusan tentang penetapan Barang dan Bahan serta 

Barang Contoh yang menjadi saldo awal persediaan 

Kawasan Berikat, berdasarkan berita acara pencacahan, 

paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal berita acara 

pencacahan. 

(12) Atas Barang dan Bahan serta Barang Contoh yang telah 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

ditetapkan sebagai saldo awal persediaan Kawasan 

Berikat, berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a. diperlakukan sebagai barang impor dengan mendapat 

penangguhan Bea Masuk, 

b. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah, dan 

Cc.  dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai 

Kawasan Berikat. 

Kepala Kantor Wilayah atau KPU mengembalikan jaminan 

atas Barang dan Bahan yang telah ditetapkan sebagai 

saldo awal persediaan Kawasan Berikat. 

Kepala Kantor Wilayah atau KPU melakukan penyesuaian 

saldo Barang dan Bahan yang harus 

dipertanggungjawabkan pada SKP berdasarkan penetapan 

saldo awal persediaan Kawasan Berikat. 

Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan 

Cukai yang ditunjuk menyampaikan pemberitahuan 

kepada Perusahaan KITE Pembebasan tentang kewajiban 

penyampaian laporan pertanggungjawaban atas Barang 

dan Bahan yang telah dilakukan penyelesaian tetapi 

belum disampaikan laporan pertanggungjawabannya. 

Kepala Kantor Wilayah atau KPU menerbitkan keputusan 

pencabutan atas keputusan penetapan sebagai 

Perusahaan KITE Pembebasan, dalam hal laporan 

pertanggungjawaban atas Barang dan Bahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (15) telah mendapatkan 

putusan.
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(17) Kepala Kantor Wilayah atau KPU atau Pejabat Bea dan 

(18) 

(19) 

(1) 

(2) 

Cukai yang ditunjuk melakukan perekaman keputusan 

pencabutan atas keputusan penetapan sebagai 

Perusahaan KITE Pembebasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (16) dalam SKP. 

Realisasi ekspor yang telah dilakukan oleh Perusahaan 

KITE Pembebasan dapat diperhitungkan dalam penentuan 

batas penjualan Hasil Produksi dari Kawasan Berikat ke 

tempat lain dalam daerah pabean. 

Kepala Kantor Wilayah atau KPU melakukan penagihan 

Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah serta sanksi administrasi berupa denda dan sanksi 

administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, dalam hal berdasarkan 

hasil pencacahan ditemukan Barang dan Bahan dan/atau 

Barang Contoh yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

BAB XII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 55 

Tata cara impor Barang dan Bahan dan Barang Contoh 

berupa barang kena cukai, dilakukan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

cukai. 

Tata cara ekspor Hasil Produksi yang dikenakan Bea 

Keluar, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan yang mengatur mengenai pemungutan Bea 

Keluar.
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Tata cara penetapan atas kewajiban pembayaran Bea 

Masuk, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan 

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta 

sanksi administrasi berupa denda dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai penetapan Pejabat Bea dan Cukai atas 

kewajiban pembayaran Bea Masuk, pajak dalam rangka 

impor, serta sanksi administrasi berupa denda. 

Pasal 56 

Sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT 

Inventory) dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

Pelaksanaan pemberian akses sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mengikuti ketentuan mengenai pengawasan 

bersama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

dengan Direktorat Jenderal Pajak terhadap perusahaan 

penerima fasilitas kepabeanan. 

Pasal 57 

Perusahaan KITE Pembebasan dapat mengajukan 

permohonan penyelesaian atas kewajiban pembayaran 

Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah yang terutang serta sanksi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan 

dan perpajakan atas Barang dan Bahan dalam hal: 

a. terjadi kondisi tertentu yang mengakibatkan 

Perusahaan KITE Pembebasan tidak dapat 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32: dan/atau 

b. terdapat saldo Barang dan Bahan dari Barang dan 

Bahan yang telah disampaikan laporan 

pertanggungjawabannya.



(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

huruf a antara lain: 

a. Perusahaan KITE Pembebasan memberitahukan 

ekspor Hasil Produksi dari Barang dan Bahan yang 

menggunakan fasilitas KITE Pembebasan sebagai 

ekspor umum, dan/atau i 

b. Perusahaan KITE Pembebasan tidak mencantumkan 

nomor dan tanggal keputusan penetapan sebagai 

penerima fasilitas KITE Pembebasan pada dokumen 

pemberitahuan pabean ekspor. 

Saldo Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b adalah: 

a. saldo Barang dan Bahan yang masih tersisa dalam SKP 

setelah Perusahaan KITE Pembebasan melakukan 

penyelesaian dan menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban, dan/atau 

b. saldo Barang dan Bahan tersebut secara fisik barangnya 

sudah tidak ada atau tidak memungkinkan untuk 

dilakukan proses produksi. 

Kepala Kantor Wilayah atau KPU memberikan persetujuan 

atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak 

permohonan diterima secara lengkap. 

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) disetujui, kepala Kantor Wilayah atau KPU melakukan 

penetapan sebagai dasar penagihan atas kewajiban 

pembayaran Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau 

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah yang terutang serta sanksi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan 

dan perpajakan atas Barang dan Bahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada pada 

ayat (1) ditolak, kepala Kantor Wilayah atau KPU 

menyampaikan surat pemberitahuan dengan 

menyebutkan alasan penolakari.



(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4 
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Pasal 58 

Perusahaan KITE Pembebasan dapat memanfaatkan 
fasilitas Kawasan Berikat, sepanjang lokasi pabrik yang 
ditetapkan sebagai Kawasan Berikat berbeda dengan 

lokasi pabrik yang memperoleh fasilitas KITE Pembebasan. 

Lokasi yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipisahkan oleh batas yang permanen. 

Pasal 59 

Kegiatan pelayanan fasilitas KITE Pembebasan dilakukan 

menggunakan SKP. 

Dalam hal SKP belum tersedia atau tidak berfungsi, 
pelayanan fasilitas KITE Pembebasan dilaksanakan secara 

manual. 

Pasal 60 

Pelayanan pemberian fasilitas KITE Pembebasan 

dilakukan oleh Kantor Wilayah atau KPU yang mengawasi 

lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha Perusahaan KITE 

Pembebasan. 

Badan usaha yang berlokasi di wilayah Jakarta, Bogor, 

Depok, Bekasi, Cikarang, Karawang, Purwakarta dan 

Sukabumi dapat dilayani pemberian fasilitas KITE 

Pembebasan di Kantor Wilayah DJBC Jakarta. 

Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta menyampaikan 

tembusan keputusan penetapan sebagai penerima fasilitas 

KITE Pembebasan kepada Kepala Kantor Wilayah atau 

KPU yang mengawasi lokasi pabrik atau kegiatan usaha 

Perusahaan KITE Pembebasan yang berlokasi di luar 
wilayah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Jakarta. 

Pengawasan terhadap Perusahaan KITE Pembebasan 

dilakukan oleh: 

a. Kantor Wilayah atau KPU yang melayani pemberian 
fasilitas KITE Pembebasan: dan 

b. Kantor Wilayah atau KPU dan Kantor Pabean yang 
mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha 
Perusahaan KITE Pembebasan.
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BAB XIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 61 

Laporan pertangungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 01) 

yang disampaikan sejak berlakunya Peraturan Direktur 

Jenderal ini, atas dokumen pemberitahuan pabean ekspor yang 

belum diterbitkan Laporan Pemeriksaan Ekspor (LPE), dapat 

dilampiri dengan laporan hasil penelitian realisasi ekspor. 

BAB XIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 62 

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER- 16/BC/2012 

tentang Tata Laksana Pembebasan Bea Masuk Atas Impor 

Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang 

Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur 

Jenderal Nomor PER-04/BC/2014 dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku: dan 

b. Pasal 27 ayat (2), Pasal 46, dan Pasal 47 pada Peraturan 

Direktur Jenderal Nomor PER-32/BC/2014 tentang Tata 

Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER- 

29/BC/2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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pasal 68 

peratur
an Direktu

r Jendera
l ini mulai berlaku

 sejak tanggal 

18 kebruan!
 2019. 

Diteta
pkan diJ aka

rta 

pada tanggal 
13 pebruar

i 2019 

DIREK
TUR J

ENDER
AL BEA DA

N CUKAL 

See 

AMBUD
! 
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LAMDIRAN I 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR PER- 4 /BC/2019 
TENTANG 
PETUNJUK '— PELAKSANAAN PERATURAN  MENTERI 
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK 

DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMIB3AHAN NILAI ATAU 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 

BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN 

UNTUK DIOLAII, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG 
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR 

FORMAT DOKUMEN YANG DIGUNAKAN OLEH BADAN USAHA DALAM 

PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN, 

SERTA FORMAT YANG DIGUNAKAN OLEH PEJABAT BEA DAN CUKAI 

DALAM PROSES PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN 

SURAT PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE 

PEMBEBASAN DAN/ATAU KITE PENGEMBALIAN 

(dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis) 

Namor — wes Tanggal sewaan 

Lampiran : - Dokumen Persyaratan 

- Daftar isian permohonan 

Hal : Permohonan Fasilitas": 

L) KITE Pembebasan 

L) KITE Pengembalian 

L) KITE Pembebasan dan KITE Pengembalian 

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJBC .... /Kepala KPU BC .... 

c.g. Kepala Kantor Pabean ....... 

1. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea 

Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai 

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk 

Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor 

dan/atau Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengembalian Bea Masuk yang 

Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang 

pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, dengan ini kami mengajukan 

permohonan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan dan/atau 

Perusahaan KITE Pengembalian. 

2. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen persyaratan permohonan 

dan daftar isian permohonan fasilitas KITE Pembebasan dan/atau KITE 

Pengembalian dalam bentuk soft copy.



- MO 

3. Terkait permohonan ini, kami menyatakan bahwa: 

a. dokumen untuk melengkapi permohonan sebagaimana terlampir adalah sesuai 

Cc. 

dengan aslinya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya: 

kami telah memiliki sistem informasi berbasis komputer (IT Inventory) sesuai 

ketentuan fasilitas KITE dan bersedia untuk dapat diakses untuk kepentingan 

pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dan Direktorat Jenderal 

Pajak: 

badan usaha: 

1) tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan, 

dan/atau cukai: 

2) tidak ada satu atau lebih dari anggota direksi dan/atau komisarisnya yang 

pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan, 

dan/atau cukai: dan/atau 

3) tidak mengalami pailit atau dipailitkan, 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama 10 (sepuluh) tahun sejak 

selesai menjalani hukuman pidana dan/atau penetapan pailit: 

bersedia memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan bersedia dicabut keputusan penetapan sebagai fasilitas KITE 

Pembebasan dan/atau KITE Pengembalian jika di kemudian dokumen dan 

keterangan yang kami sampaikan kedapatan tidak sesuai dengan aslinya dan 

tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

4. Dalam rangka pengurusan permohonan ini, kami menugaskan Pegawai sebagai 
berikut: 

Nama N prmvamensnesoen 

Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor)?": ............ 

Surat Tugas/Surat Kuasa No. Tesaa 

Telepon I ea 

Email 0 .ococ.ooco.x
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5. Berikut pas foto penanggung jawab perusahaan serta pegawai yang ditugaskan: """) 
  

    

  

  

Pas Foto Warna Pas Foto Warna Pas Foto Warna Pas Foto Warna 

Ukuran 4 x 6 Ukuran 4 x 6 Ukuran 4 x 6 Ukuran 4 x 6 

Nama :...... Nama :...... Nama :...... Nama :...... 

No. identitas: ........ No. identitas: ........ No. identitas: ........ No. identitas: ........ 

NPWP: ..... NPWP. ...... NPWP. ..... NPWP: ..... 

Alamat: ...... Alamat: ...... Alamat: ...... Alamat: ...... 

Jabatan :...... Jabatan :..... Jabatan : ..... Jabatan :.....                   

Pemohon (Penanggung 

Jawab Badan 

Usaha/Direksi) ““"") 

  

Materai 

      

“) Diisi dengan tanda silang (x) sesuai dengan jenis permohonan fasilitas yang 

diajukan. 

"#) Coret yang tidak perlu. 

"s)Pas foto sesuai dengan jumlah penanggung jawab perusahaan yang ada, serta foto 

pegawai pengurus permohonan. 

rs) Pimpinan badan usaha yang tercantum dalam akta pendirian badan usaha atau 
perubahannya.



I. 
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DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN 
KITE PEMBEBASAN DAN/ATAU KITE PENGEMBALIAN 

DAFTAR ISIAN TENTANG ENTITAS BADAN USAHA 

  

Nama badan usaha peweneneeenanannaananan 
  

Nomor Pokok Wajib Pajak so..oococococnonasanana 
  

Nomor Induk Berusaha 
  

Alamat kantor sa.orecenannnanaaanan 
  

Nomor telepon kantor 
  

Nomor faximile kantor 
  

Email kantor s..ocococococ.roococ.. 
    M

I
N
 
P
i
y
e
 

Data penanggung jawab       
  

No. Nama Jabatan | Kartu 
identitas 

Nomor kartu 
identitas 

Nomor Email 

telepon/HP 
  

A.A 
  

b. 
        Cc.         

  

  
Fasilitas kepabeanan yang telah 
digunakan       
  

  

No. Jenis fasilitas Nomor dan tanggal surat keputusan fasilitas Lokasi 
  

Aa. 
  

b. 
    Cc.       

  

10. Asal perolehan barang dan bahan soo ocococoro.c om 
  

  il:   Tujuan penjualan hasil produksi   s.ococoococcocomea.   
  

  

| 12 . | Nilai investasi 

  

Awal Berdiri 
  

  Saat Ini     

  

13. Jumlah tenaga kerja 
  

  
14. Data keuangan 2 (dua) tahun 

terakhir       
  

No. Data Keuangan Tahun .. Tahun .... 
  

a. Aset Lancar 
  

b. Total Aset 
  

O Utang Lancar 
  

d. Total Utang 
  

& Modal 
      f. Laba/Rugi Bersih       

  

  
15. Indikator kinerja utama (key 

performance indicator)     
  

  

No. Indikator Target 
  

Aa. PPh Badan Pasal 21 
  

b. Devisa ekspor 
      Cc.     

  

  
16. Waktu kesiapan dilakukan 

pemeriksaan lokasi         
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II. DAFTAR ISIAN TENTANG EKSISTENSI BADAN USAHA 

  

| Ti, | Tempat pengolahan/pabrik | 
  

No. Alamat | Luas 

  

  

  

                      

  

        
  

  

  

  

                    

Status Bukti kepemilikan Mulai Berakhir 
(M2) | kepemilikan/ sampai 

penguasaan dengan 
Jenis Nomor | Tanggal 

a. 
b. 

Cc. 

2. | Tempat pembongkaran dan/atau : 
penimbunan barang dan bahan" 

No. | Alamat | Luas Status Bukti kepemilikan Mulai Berakhir 
(M2) | kepemilikan/ sampai 

penguasaan dengan 
Jenis Nomor Tanggal 

a. 
b. 

Cc. 
  

“diisi dalam hal lokasi pembongkaran dan/atau penimbunan berbeda dengan 
lokasi tempat pengolahan/pabrik. 

III. DAFTAR ISIAN TENTANG KEGIATAN PRODUKSI BADAN USAHA 

  

l. Izin Usaha Industri (IUI) 
  

Instansi penerbit IUI 
  

Nomor IUI 
  

Tanggal IUI 
  

aj
lS
si
si
s 

    Bidang Usaha Industri     #so.ouocsnanesanaananna 
  

  

| 2. | Kapasitas produksi sesuai IUI 

  

Uraian Barang Satuan Kapasitas per tahun 
  

  

            

  

(3. | Barang dan Bahan ll 
  

HS Uraian Barang Satuan Rencana impor per tahun 
  

  

              

  

| 4, | Hasil Produksi 

  

No. HS Uraian Barang Satuan Masa produksi Rencana ekspor 
per tahun 
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  (5. | Penerima subkontrak"" TT 
  

  

  

                
  

  

Nama Nomor & Tahapan kegiatan 
No. penerima NPWP Pa Manan Tanggal Alamat produksi yang 

subkontrak jenis tamnya Kontrak disubkontrakkan 
a 

b. 

& 

| 6. | Periode KITE Pembebasan | : | 
  

“#dalam hal terdapat proses produksi yang akan disubkontrakkan. 

Pemohon (Penanggung 
Jawab Badan 
Usaha/ Direksi) 

......... soocu.cowocucruu 
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PETUNJUK PENGISIAN 
DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN 

KITE PEMBEBASAN DAN/ATAU KITE PENGEMBALIAN 

I. DAFTAR ISIAN TENTANG ENTITAS BADAN USAHA 
T
N
O
 

O
B
 

O
n
 

10. 

Ag 

12. 

13. 

14. 

LG. 

16. 

Diisi dengan nama badan usaha. 

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha. 

Diisi dengan Nomor Induk Berusaha. 

Diisi dengan alamat kantor badan usaha. 

Diisi dengan nomor telepon kantor badan usaha. 

Diisi dengan nomor faximile kantor badan usaha. 

Diisi dengan alamat email kantor badan usaha. 

Diisi dengan data penanggung jawab perusahaan, berupa: 
Nama: 
Jabatan, 
Kartu identitas, 
Nomor kartu identitas: 
Nomor telepon/HP, dan 
Email. 

Diisi dengan informasi mengenai fasilitas kepabeanan yang telah 
dimiliki oleh badan usaha dan masih berlaku, berupa: 
a. Jenis fasilitas: 
b. Nomor dan tanggal surat keputusan fasilitas: dan 
c. Lokasi. 

Diisi dengan pilihan: 
a. Barang dan Bahan yang akan digunakan seluruhnya merupakan 

barang yang diimpor atau dimasukkan dengan fasilitas KITE: atau 
b. Barang dan Bahan yang akan digunakan sebagian merupakan 

barang yang diimpor atau dimasukkan dengan fasilitas KITE, dan 
sebagian lainnya bukan barang yang mendapatkan fasilitas KITE 
(barang asal lokal atau impor non fasilitas KITE). 

Diisi dengan pilihan: 
a. Hasil produksi seluruhnya diekspor: atau 
b. Hasil produksi sebagian diekspor dan sebagian di jual ke dalam 

negeri. 

Diisi dengan nilai investasi awal dan saat ini. 

Diisi dengan jumlah tenaga kerja badan usaha. 
Diisi dengan data keuangan sesuai laporan keuangan perusahaan 2 
(dua) tahun terakhir, berupa: 

mp
 
A
n
g
 

a. Aset Lancar: 

b. Total Aset: 

c. Utang Lancar, 

d. Total Utang, 
e. Modal: 

f. Laba/Rugi Bersih. 
Diisi dengan indikator kinerja utama (key performance indicator) yang 
ditargetkan oleh badan usaha untuk mengukur manfaat ekonomi 
yang ditimbulkan dari pemanfaatan fasilitas KITE Pembebasan, paling 
kurang memuat informasi mengenai target devisa ekspor dan target 
PPh badan Pasal 21. 
Indikator lain yang bisa ditambahkan untuk diisi seperti nilai investasi 
dan jumlah tenaga kerja. 

Diisi dengan tanggal kesiapan badan usaha untuk dilakukan 
pemeriksaan lokasi.
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DAFTAR ISIAN TENTANG EKSISTENSI BADAN USAHA 
1. Diisi dengan data lokasi tempat pengolahan/pabrik badan usaha yang 

dimohonkan untuk mendapat fasilitas KITE, berupa: 
a. Alamat, 

Luas, dalam satuan meter persegi: 

Status kepemilikan /penguasaan, misal hak milik atau sewa: 
Jenis, nomor, dan tanggal bukti kepemilikan atau bukti penguasaan 
lokasi: 

e. Mulai, yaitu tanggal dimulainya waktu penguasaan atas lokasi, diisi 
dalam hal bukan hak milik: 

f. berakhir sampai dengan, yaitu tanggal berakhirnya waktu 
penguasaan atas lokasi, diisi dalam hal bukan hak milik. 

2. Diisi dengan data lokasi tempat pembongkaran dan/atau penimbunan 
barang dan bahan yang dimohonkan untuk mendapat fasilitas KITE, 
berupa: 

Alamat: 
Luas, dalam satuan meter persegi, 
Status kepemilikan/penguasaan, misal hak milik atau sewa: 
Jenis, nomor, dan tanggal bukti kepemilikan atau bukti penguasaan 
lokasi: 

e. Mulai, yaitu tanggal dimulainya waktu penguasaan atas lokasi, diisi 
dalam hal bukan hak milik: 

f. berakhir sampai dengan, yaitu tanggal berakhirnya waktu 
penguasaan atas lokasi, diisi dalam hal bukan hak milik. 

a
p
p
 

. 
p
p
 

II.. DAFTAR ISIAN TENTANG KEGIATAN PRODUKSI BADAN USAHA 

1. Diisi dengan data Izin Usaha Industri berupa: 
a. Instansi penerbit IUI: 

b. Nomor IUI: 
c. Tanggal IUI: 

d. Bidang Usaha Industri. 

2. Diisi dengan daftar hasil produksi baik yang diekspor maupun dijual ke 
dalam negeri serta kapasitas produksi sesuai IUI, yang terdiri dari data 
berupa: 

a. uraian hasil produksi: 
b. jenis satuan: dan 
Cc. kapasitas produksi per tahun sesuai IUI. 

3. Diisi dengan daftar barang dan bahan yang akan diimpor atau 
dimasukkan dengan menggunakan fasilitas KITE, yang terdiri dari data 
berupa: 

d. kode HS barang dan bahan, sekurang-kurangnya menunjukkan 
klasifikasi dalam bentuk 6 (enam) digit kode HS: 

e. urajan barang dan bahan: 
jenis satuan, dan 

8. perkiraan jumlah barang dan bahan yang akan diimpor atau 
dimasukkan dengan menggunakan fasilitas KITE dalam 1 (satu) 
tahun. 

La
g)
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4. Diisi dengan daftar hasil produksi yang diekspor, yang terdiri dari data 
berupa: 

a. 

b. 

C. 

kode HS hasil produksi, sekurang-kurangnya menunjukkan 
klasifikasi dalam bentuk 6 (enam) digit kode HS: 
uraian hasil produksi: 
jenis satuan, 

masa produksi per jenis hasil produksi, yaitu waktu yang dimulai 
dari proses dari barang diminta oleh bagian produksi untuk 
dilakukan produksi atau dikirim ke badan usaha subkontrak 
sampai menghasilkan barang jadi untuk diekspor, dalam satuan 
Hari. 

perkiraan jumlah hasil produksi yang akan diekspor dalam 1 (satu) 
tahun. 

5. Diisi dengan data penerima subkontrak yang menggunakan barang dan 
bahan asal fasilitas KITE, terdiri dari: 

2.
0 

r
p
 

»
 

nama penerima subkontrak, 
NPWP penerima subkontrak: 
Nomor Izin Usaha Industri atau dokumen sejenisnya, 
Nomor dan tanggal kontrak perusahaan dengan penerima 
subkontrak,: 

alamat penerima subkontrak: 
tahapan kegiatan produksi yang disubkontrakkan, dengan pilihan 
tahapan sebagai berikut: awal, dalam proses, atau akhir. 

6. Diisi dengan periode KITE Pembebasan yang diajukan oleh badan 
usaha, dalam satuan Bulan.
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FORMAT TANDA TERIMA 

TANDA TERIMA BERKAS PERMOHONAN “oo... 

Nomor: ------ 

Tanggal : ------ 

Yth. Pimpinan Badan Usaha ........... 

ANN imam 

Berdasarkan surat Saudara Nomor .......... KAA we Tia sowesomwevana dengan 
ini kami sampaikan bahwa berkas permohonan lengkap dan dapat diproses lebih lanjut. 

Petugas, 

TTD
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Penilaian SPI dilakukan dengan cara menilai komponen sebagai berikut: 
  

  

  

  

  

  

  

            

  

  

  

      

Kriteria Penilaian 
No Komponen Penilaian 

Ada/Ya Tidak Keterangan 

1. | memiliki struktur organisasi yang jelas 

memiliki uraian atau deskripsi tugas (job 
2. | description) dari setiap bagian dalam 

struktur organisasi 

adanya otorisasi oleh pihak yang berwenang 
3. | atas setiap proses bisnis terkait pemasukan 

dan pengeluaran barang 

4. | memiliki sistem dan SOP yang memadai 
antara lain meliputi: 

a. pemesanan dan pembelian barang 
b. penerimaan dan pemasukan barang 

Cc. pengeluaran/pemakaian barang 
untuk proses produksi 

d. pemasukan dan pengeluaran hasil 
produksi 

e. pencatatan dan pembukuan atas 
transaksi pemasukan dan 
pengeluaran barang 

f. pemeriksaan atau pencacahan fisik 
barang 

pengkodean terhadap persediaan barang 
5. 

dan bahan 

6 memiliki laporan keuangan yang telah 
— | diaudit oleh auditor independen 

Kesimpulan 

Nama Pejabat Penilai 

Jabatan 

Tanda Tangan 
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FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN 

BERITA ACARA PEMERIKSAAN 
NOMOR: “nii n0000000n0n kemana nana, 

Pada hari ini ......... tanggal .......  — ) bulan ........ TAMAT nreinra kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala Kantor ............ No. .... tanggal ..... serta menindaklanjuti surat permohonan fasilitas KITE badan USA sae No. .... tanggal ................ , telah melakukan pemeriksaan terhadap: 
Nama Badan Usaha 

NPWP 

Alamat kantor 

Alamat Pabrik 

Email resmi 

0 "vongnnununananaan 

. ....corecovesanan 

" sescegonnouanoongna 

" ....coorocuncomu 

. o...uoorenauunanan 

Nama pemilik / penanggung jawab... 
Alamat pemilik / penanggung jawab : ................ 
Bidang usaha industri 

. ....uru.reranana 

O
N
 
D
O
K
 

W
»
 

- 

Hasil produksi 
0 ..o..orrrorocucu 

Kegiatan Pemeriksaan 
Hasil 

Pemeriksaan/Kesimpulan I. Penelitian (validasi) dokumen dan administrasi .......... 
II. Analisa kriteria dan persyaratan 

a. SPI 

b. IT Inventory 

Cc. Profil Badan Usaha 

s.o..u..owma 

....oooc.c 

oo... 

III. Pemeriksaan lapangan 

a. Pabrik/Kegiatan Produksi 

1) tempat penimbunan Barang dan Bahan (lokasi) 
2) tempat penimbunan Hasil Produksi (lokasi) 
3) Pabrik/tempat pengolahan (lokasi) 
4) Kegiat 

Hi 
) pengolahan /pemasangan /persikitan Pa produksi 

b. Tempat pembongkaran dan/atau penimbunan 
1) Tempat pembongkaran dan/atau (lokasi) penimbunan di dalam Pabrik 
2) Tempat pembongkaran dan/atau penimbunan di luar Pabrik (lokasi)
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Cc. Badan Usaha Penerima Subkontrak 

1). Pabrik 

2). Tempat pembongkaran dan/atau 
penimbunan 

soon... 

"cam. 

d. Informasi lainnya 

Lampiran: 

1. 

2. 

3. 

4 

Foto lokasi 

Foto dan daftar mesin atau barang modal, 

Denah dan peta lokasi ....... 

Lain-lain 

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya. 

Pejabat Bea dan Cukai,
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FORMAT PENILAIAN PRESENTASI PROSES BISNIS 
  

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU 
  

PENILAIAN PRESENTASI PROSES BISNIS 

  

No Komponen Penilaian 
Kriteria Penilaian 
  

Ada/Ya Tidak Keterangan 
  

Persyaratan dokumen dan administrasi         

Komitmen badan usaha dalam melakukan 
pemaparan proses bisnis dan perizinan KITE 
  

a. Penanggung jawab atau Direktur 
badan usaha dapat dihadirkan pada 
saat presentasi dan sesuai dengan 
yang tercantum dalam akte pendirian 
perusahaan yang terakhir 
  

b. Isi paparan dapat menggambarkan 
profil bisnis perusahaan secara utuh 
  

c. Penanggung jawab atau Direktur 
Perusahaan memahami proses bisnis 
KITE         

Sistem Pengendalian Internal (SPI) 
  

a. Memiliki struktur organisasi yang 
jelas 
  

b. Badan usaha memiliki SOP yang 
memadai terutama berkaitan dengan 
barang yang akan diimpor dengan 
menggunakan fasilitas. 
  

Sudah mendayagunakan IT Inventory 
sesuai ketentuan 
  

Jenis Usaha (Nature Of Business) Badan Usaha 
  

a. alur produksi dari barang dan bahan 
baku menjadi barang jadi 
  

b. keterkaitan jenis bidang usaha 
perusahaan dengan barang dan bahan 
baku serta hasil produksi. 
  

Indikator kinerja utama (key 
performance indicator) yang 
ditargetkan oleh badan usaha untuk 
mengukur manfaat ekonomi yang 
ditimbulkan dari pemanfaatan fasilitas 
KITE 
  

ha   Berita Acara Pemeriksaan dan 
Rekomendasi Kepala Kantor Pabean       

Informasi lainnya yang diperoleh dari 
paparan badan usaha: 
    Kesimpulan   Catatan   
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Nama Pejabat Penilai 1 

NIP 

Jabatan 

Tanda Tangan 
  

Nama Pejabat Penilai 2 

NIP 

Jabatan 

Tanda Tangan 
  

Nama Pejabat Penilai 3 

NIP 

Jabatan 

Tanda Tangan 
    dst.   
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FORMAT BERITA ACARA PRESENTASI PROSES BISNIS 
  

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KPU 
  

BERITA ACARA PRESENTASI PROSES BISNIS 
NOMORG mana s 

Pada hari ini ......... tanggal ....... (aa | balan sx tahuti sni kami yang 
bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Undangan No. .... tanggal ....., dengan 
ini menyatakan bahwa: 

Nama Perusahaan 
Lokasi Perusahaan 
NPWP : 
Izin yang Dimohonkan 1:  (KITE Pembebasan dan/atau KITE 
Pengembalian) 
Jenis Hasil Produksi 

N
a
 

in
 

— 

tidak melakukan presentasi proses bisnis sampai dengan batas waktu yang telah 
ditentukan. 

"# telah melakukan presentasi proses bisnis, dengan hasil sebagai berikut: 
berdasarkan penilaian, dapat disimpulkan bahwa permohonan PT ....... dapat 
disetujui/disetujui dengan perbaikan (menyebutkan perbaikan yang harus 
dilakukan)/ditolak (menyebutkan alasan penolakan) untuk ditetapkan 
sebagai vescwan /perlu dilakukan presentasi lanjutan (menyebutkan pemaparan 
dan/atau perbaikan yang harus dilakukan). 

Presentasi telah selesai dilaksanakan pada tanggal 

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya. 

Pejabat Bea dan Cukai dan Pemeriksa 
Perwakilan Perusahaan 

Mengetahui 
Kepala Kantor Wilayah/KPU, ———————————— ---222n2-n252255555
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FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN 

  
MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR. .cocoroowoo.. 

TENTANG 

PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN KEPADA s0coroc.w£oonenenanaaanan 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan 
badan usaha ............. MOTNOT: saryens tanggal ....... , diperoleh 
kesimpulan bahwa badan usaha telah memenuhi persyaratan dan 
kriteria untuk ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan: 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang 
Penetapan Sebagai Perusahaan KITE Pembebasan 
kepada oo : 

k
a
 

. Mengingat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 
Indonesia Nomor 4661): 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2018 tentang 
Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan 
Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, 
Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk 
Diekspor: 

Memperhatikan: 1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor ...... tanggal ......



PERTAMA 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

Mene tapkan 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan badan usaha ................. NEW monewesengaka , sebagai 

perusahaan penerima fasilitas KITE Pembebasan. 

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disertai 

kewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan 

di bidang Kepabeanan, Cukai, Perpajakan dan ketentuan lain di 

bidang impor dan ekspor, termasuk kewajiban melunasi seluruh 

kewajiban pembayaran, apabila terdapat barang yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan di bidang kepabeanan yang memanfaatkan fasilitas KITE 

Pembebasan. 

Data entitas, eksistensi, dan kegiatan produksi perusahaan 

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II, dan 

Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Keputusan Menteri Keuangan ini. 

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SEBAGAI 
PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN KEPADA 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 

Ls 
2 
3. 
4. 
5 
6 

Ts 

Menteri Keuangan, 

Direktur Jenderal Bea dan Cukai: 
Direktur Jenderal Pajak: 
Direktur Fasilitas Kepabeanan, 
Direktur Penindakan dan Penyidikan: 

. Kepala Kantor Pabean ....... (yang mengawasi lokasi tempat usaha, pelabuhan 
bongkar, pelabuhan muat, dan/atau badan usaha penerima subkontrak): 
Pimpinan PN (perusahaan). 

Ditetapkan di oo 

pada tanggal....... 

a.n. MENTERI KEUANGAN 

KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU 

ss... ooocococooooc momo.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN 
NOMOR 

TANGGAL 

LAMPIRAN I 

DATA ENTITAS PERUSAHAAN 

Nama badan usaha 

Nomor Pokok Wajib Pajak 

Nomor Induk Berusaha 

Alamat kantor 

Nomor telepon kantor 

Nomor faximile kantor 

Email kantor 

O
N
 

D
O
 

D
N
 

ta
 

Data penanggung jawab 

nacocooorececenoanannn 

...ooocr.ococcanasan 

snooocencnccuranaaann 

so.cccooro.cowonesusaan 

s..c.cocomomoc.ocomor.. 

  

No. Nama Jabatan Kartu identitas Nomor kartu identitas Nornor Email 

telepon/HP 
  

  

                    

9. Fasilitas kepabeanan yang telah 
digunakan 

  

No. Jenis fasilitas Nomor dan tanggal surat keputusan fasilitas Lokasi 
  

  

              

10. Asal perolehan barang dan bahan 

11. Tujuan penjualan hasil produksi 

12. Indikator kinerja utama (key 
performance indicator/KPI)" 

senvonnnananatananananaa 

  

No. Indikator Target 
  

a. PPh Badan Pasal 21 
  

b. Devisa ekspor 
            

“Target KPI yang dicantumkan adalah target untuk periode tahun pertama setelah badan 
usaha ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan. Target KPI untuk periode 
berikutnya dicantumkan oleh Perusahaan KITE Pembebasan pada laporan capaian KPI yang 
disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah/KPU setiap tahun. 

a.n. 

Ditetapkan di ...... Ia 
pada tanggal....... 

MENTERI KEUANGAN 

KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN 

  
  

  

                        
  

  
  

  

  

NOMOR 

TANGGAL 

LAMPIRAN II 

DATA EKSISTENSI PERUSAHAAN 

l. Tempat pengolahan /pabrik 

Tuss Status Bukti kepemilikan berakhir 
No. | Alamat 5 kepemilikan/ : mulai sampai (M2) Sailakaan Jenis Nomor Tanggal dengan 

a. 
b. 

Cc. 

2. Tempat pembongkaran dan/atau 
penimbunan barang dan bahan" 

fisess Status Bukti kepemilikan berakhir 
No. | Alamat (M2 kepemilikan/ | Jenis Nomor | Tanggal | mulai sampai 

penguasaan dengan 
a. 
b. 
c.                       
  

Ditetapkan di ...... 
pada tanggal ....... 

a.n. MENTERI KEUANGAN 

KEPALA KANTOR WILAYAH /KPU
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN 

  

  

  

              

  

  

  

                

  

  

  

                  

  

  

  

                

NOMOR 

TANGGAL 

LAMPIRAN III 

DATA KEGIATAN PRODUKSI PERUSAHAAN 

1. Izin Usaha Industri (IUI) 

a. Instansi penerbit IUI 1 kanennnknnnnnnnnannaann 

b: NomoriUl OI eos 

c. TanggalIUI 01 nanannnanananknanaan 

d. Bidang UsahaIndustri 4 sessnewewss 

2. Kapasitas produksi sesuai IUI 

No. Uraian Barang Satuan Kapasitas per tahun 

a. 

b. 

Cc. 

3. Barang dan Bahan 

No. HS Uraian Barang Satuan Rencana impor per tahun 

a. 

b. 

Cc. 

4. Hasil Produksi 

No. | HS Uraian Barang Satuan Masa produksi Rencana ekspor 
per tahun 

a. 

b. 

Cc 

5. Penerima subkontrak" 

No. Nama penerima subkontrak | NPWP Alamat Tahapan kegiatan produksi 

a. 

b. 

& 

6. Periode KITE Pembebasan: ..... bulan 

Ditetapkan di ...... 

pada tanggal ....... 

a.n. MENTERI KEUANGAN 

KEPALA KANTOR WILAYAH /KPU
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FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN FASILITAS KITE 

Nomor : TetigBah.ian mama 
Sifat : 

Lampiran 

Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan Fasilitas KITE 

Yth. Pimpinan ..... 

di 

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor :............ PAMPBA er 
hal permohonan fasilitas KITE, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan: 

| hasil penelitian administrasi 
(J hasil analisa kriteria dan persyaratan 
|) hasil pemeriksaan lapangan 
permohonan Saudara ditolak dengan alasan: 

Demikian disampaikan untuk dimaklumi. 

Nama Jabatan 

DIREKTUR JENDERAL, 

-ttei- 

HERU PAMBUDI 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
Sekretaris Direktorat Jenderal 

u.b. 

    

NIP 19700412 198912 1 001
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LAMPIRAN II 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR PER- 4 /BC/2019 
TENTANG 
PETUNJUK — PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI 
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK 
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 
BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAIIAN 
UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG 
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR 

KEGIATAN PENGAWASAN UNTUK MEMASTIKAN DIPENUHINYA 
KEWAJIBAN PEMENUHAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BERBASIS 
KOMPUTER (IT INVENTORY) YANG DAPAT DIAKSES OLEH DIREKTORAT 

JENDERAL BEA DAN CUKAI SECARA DARING (ONLINE) 

    

  

Tahap Kegiatan 
  

Triwulan I Menyampaikan pemberitahuan pertama kepada 
perusahaan atas kewajiban IT Inventory daring (online) dan 
batas waktu pemenuhan kriteria daring. 
Dalam hal IT Inventory perusahaan telah dijalankan secara 
online, pejabat Bea dan Cukai melakukan uji coba dan 
penilaian. 
  

Triwulan II 

- 

Menyampaikan pemberitahuan kedua kepada perusahaan 
untuk Menyampaikan pemberitahuan kepada perusahaan 
atas kewajiban IT Inventory daring (online) dan batas 
waktu pemenuhan kriteria daring. 

Mengidentifikasi kendala yang dialami perusahaan. 
Memberikan asistensi kepada perusahaan untuk 
memenuhi kriteria daring (online). 
  

Triwulan III Memantau perkembangan IT Inventory perusahaan dan 
memberikan asistensi atas kendala yang dialami 
perusahaan. 

Menyampaikan pemberitahuan ketiga kepada perusahaan 
atas kewajiban IT Inventory daring (online), batas waktu 
pemenuhan kriteria daring dan konsekuensi berupa 
pembekuan fasilitas KITE. 
  

  
Triwulan IV 

  
Menyampaikan pemberitahuan keempat kepada 
perusahaan atas kewajiban IT Inventory daring (online), 
batas waktu pemenuhan kriteria daring dan konsekuensi 
berupa pembekuan fasilitas KITE. 
Melakukan pembekuan fasilitas KITE terhadap perusahaan 
yang belum memenuhi kriteria daring (online) pada akhir 
triwulan setelah melewati jatuh tempo satu tahun sejak 
tanggal surat keputusan penetapan sebagai perusahaan 
KITE    
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FORMAT CHECKLIST KEWAJIBAN PEMENUHAN IT INVENTORY 

SOLO MM METAL MAN LT MT MN TM NN NT TT TT MD TT TG TN DT TT TT TT TT TT TT KW TT GG Dt 

CHECKLIST KEWAJIBAN PEMENUHAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN 
BERBASIS KOMPUTER (IT INVENTORY) 

NAMA PERUSAHAAN 
  No. | Kriteria | Ya / Tidak | — Keterangan 
  

I. PENCATATAN 
  

l.1. | Mencatat pemasukan dan pengeluaran Bahan Baku 
  

1.2. | Mencatat pemasukan dan pengeluaran Barang Dalam 
Proses (WIP) 
  

1.3. | Mencatat pemasukan dan pengeluaran Barang Hasil 
Produksi 
  

1.4. | Mencatat pemasukan dan pengeluaran Scrap / Waste 
  

1.5. | Menampilkan saldo barang 
  

1.6. | Memuat kolom jenis, nomor, dan tanggal dokumen 
kepabeanan 
  

1.7. | Memuat keterkaitan antara pemasukan dan pengeluaran 
dengan dokumen kepabeanan 
  

1.8. | Penggunaan kode atas barang dan bahan baku serta 
Barang Hasil Produksi 
  

II. LAPORAN 
  

2.1. | Menghasilkan Laporan Pemasukan Bahan Baku 
  

2.2. | Menghasilkan Laporan Pemakaian Bahan Baku 
  

2.3. | Menghasilkan Laporan Pemakaian Barang dalam Proses 
(WIP) dalam rangka Kegiatan Subkontrak 
  

2.4. | Menghasilkan Laporan Pemasukan Barang Hasil Produksi 
  

2.5. | Menghasilkan Laporan Pengeluaran Barang Hasil Produksi 
  

2.6. | Menghasilkan Laporan Mutasi Bahan Baku 
  

2.7. | Menghasilkan Laporan Mutasi Hasil Produksi 
  

2.8. | Menghasilkan Laporan Penyelesaian Waste / Scrap 
  

III. AKSES ONLINE DAN REALTIME DATA 
  

3.1. | Dapat diakses secara daring (online) 
(web based/ remote desktop/ desktop application)” 
  

3.2. | Menyediakan Username dan Password khusus untuk 
Pejabat/Pegawai DJBC 
  

3.3. | Menyediakan akses riwayat aktivitas (log history) kegiatan 
pengguna IT Inventory 
  

3.4. | Menyajikan data secara realtime atau tepat waktu (tidak 
lebih dari 3 hari sejak pemasukan / pemakaian / 
pengeluaran) 
  

3.5. | Menghasilkan laporan secara realtime sesuai data yang 
diinput       
  

  

IV. KESIMPULAN 
        

Tempat dan Tanggal, 

Nama Jabatan 

"noowocenusuanaananaan 

  

DIREKTUR JENDERAL. 

Jinan sesuai dengan aslinya, -ttd- 
xetaris Direktorat Jenderal 

u.b. HERU PAMBUDI 

      

Bagian Umum 

ahjudi Adrijanto 

NIP 19700412 198912 1 001
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LAMPIRAN III 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR PER- 4 /BC/2019 
TENTANG 
PETUNJUK — PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI 
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK 
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 
BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BANAN 
UNTUK DIOLAII, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG 
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR 

FORMAT LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (KEY 
PERFORMANCE INDICATOR) SERTA DAMPAK EKONOMI PEMBERIAN 

FASILITAS KITE PEMBEBASAN 

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (KEY 
PERFORMANCE INDICATOR) SERTA DAMPAK EKONOMI PEMBERIAN 

FASILITAS KITE PEMBEBASAN 

A DATA PERUSAHAAN 

1. Nama Perusahaan 

2. NPWP 

3. Jenis Fasilitas 1 a. KITE Pembebasan 

b. KITE Pengembalian 

4. Nomor SKEP awal dan 
perubahan terakhir 

5. Brand Produksi 

6. Jenis Investasi : Pilihan (a. PMA b. MPDN c. Lainnya (sebutkan)) 

B CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (KEY PERFORMANCE INDICATOR) 

  

No. Indikator Target Periode ... Capaian Periode ... Target Periode ... 
  

a. PPh Badan Pasal 21 
  

b. Devisa ekspor 
            C.     

C DAMPAK EKONOMI 

1. Jumlah Tenaga Kerja 

Jumlah Upah Tenaga Kerja 

Nilai Ekuitas 

"
a
n
 

Nilai PMTB (pembentukan modal tetap 
bruto) / Penambahan Investasi 

Jumlah PPh Badan Tahun Pajak Terakhir 2 

6. Jumlah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, 
dan Penerimaan Daerah Lainnya 

7. Jumlah Jaringan Usaha (Subkon, 
Distributor, Vendor, dll) yang 
menggunakan fasilitas
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8. Jumlah Jaringan Usaha  (Subkon, 
Distributor, Vendor, dll) yang tidak 
menggunakan fasilitas 

9. Jumlah tenaga kerja pada jaringan usaha 
yang tidak menggunakan fasilitas 

10. CAPEX/Depresiasi 

11. Laba/rugi Usaha Sebelum Pajak 

12. Jumlah Pajak Tidak Langsung (contoh: 
PPN, PPnBM, bea masuk, bea keluar, 
pajak impor) 

13. Pajak Daerah (contoh: PBB, pajak 
kendaraan bermotor) 

14. Jumlah nilai Devisa Ekspor 

15. Jumlah nilai Devisa Impor 

D PERTANYAAN UMUM 

l. Apakah Fasilitas KITE Bermanfaat Bagi 

Perusahaan? 

2. Uraian Manfaat Fasilitas KITE Bagi 
Perusahaan 

3. Apakah terdapat ketentuan dan prosedur 
saat ini yang menyulitkan dalam 
penerapan di lapangan? Sebutkan. 

4. Apakah terdapat ketentuan saat ini yang 
tidak efektif dalam penerapan di 
lapangan? Sebutkan. 

5. Apakah terdapat kendala dalam pelayanan 
fasilitas di Kanwil DJBC/KPUBC/KPPBC 

(sarana prasarana/SKP/ birokrasi/SDM) 

6. Adakah masukan untuk pengembangan 

pemberian fasilitas ke depannya? 

(Ya / Tidak, sebutkan alasan) 

Nama Perusahaan 

Nama Jabatan 

s0ccooorcrcrrraannaana 

  

DIREKTUR JENDERAL, 

-ttd- 

HERU PAMBUDI 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
Sekretaris Direktorat Jenderal 

  

      

XI 
judi Adrijanto 

Iu TA LANIP 19700412 198912 1 001 
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LAMPIRAN V 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

NOMOR PER- 4 /BC/2019 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN — PERA rURAN — MENTERI 

KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 

160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK 

DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN 
NILAI ATAU 

PAJAK PERTAMBAHAN 
NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 

BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN 

UNTUK DIOLAIT, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG 

LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR 

FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN 
TENTANG PERUBAHAN

 ATAS 

KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN
 KITE PEMBEBASAN 

  

MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN 
NOMOR -..... TENTANG 

PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN
 KITE PEMBEBASAN KEPADA see 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat 

permohonan/ pemberita
huan perubahan data oleh PT ..... 

MOMOT sesat tanggal , diperoleh kesimpulan bahwa 

permohonan perubahan data dimaksud telah memenuhi 

persyaratan /perlu dilakukan perubahan data pada Keputusan Men
teri 

Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Penetapan sebagai 

Perusahaan KITE Pembebasan: 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor . 

tentang Perubahan atas Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan 

KITE Pembebasan kepada .....: 

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36 12) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, 

Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661):
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2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/ PMK.04/2018 tentang 
Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai 
atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang 
pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor: 

Memperhatikan: Ds sena (dokumen pendukung perubahan data keputusan 
pemberian fasilitas KITE Pembebasan): 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS 
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ........ TENTANG PENETAPAN 
SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN KEPADA 

PERTAMA : Mengubah Lampiran..... Keputusan Menteri Keuangan Nomor............ 
Tanggal ...... menjadi Lampiran .... yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini: 

KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomer .....: 

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

Salinan keputusan ini disampaikan kepada: 

D
I
U
P
W
N
—
 

2 

Menteri Keuangan: 
Direktur Jenderal Bea dan Cukai: 
Direktur Jenderal Pajak: 
Direktur Fasilitas Kepabeanan: 
Direktur Penindakan dan Penyidikan: 
Kepala Kantor Pabean ....... (yang mengawasi lokasi tempat usaha, pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau badan usaha penerima subkontrak): 
Pimpinan ........ (Perusahaan). 

Ditetapkan di ........ 
pada tanggal 

a.n. MENTERI KEUANGAN 
KEPALA KANTOR WILAYAH /KPU 

"0s. cococooococcoc”ow.dcKocoKW#K.K.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN 

  

  

  

                  
  

  

  

  

            
  

NOMOR 

TANGGAL 

LAMPIRAN I 

DATA ENTITAS PERUSAHAAN 

1. Nama badan usaha 1 penenknaknaan 

2. Nomor Pokok Wajib Pajak: sencccoooooc”WW 

3, Nomor Induk Berusaha 1 nnaneennnnnannanan 

4. Alamat kantor 1 nannananannan ena 

5. Nomor telepon kantor 1 narenancnnnnnanannanan 

6. Nomor faximile kantor 1 saranannnnnananananaan 

7. Email kantor 01 rnnanannanan PENA 

8. Data penanggung jawab 

No. Nama Jabatan | Kartu identitas | Nomor kartu identitas | Nomor Email 

telepon/HP 
Aa. 

b. 

Cc. 

9. Fasilitas kepabeanan yang telah 
digunakan 

No. Jenis fasilitas Nomor dan tanggal surat keputusan fasilitas Lokasi 
a. 

b. 

C. 

10. Asal perolehan barang dan bahan: sensanecannnaanaaan 

11. Tujuan penjualan hasil produksi: seeecooooWoWoWoo 

Ditetapkan di ....... 

pada tanggal ...... 

a.n. MENTERI KEUANGAN 

KEPALA KANTOR WILAYAH /KPU
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN 

  

  

  

                        
  

  

NOMOR 

TANGGAL 

LAMPIRAN II 

DATA EKSISTENSI PERUSAHAAN 

1. Tempat pengolahan/pabrik 

No. | Alamat | Luas Status Bukti kepemilikan mulai berakhir 
(M2) | kepemilikan/ sampai 

penguasaan dengan 
Jenis Nomor Tanggal 

a. 

b. 
3 

2 Tempat pembongkaran dan/atau 
penimbunan barang dan bahan" 

No. | Alamat | Luas Status Bukti kepemilikan mulai berakhir 
(M2) | kepemilikan/ sampai 

penguasaan dengan 
  Jenis Nomor Tanggal 
  

v
i
 

  

                      
  

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal....... 

a.n. MENTERI KEUANGAN 

KEPALA KANTOR WILAYAH /KPU
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN 
NOMOR 

TANGGAL 

LAMPIRAN III 

DATA KEGIATAN PRODUKSI PERUSAHAAN 

1. Izin Usaha Industri (IUI) 

a. Instansi penerbit IUI 

b. Nomor IUI 

c. Tanggal IUI 

d. Bidang Usaha Industri 

2, Kapasitas produksi sesuai IUI 

coco. rmmana 

"po0000pcwiarccc. 

sn..ooreusunaaaanan 

  

No. Uraian Barang Satuan Kapasitas per tahun 
  

a. 

  

b. 
  

Cc.           

3. Barang dan Bahan 
  

Satuan 
  

  

              

  

  

  

              

  

  

  

  

No. HS Uraian Barang Rencana impor per tahun 

Aa. 

b. 

Cc. 

4. Hasil Produksi : 
No. | HS Uraian Barang Satuan Masa produksi Rencana ekspor 

per tahun 
Aa. 

Is 

@: 

5: Penerima subkontrak"# 

No. Nama penerima subkontrak | NPWP Alamat Tahapan kegiatan produksi 

a. 

b. 

C:             

6. Periode KITE Pembebasan 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal....... 

a.n. MENTERI KEUANGAN 

KEPALA KANTOR WILAYAH /KPU 

s000000nneanenannn ea knananana ran nanna 

  

Salinan sesuai dengan aslinya, 
ag retaris Direktorat Jenderal 

“0 San u.b. 
2 Ap . 

plaBagian Umum 

  

      

  8 
3 
5 

3 

          
    

tx   

ka 

2, 47 

VIP 19700412 198912 1 001 

DIREKTUR JENDERAL, 

-ttd- 

HERU PAMBUDI 
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LAMPIRAN VI 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

NOMOR PER- 4 /BC/2019 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI 

KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 

160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK 

DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBALIAN NILAI ATAU 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 

BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BALIAN 

UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG 

LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR 

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE 

PEMBEBASAN 

Nomor : 
Tanggal... 

Sifat 

Lampiran 

Hal . Pemberitahuan Penolakan Permohonan Perubahan atas Keputusan 

Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan 

Yth. Pimpinan ..... 

di 

Sehubungan dengan Surat permohonan Saudara NOMOF : oo. tanggal ........... 

hal Permohonan Perubahan atas Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE 

Pembebasan, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian 

terhadap dokumen pendukung, permohonan Saudara ditolak dengan alasan: 

Saudara dapat mengajukan permohonan pemrosesan kembali perubahan atas 

keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan setelah memenuhi alasan 

penolakan/ menyampaikan dokumen pendukung berupa ..... 

Untuk keterangan lebih lanjut Saudara dapat menghubungi ..... (unit) dengan 

nomor telepon ..... femaik..o.. (nomor telepon dan email resmi kantor). 

Demikian disampaikan untuk dimaklumi. 

Nama Jabatan 

passsc—ecereceenae 

  
DIREKTUR JENDERAL, 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

ekretaris Direktorat Jenderal #ttd- 

    

HERU PAMBUDI 

Tere Whjudi Adrijanto 
“SS NIP 19700412 198912 1 001
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LAMPIRAN VII 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR PER- 4 /BC/2019 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI 
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK 
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 
BARANG MEWAII ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN 
UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG 
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR 

FORMAT SURAT TANDA TERIMA JAMINAN 

SURAT TANDA TERIMA JAMINAN / JAMINAN PENGGANTI 

NOMOR: .../../.. 

Sudah terima dari ........ (Perusahaan KITE) 
Keputusan pemberian fasilitas 
KITE Pembebasan/NPWP T Ken aumuaussusn emas 
Alamat 3 Lean AAN Na 
Nomor/Tanggal Jaminan I Maan Jess 
Bentuk Jaminan 1 menemani 
Nomor/tanggal"": 
LJaju BC 2.0 N Mean 
LJaju BC 2.8 : T) Be tanamkan meaewomem mama 
LJAju BC 2.5 Annie 
| JpPpr.tz 1 Ska 
CJ) Dokumen Lainnya Asean 
“pilih sesuai jaminan yang diserahkan 
“hanya dapat disilang salah satu. 

dengan keterangan sebagai berikut: 

Nama dan Kode Penjamin Gema 
Periode Jaminan Sman BAG anea 
Nilai Jaminan 1 RP seceecwssnggesa 

yang menyerahkan, yang menerima, 

VER KERANA MUMAR/AA MN NAN Naa BU Ba Ba 

  

DIREKTUR JENDERAL, 

-ttd- 

HERU PAMBUDI 
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LAMPIRAN VIII 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN 

NOMOR PER- 4 /BC/2019 

CUKAI 

TENTANG 

PETUNJUK — PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI 

KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 

160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK 

DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBA!IAN NILAI ATAU 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJ UALAN ATAS 

BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAI IAN 

UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG 

LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR 

FORMAT SURAT PERMOHONAN 
PEMBONGKARAN DAN /ATAU PENIMBUNAN 

BARANG DAN BAHAN, BARANG CONTOH, 

LOKASI SELAIN YANG TERCANTU
M DALAM 

DAN/ATAU HASIL PRODUKSI KE 

KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI 

PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN 

Nomor 

Lampiran 

Hal 

...oooo.. 

snccoc..r 

Barang Contoh, 

Tercantum dalam Keputusan Penetapan sebagai 

Pembebasan 

Yth. Kepala Kantor Wilayah/KPU ...... 

lh ion 

Dengan ini diberitahukan bahwa kami: 

Nama Perusahaan 

SKEP KITE Pembebasan 

seco0..coo.. 

Permohonan Pembongkaran dan/atau Penimbunan Barang dan Bahan, 

dan/atau Hasil Produksi ke Lokasi selain yang 

Perusahaan KITE 

mengajukan permohonan untuk melakukan pembongkaran dan/atau penimbunan 

Barang dan Bahan, Barang 

tercantum dalam Keputusan 

Lokasi Gudang/.... 

Alamat 

Jenis barang yang ditimbun 

Jumlah barang 

Packing List 

Perkiraan tanggal pembongkaran dan/atau 

penimbunan 

s
a
e
 

Demikian kami sampaikan. 

Contoh, dan/atau Hasil Produksi ke lokasi selain yang 

Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, yaitu: 

sana... 

coco. 

sanaateerrkran 

aananaaakkaaaa 

ana. 

Penanggung Jawab 

Perusahaan /Direksi 

Kana SAN AN LL MN OA UMO 

  

Salinan sesuai dengan aslinya, 

skretaris Direktorat Jenderal 

CNN u.b. 

Lx 4 Bagian Umum 

     
       

DIREKTUR JENDERAL, 

-ttd- 

HERU PAMBUDI
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LAMPIRAN IX 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

NOMOR PER- 4 /BC/2019 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI 

KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 

160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK 

DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 

BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN 

UNTUK DIOLAH. DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG 

LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR 

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN
 PEMBONGKARAN DAN /ATAU PENIMBUNAN

 

BARANG DAN BAHAN, BARANG CONTOH, DAN /ATAU HASIL PRODUKSI KE 

LOKASI SELAIN YANG TERCANTU
M DALAM KEPUTUSAN PENET APAN SEBAGAI 

PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN 

KOP SURAT PERUSAHAAN 

Nomor | Ka 
Tanggal ...... 

Lampiran ? ses 

Hal - Pemberitahuan Pembongkaran dan/atau Penimbunan Barang dan 

Bahan, Barang Contoh, dan/atau Hasil Produksi ke Lokasi selain yang 

Tercantum dalam Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE 

Pembebasan 

Yth. Kepala Kantor Wilayah/KPU ...... 

Oi. enessnasan 

Dengan ini diberitahukan bahwa kami: 

Nama Perusahaan £ esensi 

SKEP KITE Pembebasan ss, 

akan melakukan pembongkaran dan/atau penimbunan Barang dan Bahan, Barang 

Contoh, dan/atau Hasil Produksi ke lokasi selain yang tercantum dalam Keputusan 

Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan, yaitu: 

Lokasi Gudang/ .... 
5 pagokdasenaman 

Alamat 
5 eni 

Jenis barang yang ditimbun 
| pemeran AANG 

Jumlah barang 
| aan 

Packing List 
bsa 

Perkiraan tanggal pembongkaran dan/atau ? ses 

penimbunan 

p
u
p
 Nn 

Demikian kami sampaikan. 
Penanggung Jawab 

Perusahaan/ Direksi 

TEE Aan ON ANN 

Tembusan: 

1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah/KPU: 

2. Kepala Kantor Pabean tempat pembongkaran dan/atau penimbunan. 

  

Salinan sesuai dengan aslinya, 

“Skretaris Direktorat Jenderal 
8, 
“4 u.b. 

sitd- 

Ke 4 Bagian U D s agi min HERU PAMBUDI 

  

"3 Yahjudi Adrijanto 
NIP 19700412 198912 1 001
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LAMPIRAN X 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR PER- 4 /BC/2019 
TENTANG 
PETUNJUK — PELAKSANAAN PERATURAN  MENTERI 
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
1G0/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK 
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU 
PAJAK PERTAMI3AHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 
BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN 
UNTUK DIOLAH. DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG 
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR 

FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBONGKARAN DAN/ATAU PENIMBUNAN 
BARANG DAN BAHAN, BARANG CONTOH, DAN/ATAU HASIL PRODUKSI KE 

LOKASI SELAIN YANG TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI 
PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN 

Nomor U seamowurssa DAA sama 
Sifat | cususasu 
Latiyiran. Doo 
Hal : Persetujuan Pembongkaran dan/atau Penimbunan Barang dan Bahan, 

Barang Contoh, dan/atau Hasil Produksi ke Lokasi selain yang 
Tercantum dalam Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE 
Pembebasan 

Yth. Pimpinan (Nama Perusahaan) 
SKEP KITE Pembebasan Nomor ............ 
lb see 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : iii... tanggal neo. 
INA, so vaommewenmsNeK , dengan ini diberitahukan bahwa: 

1. Dapat disetujui permohonan Saudara untuk melakukan pembongkaran dan/atau 
penimbunan Barang dan Bahan, Barang Contoh, dan/atau Hasil Produksi ke lokasi 
selain yang tercantum dalam Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE 
Pembebasan dilokasi: 

Lokasi GudangJ.... Ian 
Alamat | ma 
Jenis barang yang ditimbun 5 memanas 
Jumlah barang | aa 
Packing List 3 cma 
Perkiraan — tanggal pembongkaran : se... 
dan/atau penimbunan 

S
e
a
n
g
p
 

2. Persetujuan tersebut pada butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagai 
berikut: 

a. Persetujuan ini hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pembongkaran dan/atau 
penimbunan, 

b. Dalam hal pembongkaran dan/atau penimbunan dilakukan pada lokasi 
sebagaimana dimaksud pada butir 1 akan dipergunakan secara tetap dan/atau 
berulang-ulang, Saudara wajib mengajukan perubahan data dalam Keputusan 
Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan. 

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.
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Kepala Kantor 

soooocrc...x 

Tembusan: 
1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah: 
2. Kepala Kantor Pabean tempat pembongkaran dan/atau penimbunan. 
  

DIREKTUR JENDERAL, 

-ttd- 

HERU PAMBUDI 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

    

NS - SA Ne Taman “Wahjudi Adrijanto 

“SE NIP 19700412 198912 1 001
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LAMPIRAN XI 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

NOMOR PER- 4 /BC/2019 

TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI 

KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 

160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN I3EA MASUK 

DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBBALIAN NILAI ATAU 

PAJAK PERTAMBAIIAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 

BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN 

UNTUK DIOLAII, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG 

LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR 

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGUNGGAHAN (LOADING) KONVERSI 

Nomor To dee Tanggal sama 

Lampiran $— seseseciesa 

Hal - Permohonan Pengunggahan (Loading) Konversi a.n. Nama Perusahaan 

Yth. Kepala Kantor Wilayah/KPU ...... 

ON 

Dengan ini kami: 

Nama Perusahaan Henna 

SKEP KITE Pembebasan $$ saos. 

mengajukan permohonan untuk dilakukan pengunggahan (Loading) Konversi 

sebagaimana terlampir pada surat ini ke dalam Sistem Komputer Pelayanan fasilitas 

KITE Pembebasan. 

Demikian kami sampaikan. 

Penanggung Jawab 

Perusahaan /Direksi 

secccoccoococoo 

  

DIREKTUR JENDERAL, 

-ttd- 

HERU PAMBUDI 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

ekretaris Direktorat Jenderal
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PETUNJUK PENGISIAN KONVERSI 

Diisi dengan nama Perusahaan KITE Pembebasan. 

Diisi dengan Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE 
Pembebasan. 

Diisi dengan nomor Konversi. 

Diisi dengan nomor urut Hasil Produksi. 

Diisi dengan kode Hasil Produksi, klasifikasi HS, dan uraian barang. 

Diisi dengan satuan Hasil Produksi. 

Diisi dengan nomor urut Barang dan Bahan. 

Diisi dengan kode Barang dan Bahan, klasifikasi HS, dan uraian 
barang. 

Diisi dengan satuan dari koefisien Barang dan Bahan. 

Diisi dengan koefisien Barang dan Bahan. 

Diisi dengan angka persentase Barang dan Bahan yang digunakan 
untuk 1 (satu) satuan Hasil Produksi. 

Diisi dengan angka persentase waste/scrap dalam Barang dan Bahan 
yang digunakan untuk 1 (satu) satuan Hasil Produksi.
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LAMPIRAN XIII 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR PER- 4 /BC/2019 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI 
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK 
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 
BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN 
UNTUK DIOLAII, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG 
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR 

FORMAT SURAT PERMOHONAN MENSUBKONTRAKKAN SELURUH KEGIATAN 

PENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN/ATAU PEMASANGAN 

KOP PERUSAHAAN 
  

Nomor Lo mmewewesana 
Lampiran Do mulenenwenaa 
Hal : Permohonan ijin mensubkontrakkan seluruh kegiatan pengolahan, 

perakitan, dan/atau pemasangan 

Yth. Kepala Kantor Wilayah/KPU ......... 

Oia 

Kami ...... (nama Perusahaan), Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE 
Pembebasan Nomor ....... Tanggal ......... dengan ini mengajukan permohonan ijin 
mensubkontrakkan seluruh kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan atas 
kelebihan kontrak yang tidak dapat kami kerjakan karena keterbatasan kapasitas produksi, 
dengan data sebagai berikut: 

a. Penerima subkontrak 

0.0nococcom.c.x 

b. Alamat penerima subkontrak 

c. NPWP penerima subkontrak 

d. Jenis Barang dan Bahan atau barang dalam proses 

e. Jumlah dan satuan Barang dan Bahan atau barang dalam proses 
1 cocorucecana 

f. Jenis hasil produksi 

g. Jumlah dan satuan hasil produksi 

Demikian kami sampaikan. 

  Penanggung Jawab/Direksi 

      

  

Materai Jabatan 

6000 

DIREKTUR JENDERAL, 

Salinan sesuai dengan aslinya, “ttd- 
Sekretaris Direktorat Jenderal 

u.b. HERU PAMBUDI tg 
spala Bagian Umum 

2) 

  
N/ 

vahjudi Adrijanto 
TP 19700412 198912 1 001 

     

V 
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LAMPIRAN XIV 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR PER- 4 /BC/2019 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG 
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK 
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBALIAN NILAI DAN 

PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAII ATAS IMPOR 

BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAII, DIRAKIT, ATAU 

DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK 

DIEKSPOR 

FORMAT SURAT PERSETUJUAN MENSUBKONTRAKKAN SELURUH KEGIATAN 

PENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN/ATAU PEMASANGAN 

Nomor Dana TANPOAL nyiwewomnenasens 

Sifat Io ea 
Lampiran 1 sesowsowes 

Hal : Persetujuan mensubkontrakkan seluruh kegiatan pengolahan, perakitan, 

dan/atau pemasangan 

Yth. Pimpinan Perusahaan 
Cliusewususnsassa 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : ............ tanggal........... NAL.o.o ea 

dengan ini diberitahukan bahwa: 

1. Dapat disetujui permohonan ...... (nama Perusahaan) untuk mensubkontrakkan seluruh 

kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan atas kelebihan kontrak yang tidak 

dapat dikerjakan karena keterbatasan kapasitas produksi, dengan data sebagai berikut: 

a. Penerima subkontrak 
b. Alamat penerima subkontrak 

NPWP penerima subkontrak 000000 Palas 

Jenis Barang dan Bahan atau barang dalam proses 5 peonss 

Jumlah dan satuan Barang dan Bahan atau barang dalam proses 1 nasa 

Jenis hasil produksi 
Jumlah dan satuan hasil produksi n

P
p
a
n
 

2. Persetujuan tersebut pada butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. hasil pekerjaan subkontrak harus dikembalikan ke Perusahaan KITE Pembebasan: 

b. dalam hal terdapat sisa proses produksi (waste/scrap) harus dikembalikan kepada 

Perusahaan KITE Pembebasan: dan 

Cc. persetujuan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian subkontrak. 

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan. 

Kepala Kantor 

Tembusan: 

1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah, 

2. Kepala Kantor Pabean. 
  

Salinan sesuai dengan aslinya, DIREKTUR JENDERAL, 

aris Direktorat Jenderal 

u.b. 

        

-ttd- 

HERU PAMBUDI 

  
7) 

» CN - a. un « Wahjudi Adrijanto 
“0 aa “NP 19700412 198912 1 001
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LAMPIRAN XV 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR PER- 4 /BC/2019 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160 /PMK.04/2018 TENTANG 
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK 
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN 
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR 
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAI, DIRAKIT, ATAU 
DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK 
DIEKSPOR 

FORMAT PERMOHONAN MENSUBKONTRAKKAN KEGIATAN OLAH. RAKIT, 
DAN/ATAU PASANG PADA PENERIMA SUBKONTRAK YANG TIDAK TERDAFTAR 

DALAM DATA KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE 

PEMBEBASAN 

Nomor Ihmkanamne 

Lampiran 1 Hewenenn 

Hal : Permohonan mensubkontrakkan kegiatan olah. rakit, dan/atau 
pasang pada penerima subkontrak yang tidak terdaftar dalam data 
Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan 

Yth. Kepala Kantor Wilayah/KPU ......... 
di... 

Kami Perusahaan KITE Pembebasan berdasarkan Keputusan Nomor: ....... 
Tangga mu dengan ini mengajukan permohonan ijin mensubkontrakkan kegiatan 
olah. rakit, dan/atau pasang pada penerima subkontrak yang tidak terdaftar dalam data 
Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan dengan data sebagai 
berikut: 

Penerima subkontrak 1 senewasonan 
Alamat penerima subkontrak | essen 
NPWP penerima subkontrak menetas 
Nomor Izin Usaha Industri / Dokumen Sejenisnya 1 ma 
Nomor dan Tanggal Kontrak / Perjanjian Subkontrak meng mamn 
Jenis Barang dan Bahan atau barang dalam proses 1 maan 
Jumlah dan satuan Barang dan Bahan 
atau barang dalam proses f maan 

h. Jenis pekerjaan yang disubkontrakkan 3 newowunegg 
Jenis hasil produksi 0 naat 

j- Jumlah dan satuan hasil produksi | aa 

P
P
 
a
n
g
 

0 
pa
da
 

“ 

Demikian kami sampaikan. 

Penanggung Jawab/Direksi 
  

      

  

         

Jabatan 
Materai 

6000 

. Salinan sesuai dengan aslinya, DIREKTUR JENDERAL, 
“Sekretaris Direktorat Jenderal 

sa 2 Uh. -ttd- 
Kepag Bagian Umum 

HERU PAMBUDI 

NIP Tawonarg 198912 1 001
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LAMPIRAN XVI 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR PER- 4 /BC/2019 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG 
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK 
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBALIAN NILAI DAN 
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR 
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAII, DIRAKIT, ATAU 
DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK 
DIEKSPOR 

FORMAT PEMBERITAHUAN MENSUBKONTRAKKAN KEGIATAN OLAH. RAKIT, 
DAN/ATAU PASANG PADA PENERIMA SUBKONTRAK YANG TIDAK TERDAFTAR 

DALAM DATA KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE 

PEMBEBASAN 

KOP PERUSAHAAN 

Nomor BO menntematata 

Lampiran Do sweninasesan 

Hal : Pemberitahuan mensubkontrakkan kegiatan olah. rakit, dan/atau 
pasang pada penerima subkontrak yang tidak terdaftar dalam data 
Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan 

Yth. Kepala Kantor Wilayah/KPU ......... 

(lisa 

Kami Perusahaan KITE Pembebasan berdasarkan Keputusan Nomor: ....... 
Tanggal... , dengan ini memberitahukan bahwa Perusahaan akan mensubkontrakkan 
kegiatan olah. rakit, dan/atau pasang pada penerima subkontrak yang tidak terdaftar 
dalam data Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan dengan data 
sebagai berikut: 

Penerima subkontrak 3 Giiitwaan 
Alamat penerima subkontrak 1 menwnnaen 
NPWP penerima subkontrak | men 
Nomor Izin Usaha Industri / Dokumen Sejenisnya 1 powewwntwesa 
Nomor dan Tanggal Kontrak / Perjanjian Subkontrak | daa 
Jenis Barang dan Bahan atau barang dalam proses Mtma 
Jumlah dan satuan Barang dan Bahan 
atau barang dalam proses moms 
Jenis pekerjaan yang disubkontrakkan 1 news 
Jenis hasil produksi 1 mewoxoaswe 
Jumlah dan satuan hasil produksi | maa 
Demikian kami sampaikan. 

M
P
A
 

Up
 

Kem
as 

yaa
 j
pe
g 

  

Materai Penanggung Jawab/Direksi 

Jabatan 
6000 

      

  

Salinan sesuai dengan aslinya, DIREKTUR JENDERAL 

gkretaris Direktorat Jenderal "3 | 
9 u.b. 4ttd- 
ala Bagian Umum £ 

HERU PAMBUDI 

     

   

“Wahjudi Adrijanto 
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LAMPIRAN XVII 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

NOMOR PER- 4 /BC/2019 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG 

PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK 

PERTAMBAHIAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN 

PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWALI ATAS IMPOR 

BARANG DAN BAIIAN UNTUK DIOLAII. DIRAKIT, ATAU 

DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK 

DIEKSPOR 

FORMAT SURAT PERSETUJUAN MENSUBKONT
RAKKAN KEGIATAN OLAH. 

RAKIT, DAN/ATAU PASANG PADA PENERIMA SUBKONTRAK YANG TIDAK TERDAFTAR 

DALAM DATA KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN KITE PEMBEBASAN 

Nomor 1 asean 
Tanggal ......o 

Sifat Penanganan 

Lampiran ? ee 

Hal : Persetujuan mensubkontrakkan kegiatan olah. rakit, dan/atau pasang 

pada penerima subkontrak yang tidak terdaftar dalam data Keputusan 

Penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan 

Yth. Pimpinan Perusahaan 

CI sswnssnsuowan 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: see tanggal... 

perihal. v.corowo.ic , dengan ini diberitahukan bahwa: 

1. Dapat disetujui permohonan ...... (Perusahaan) untuk mensubkontrakkan kegiatan 

olah. rakit, dan/atau pasang dengan data sebagai berikut: 

Penerima subkontrak 
$ Wenewama 

Alamat penerima subkontrak 
| sei 

NPWP penerima subkontrak 
1 nagkasann 

Nomor Izin Usaha Industri / Dokumen Sejenisnya 3 serabi 

Nomor dan Tanggal Kontrak / Perjanjian Subkontrak £ suasa 

Jenis Barang dan Bahan atau barang dalam proses TI wewnyataua 

Jumlah dan satuan Barang dan Bahan 

atau barang dalam proses 1 mts 

. Jenis pekerjaan yang disubkontrakkan | ms 

Jenis hasil produksi 
| aenagumea 

Jumlah dan satuan hasil produksi 3 mesen 

r
e
p
 
M
P
N
?
 

2. Persetujuan tersebut pada butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. hasil pekerjaan subkontrak harus dikembalikan ke Perusahaan: 

b. dalam hal terdapat sisa proses produksi (waste/scrap) harus dikembalikan kepada 

Perusahaan, dan 

c. persetujuan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian subkontrak. 

Kepala Kantor 

Tembusan : 

1. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah/ KPU: 

2. Kepala Kantor Pabean. 

  

           

Salinan sesuai dengan aslinya, DIREKTUR JENDERAL, 

— Sekretaris Direktorat Jenderal 

KENANGAN £ aa ub. 
-ttd- 

IN , 
Ta 

Kepala Bagian Umum 
, HERU PAMBUDI 
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2 “Wahjudi Adrijanto 
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LAMPIRAN XVII 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR PER- 4 /BC/2019 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.04/2018 TENTANG 
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK 
PERTAMBAHIAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN 
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAII ATAS IMPOR 
BARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU 
DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK 
DIEKSPOR 

FORMAT PERMOHONAN MENSUBKONTRAKKAN KEGIATAN OLAH. RAKIT, 
DAN/ATAU PASANG PADA PENERIMA SUBKONTRAK DI LUAR DAERAH PABEAN 

KOP PERUSAHAAN 

Nomor f / geegnsea 

Lampiran C  Hibum 

Hal : Permohonan melakukan subkontrak pada penerima subkontrak di 
luar daerah pabean 

Kami Perusahaan KITE Pembebasan berdasarkan Keputusan Nomor: ........ 
Tanggak sasa , dengan ini mengajukan permohonan ijin melakukan subkontrak pada 
penerima subkontrak di luar daerah pabean dengan data sebagaimana terlampir. 

Sehubungan dengan permohonan tersebut, bersama ini terlampir kami sampaikan 
juga: 

1. paparan mengenai alur proses produksi dan alasan perlunya dilakukan kegiatan 
subkontrak kepada penerima subkontrak di luar daerah pabean: 

2. paparan mengenai kegiatan yang akan dilakukan oleh penerima subkontrak di luar 
daerah pabean, 

3. paparan mengenai hal yang akan dapat membuktikan bahwa barang yang nantinya 
diimpor kembali merupakan barang yang disubkontrakkan ke luar daerah pabean: 
dan 

daftar perkiraan bagian-bagian (parts) pengganti atau ditambahkan, serta biaya 
perbaikannya termasuk ongkos angkutan dan asuransi, dalam hal terdapat 
penggantian, penambahan, atau biaya-biaya dimaksud. 

Demikian kami sampaikan. 
  

aterai Penanggung Jawab /Direksi 
6000 Jabatan 

    "unuvuncocroncerana  
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Jumlah 
Nilai 

Tujuan 
Barang 

ekspor 

/FOB 

N
o
.
 

Uraian 
Jenis 

Satuan 

Urut 
Barang 

P
e
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t
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h
u
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P
a
b
e
a
n
 

N
e
g
a
r
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Perkiraan 

B
a
r
a
n
g
 
dan/atau 

B
a
h
a
n
 

Tujuan 
periode 

ekspor 
pengerjaan 
subkontrak 
 
 

Jenis 
D
o
k
u
m
e
n
 

Nomor 
Tanggal 
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Salinan 
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a
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LAMPIRAN XIX 
PERATURAN DIREKTUR JENI)ERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR PER- 4 /BC/2019 
TENTANG 
PETUNJUK” PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI 
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK 
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 
BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAIIAN 
UNTUK DIOLAII, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG 
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR 

FORMAT SURAT PERSETUJUAN SUBKONTRAK KEGIATAN OLAH. RAKIT, 
DAN/ATAU PASANG PADA PENERIMA SUBKONTRAK DI LUAR DAERAH PABEAN 

Nomor : Tanggal momen 
Sifat 
Lampiran 
Hal : Persetujuan subkontrak kegiatan olah. rakit, dan/atau pasang pada 
penerima subkontrak di luar daerah pabean 

Yth. Pimpinan (Nama Perusahaan KITE Pembebasan) 
Ula 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ............ CANPSAL ancenennan perihal 
munKnyANsNYeNsaNNNNNa , disetujui permohonan Saudara untuk melakukan subkontrak kegiatan 
olah. rakit, dan/atau pasang pada penerima subkontrak di luar daerah pabean dengan 
data sebagaimana terlampir. 

Demikian disampaikan. 

Kepala Kantor 

sococonaneunanaaunana
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Perkiraan 
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Uraian 
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Jumlah 
Barang 

Tujuan 
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periode 
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Urut 
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LAMPIRAN XX 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR PER- 4 /BC/2019 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI 
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK 
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 
BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BALIAN 
UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG 
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR 

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN PERIODE KITE PEMBEBASAN 

Nomor : Tanggal ...... 
Lampiran 

Perihal : Permohonan Perpanjangan Periode KITE Pembebasan 

Yth. Kepala Kantor Wilayah/KPU ...... 

ON miassmenaaa 

Yang bertanda tangan dibawah ini kami pimpinan dari: 

Nama Perusahaan I'M NE 
BPWP Because 
Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE B smesewosmgede 
Alamat 
Telepon/ Faximile 

0 ...omococecenunan 

 n0c.waencunanannanan 

dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan Periode KITE Pembebasan 

selama ..... bulan, terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/PPFTZ O1/...(lainnya)... nomor.... 

Tanggal... " Kajen AlASAN..co.oo.W#coo# oi.” kimmknnakonakbaah 

Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain berupa: 

L) Pemberitahuan Pabean yang dimohonkan perpanjangan 

L) Bukti pendukung berupa: 

  

      

Lu» monomer 5 

D5 Kanaan 

I Pemohon 

materai (Penanggung Jawab Perusahaan) 

Rp.6.000,00 

MANA, 0 Hinraowwe 
Jabatan Sa $ 

“dalam hal tidak mencukupi, dapat dibuat lembar lampiran 
  

DIREKTUR JENDERAL, 

Salinan sesuai dengan aslinya, “ttd- 
ekretaris Direktorat Jenderal 

HERU PAMBUDI
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LAMPIRAN XXI 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR PER- 4 /BC/2019 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI 
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK 

DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 

BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAIAN 

UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG 

LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR 

FORMAT SURAT PERSETUJUAN PERPANJANGAN PERIODE KITE PEMBEBASAN 

Nomor 5 TafigeaL.o wawan 

Sifat 
Lampiran 

Hal : Persetujuan Perpanjangan Periode KITE Pembebasan 

Yth. Pimpinan (Nama Perusahaan) 

Oi ank 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ............ tanggal 
dengan ini diberitahukan bahwa: 

1. Permohonan Saudara untuk melakukan perpanjangan Periode KITE Pembebasan 
terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/PPFTZ 01/...(lainnya)... nomor.... tanggal 

karena. alasan... selama su bulan sejak berakhirnya periode KITE 
Pembebasan, dapat disetujui. 

2. Persetujuan perpanjangan periode KITE Pembebasan diberikan dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a. Perusahaan KITE harus melakukan penggantian jaminan, 
b. penggantian jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilakukan 

dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan ini: 
c. dalam hal perusahaan tidak melakukan penggantian jaminan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, surat persetujuan ini dinyatakan batal 
demi hukum. 

Demikian disampaikan. 

Kepala Kantor 

  

DIREKTUR JENDERAL, 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
ekretaris Direktorat Jenderal “ttd- 

     

HERU PAMBUDI 
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LAMPIRAN XXII 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR PER- 4 /BC/2019 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN — MENTERI 
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK 
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAIIAN NILAI ATAU 
PAJAK PERTAMBAIIAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN 
ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAIIAN 
UNTUK DIOLANI, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG 
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR 

FORMAT SURAT PENOLAKAN PERPANJANGAN PERIODE KITE PEMBEBASAN 

Nomor : Tanggal... Sifat 
Lampiran 
Hal : Penolakan Perpanjangan Periode KITE Pembebasan 

Yth. Pimpinan (Nama Perusahaan) 
III 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor. ............ CAMPPAN na sirssii perihal...... s dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara untuk melakukan perpanjangan 
Periode KITE Pembebasan terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/PPFTZ O1/...(lainnya)... nomor.... tanggal .... karena alasan............ selama ...... bulan sejak berakhirnya periode KITE Pembebasan, tidak disetujui, karena ............... 

Demikian disampaikan untuk dimaklumi. 

Nama Jabatan 

  

Salinan sesuai dengan aslinya, DIREKTUR JENDERAL, 
Sekretaris Direktorat Jenderal 

     

-ttd- 

HERU PAMBUDI 

   

7S 

'ahjudi Adrijanto 2) NO Lan NP 10700412 198912 1 001
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LAMPIRAN XXI 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR PER- 4 /BC/2019 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI 
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK 
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 
BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAIIAN 
UNTUK DIOLAII. DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG 
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR 

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN KEMBALI PERIODE KITE 
PEMBEBASAN 

KOP SURAT PERUSAHAAN 

Nomor : Tanggal mama 
Lampiran 
Perihal : Permohonan Perpanjangan Kembali Periode KITE Pembebasan 

Yth. Direktur Fasilitas Kepabeanan 

c.g. Kepala Kantor Wilayah/KPU ...... 

Yang bertanda tangan dibawah ini kami pimpinan dari: 
Nama Perusahaan | Sen 
NPWP rnlnkannnnnnnn 
Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE | Ma AA 
Alamat 
Telepon / Faximile 

2 ..ore.comunuueuana 

s0.occcreccacenunaa 

dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan kembali Periode KITE Pembebasan 
selama ..... bulan, terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/PPFTZ 01/...(lainnya)... nomor.... 
tanggal .... “ karena alaSAN .........oooooo 

Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain berupa: 
LJ Pemberitahuan Pabean yang dimohonkan perpanjangan 
LJ) Bukti pendukung berupa: 

  

1, sexs : 

R3 nii 

Pemohon 
matra) (Penanggung Jawab Perusahaan) 

Rp.6.000,00 

Nana oo Lon 
Jabatan.” Sesewas       

“dalam hal tidak mencukupi, dapat dibuat lembar lampiran 
  

DIREKTUR JENDERAL, 

-ttd- 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
Sekretaris Direktorat Jenderal HERU PAMBUDI 
-.N u.b. 

pala Bagian Umum 

: AWahjudi Adrijanto 

NIP 19700412 198912 1 001
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LAMPIRAN XXIV 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR PER- 4 /BC/2019 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI 
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK 
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 
BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BATAN 

UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG 
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR 

FORMAT SURAT REKOMENDASI PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN ATAS 

PERMOHONAN PERPANJANGAN PERIODE KITE PEMBEBASAN 

Nomor : Tanpa maa 

Sifat 
Lampiran 

Hal 1 Rekomendasi terkait Permohonan Perpanjangan Periode KITE 

Pembebasan 

Yth. Direktur Fasilitas Kepabeanan 

Om 

Sehubungan dengan surat ....(Nama Perusahaan) Nomor ............ CANGGAL. revesumes 

perihal...... , dengan ini diberitahukan bahwa: 

1. Perusahaan mengajukan permohonan perpanjangan kembali Periode KITE 
Pembebasan terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/PPFTZ O1/...(lainnya)... nomor.... 

tanggal .... karena alasan............ Selaita ai bulan sejak berakhirnya periode KITE 

Pembebasan. 

2. Berdasarkan hasil penelitian dapat kami sampaikan bahwa: 
a. 
b. 
& 

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan permohonan 

....(Nama Perusahaan) untuk mendapat keputusan lebih lanjut. 

Demikian disampaikan. 

Nama Jabatan 

sa.omocam(suaKanua 

  

Salinan sesuai dengan aslinya, DIREKTUR JENDERAL, 
Sekretaris Direktorat Jenderal 

      

-ttd- 

HERU PAMBUDI 

2 Wahjudi Adrijanto 
ENoEam 
e..NIP 19700412 198912 1 001 

 



- 163 - 

LAMPIRAN XXV 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR PER- 4 /BC/2019 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI 
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK 
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBALIAN NILAI ATAU 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 
BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN 
UNTUK DIOLATI, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG 
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIKKSPOR 

FORMAT SURAT PERSETUJUAN PERPANJANGAN KEMBALI PERIODE KITE 

PEMBEBASAN 

Nomor : TEA esa 
Sifat 
Lampiran 

Hal : Persetujuan Perpanjangan Kembali Periode KITE Pembebasan 

Yth. Pimpinan (Nama Perusahaan) 
OT sa 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ............ tanggal ........... perihal...... , 
dengan ini diberitahukan bahwa: 

1. Permohonan Saudara untuk melakukan perpanjangan kembali Periode KITE 
Pembebasan terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/PPFTZ 01/...(lainnya)... nomor.... 
tanggal .... karena alasan............ selama ....... bulan sejak berakhirnya periode KITE 
Pembebasan, dapat disetujui. 

2. Persetujuan perpanjangan kembali periode KITE Pembebasan diberikan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

a. Perusahaan KITE harus melakukan penggantian jaminan, 
b. penggantian jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilakukan 

dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan ini: 
c. dalam hal perusahaan tidak melakukan penggantian jaminan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, surat persetujuan ini dinyatakan batal 
demi hukum. 

Demikian disampaikan. 

a.n. Direktur Jenderal 
Direktur 

Fasilitas Kepabeanan, 

.....o.ocoor... 

Tembusan: Kepala Kantor Wilayah/KPU . 
  

        

  

Salinan sesuai dengan aslinya, DIREKTUR JENDERAL, 
wwcwsoekretaris Direktorat Jenderal -ttd- 

ep «NN u.b. 
Kepala Bagian Umum HERU PAMBUDI 

: Wahjudi Adrijanto 

NIP 19700412 198912 1 001
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LAMPIRAN XXVI 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

NOMOR PER- 4 /B6/2019 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI 

KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 

160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK 

DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU 

PAJAK PERTAMBAHAN
 NILAI DAN PAJAK PENJ UALAN ATAS 

BARANG MEWAII ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN 

UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG 

LAIN DENGAN "#UJUAN UNTUK DIEKSPOR 

SURAT PENOLAKAN 
PERPANJANGAN KEMBALI PERIODE KITE PEMBEBASAN 

KOP SURAT DIREKTORAT 
FASILITAS KEPABEAN

AN 

Nomor : 

Tanggal...
 

Sifat 
Lampiran 

Hal - Penolakan Perpanjangan Kembali Periode KITE Pembebasan 

yth. Pimpinan (Nama Perusahaan) 

Oi mw 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ........... tanggal ......... perihal...... $ 

dengan ini diberitahukan bah
wa permohonan Saudara untuk melakukan perpanjangan 

kembali Periode KITE Pembebasan terhadap BC 2.0/BC 2.5/ BC 2.8/ PPFTZ.01/ 

.. (lainnya)... NOMOT.... tanggal .... karena alasan.......... selama ...... bulan sejak 

berakhirnya periode KITE Pembebasan, tidak disetujui, karena ............. 

Demikian disampaikan untuk dimaklumi. 

a.n. Direktur J enderal 

      

   

  
      

Direktur Fasilitas 

Kepabeanan. 

Tembusan: Kepala Kantor wilayah/KPU 
- 

DIREKTUR JENDERAL.
 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
“ttd- 

kretaris Direktorat Jenderal 

HERU PAMBUDI
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LAMPIRAN XXVII 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
 BEA DAN CUKAI 

NOMOR PER- 4 /BC/2019 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI 

KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 

1G0/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK 

DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU 

PAJAK PERT. AMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 

BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAIIAN 

UNTUK DIOLAH, DIRAKIT. ATAU DIPASANG PADA BARANG 

LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR 

FORMAT KEPUT USAN PEMBE
BASAN KARENA KEADAAN 

TERTENTU 

   

MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

KEMENTERIAN KE
UANGAN REPUBLI

K INDONESIA 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESI

A 

NOMOR IP kanan Peka 

TENTANG 

PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN BEA MASUK, PAJAK 

PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHA
N NILAI DAN PAJAK PENJUALAN 

ATAS BARANG MEWAH, SANKSI ADMINISTRAS
I BERUPA DENDA SESUAI 

PERATURAN PERUN
DANG-UNDANGAN 

DI BIDANG KEPABEANAN, SERTA SANKSI 

ADMINISTRASI ATAS PAJAK PERTAMBAHA
N NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHA

N 

NILAI DAN PAJAK PENJUALAN 
ATAS BARANG MEWA

H SESUAI DENGAN 

PERATURAN PERUNDANG-UNDAN
GAN DI BIDANG PERPAJAKAN ATAS BARANG 

YANG MENDAPAT FASILITAS KITE PEMBEBASAN 
KEPADA set 

KARENA KEADAAN 
TERTENTU 

MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA. 

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 160/ PMK.04/2018 
tentang Pembebasan

 Bea Masuk dan Tidak 

Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan 

untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan 

untuk Diekspor, dipandang perlu memberikan Pembebasan dari 

Kewajiban Pembayaran Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Atau 

Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, 

Sanksi Administrasi Berupa Denda Sesuai Peraturan Perundang- 

Undangan Di Bidang Kepabeanan, Serta Sanksi Administrasi Atas 

Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak 

Penjualan Atas Barang Mewah Sesuai Dengan Peraturan Perundang- 

Undangan Di Bidang Perpajakan Atas Barang Yang Men
dapat Fasilitas 

KITE Pembebasan Ke pada Woo Karena Keadaan Tertentu: 

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36 12) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, 

Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 466 1):



- 166 - 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2008 tentang Pengenaan 
Sanksi Administrasi Berupa Denda di bidang Kepabeanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4838): 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 tentang 

Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan: 
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2018 tentang 

Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai 
atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang 
pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor. 

Memperhatikan: 1 ......... (dokumen pendukung): 
2 saw : 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN DARI 

PERTAMA 

KEDUA 

KETIGA 

KEWAJIBAN PEMBAYARAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 
ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 

BARANG MEWAH, SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA SESUAI 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEPABEANAN, 
SERTA SANKSI ADMINISTRASI ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG 

MEWAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI 

BIDANG PERPAJAKAN ATAS BARANG YANG MENDAPAT FASILITAS KITE 

PEMBEBASAN KEPADA...» c.o.ooo.woo. KARENA KEADAAN TERTENTU. 

: Memberikan Pembebasan Kewajiban Pembayaran Bea Masuk, Pajak 
Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan 

Atas Barang Mewah, Sanksi Administrasi Berupa Denda Sesuai Peraturan 
Perundang-Undangan Di Bidang Kepabeanan, Serta Sanksi Administrasi 

Atas Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah Sesuai Dengan Peraturan Perundang- 

Undangan Di Bidang Perpajakan Atas Barang Yang Mendapat Fasilitas 
KITE Pembebasan Karena Keadaan Tertentu, kepada: 

Nama Perusahaan 
NPWP 
Keputusan penetapan sebagai 
Perusahaan KITE 1 NOs.orero TTphaesowesn 

Alamat 

0 ceccowoocorcocococ.oc.m 

0 s0... owocacucaranaa 

0 .oc..c..coooroooococ.naom. 

: Daftar barang yang mendapatkan Pembebasan Kewajiban Pembayaran Bea 

Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah, Sanksi Administrasi Berupa Denda Sesuai 
Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Kepabeanan, Serta Sanksi 
Administrasi Atas Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai 
Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sesuai Dengan Peraturan 
Perundang-Undangan Di Bidang Perpajakan Atas Barang Yang Mendapat 
Fasilitas KITE Pembebasan Karena Keadaan Tertenu sebagaimana 
terlampir dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri 
Keuangan ini. 

: Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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Salinan keputusan ini disampaikan kepada: 

D
A
 

a
e
 Menteri Keuangan, 

Direktur Jenderal Bea dan Cukai: 
Direktur Jenderal Pajak, 
Direktur Fasilitas Kepabeanan, 
Direktur Penindakan dan Penyidikan: 

Kepala Kantor Pabean (yang mengawasi lokasi kegiatan produksi, 

tempat penimbunan dan/atau pembongkaran Barang dan Bahan, 

pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, tempat penimbunan Hasil 

Produksi, dan/atau penerima subkontrak), 

Pimpinan ........ (Nama Perusahaan). 

Ditetapkan di ............ 

pada tanggal ............. 

a.n. MENTERI KEUANGAN 
KEPALA KANTOR WILAYAH /KPU 

sncc.ccomoooooccor



- 168 - 

NOMOR : 
TANGGAL 

DAFTAR BARANG DAN BAHAN YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN KEWAJIBAN 
PEMBAYARAN BEA MASUK DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK 

PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN SANKSI 
ADMINISTRASI ATAS ATAS BARANG YANG MENDAPAT FASILITAS KITE 

PEMBEBASAN KEPADA ........o. KARENA KEADAAN TERTENTU 

  

URAIAN BARANG 

KODE KANTOR JUMLAH 

NO KODE HS 
  

  

NOPEN/TGL PIB SERI BARANG SATUAN 

  

              

a.n. MENTERI KEUANGAN 

KEPALA KANTOR WILAYAH/ KPU 

s0..oococoocococrKan 

  

DIREKTUR JENDERAL, 

-ttd- 

HERU PAMBUDI 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
“Sekretaris Direktorat Jenderal EA GAN pe 

NN u.b. 

Gala Bagian Umum 

              

ag 1 

tama gen Audi Adrijanto 
ah 19700412 198912 1 001
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PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BARANG DAN 

» 

BAHAN (BCL.KT 01) 

Diisi dengan nama Perusahaan. 

Diisi dengan Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE 
Pembebasan. 

Diisi dengan tujuan pengajuan laporan, yaitu Kantor Wilayah/KPU 
yang menerbitkan Keputusan Penetapan sebagai Perusahaan KITE 
Pembebasan. 

Diisi dengan pilihan jenis penyelesaian Barang dan Bahan, yaitu: 
a. angka “1” untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Hasil Produksi: 
b. angka “7”. untuk jenis penyelesaian dalam bentuk sisa proses 

produksi (waste/scrap): 
Cc. angka “8”, untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Hasil Produksi 

Rusak yang dimusnahkan: 
d. angka “9”, untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Hasil Produksi 

Rusak yang dirusakkan: 
e. angka “10”, untuk jenis penyelesaian dalam bentuk barang dalam 

proses rusak yang dimusnahkan: 
f. angka “11”, untuk jenis penyelesaian dalam bentuk barang dalam 

proses rusak yang dirusakkan: 
g. angka “12”, untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Barang dan 

Bahan Rusak yang dimusnahkan: 
h. angka “13”, untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Barang dan 

Bahan Rusak yang dirusakkan, 
i. angka “14”, untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Barang dan 

Bahan Rusak yang diekspor kembali: 
j- angka “15”, untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Barang dan 

Bahan Rusak yang dikembalikan ke TPB: 
k. angka “16”, untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Barang dan 

Bahan sisa atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan 
yang diekspor kembali: 

l. angka “17”, untuk jenis penyelesaian dalam bentuk Barang dan 
Bahan sisa atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan 
yang dikembalikan ke TPB. 

Diisi dengan nomor pengajuan BCL.KT 01. 

Diisi dengan nomor urut penyelesaian Barang dan Bahan. 
Diisi dengan pilihan kode jenis dokumen penyelesaian, yaitu: 
a. angka “1” untuk jenis dokumen BC 3.0: 
b. angka “2” untuk jenis dokumen BC 3.3: 
Cc. angka “3” untuk jenis dokumen BC 2.4. 

Diisi dengan kode kantor, nomor pendaftaran, dan tanggal dokumen 
pemberitahuan pabean penyelesaian sebagaimana angka 7. 
Diisi dengan: 

a. kode barang, berupa: 
1) kode Hasil Produksi yang meliputi nomor Konversi yang 

digunakan, untuk jenis penyelesaian Hasil Produksi yang 
diekspor, atau 

2) kode barang, untuk jenis penyelesaian selain Hasil Produksi 
yang diekspor:
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b. klasifikasi HS barang: 

C. uraiang barang, dan 

d. nilai (dalam Rupiah). 

10 Diisi dengan jumlah dan satuan barang. 

11 Diisi dengan nomor dan tanggal bukti realisasi ekspor atau 
penyelesaian, berupa: 

laporan hasil penelitian realisasi ekspor: 

berita acara: 

bukti pembayaran: 

faktur penjualan/invoice: 

Surat Serah Terima Barang: 

bukti piutang, 

lain-lain. Ia 
MP
 
A
P
P
 

12 Diisi dengan jumlah, satuan dan nilai barang berdasarkan bukti 
realisasi ekspor atau penyelesaian sebagaimana angka 11. 

13 Diisi dengan nomor urut Barang dan Bahan yang dilaporkan. 

14 Diisi dengan pilihan kode jenis dokumen pemberitahuan pabean impor, 
yaitu: 

a. angka “1” untuk jenis dokumen BC 2.0: 

b. angka “2” untuk jenis dokumen BC 2.5: 

c. angka “3” untuk jenis dokumen BC 2.8, 

d. angka “4”, untuk dokumen lainnya. 

15 Diisi dengan kode kantor, nomor pendaftaran, dan tanggal dokumen 
pemberitahuan pabean impor sebagaimana angka 14. 

16 Diisi dengan nomor urut seri Barang dan Bahan dalam okumen 
pemberitahuan pabean impor sebagaimana angka 14. 

17 Diisi dengan: 

a. kode Barang dan Bahan, 

b. klasifikasi HS Barang dan Bahan, dan 

c. uraiang Barang dan Bahan. 

18 Diisi dengan jumlah dan satuan Barang dan Bahan. 

19 Diisi dengan nilai CEIF Barang dan Bahan. 

20 Diisi dengan nilai bea masuk, cukai, PPN, dan PPnBM Barang dan 
Bahan. 

  

DIREKTUR JENDERAL, 

-ttd- 

HERU PAMBUDI 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
s Na Direktorat Jenderal 
2 t, 

     

u.b. 

ala Bagian Umum Bs 
d Mi 

      

La 

NIP 19700412 198912 1 001
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LAMPIRAN XXIX 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR PER- 4 /BC/2019 
TENTANG 
PETUNJUK — PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI 
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK 
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBALIAN NILAI ATAU 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 
BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAIIAN 
UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG 
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR 

FORMAT REGISTER 

TANDA TERIMA REGISTER BCL.KT 01 

Telah diterima hasil register BCL.KT Ol: 

No. Aju 

Nama 

Keputusan penetapan sebagai 

Perusahaan KITE 

No. Register 

Tgl. Register 

Jml Dok Penyelesaian 

Jml Dok Barang dan Bahan 

Jumlah Hasil Produksi 

Jumlah Barang dan Bahan : 

yang menyerahkan, yang menerima, 

aa #eeenanannnnna nana 

  

DIREKTUR JENDERAL, 

-ttd- 

HERU PAMBUDI 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
ekretaris Direktorat Jenderal 

           

ke 

Yeo Soy Dina MERAL BER AP judi Adrijanto 

“Se NIP 19700412 198912 1 001
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LAMPIRAN XXX 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR PER- 4 /BC/2019 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN — PERATURAN MENTERI 
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN I3EA MASUK 
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHIAN NILAI ATAU 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 
BARANG MEWAII ATAS IMPOR BARANG DAN BANAN 
UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG 
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR 

LAPORAN HASIL PENELITIAN REALISASI EKSPOR (LHPRE) 
  

  

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

LAPORAN HASIL PENELITIAN REALISASI EKSPOR (LHPRE) 

Nomor:...... sang D)inssnsen Tanggal:........ (2)...... Kian 

A. KPU BC/ KANWIL BC : ac oooooco(3) ana commm.K. 
B. DATA EKSPORTIR: 
  

  

  

  

    
  

Nomor PEB £.....(12)...Fanggal: ....(13)...... 
EKSPORTIR: 

a. NPWP 2 Siiiiunnemeny, Bennanannnanannnan 

b. NIPER/SKEP : soo. Biasa FASILITAS YANG DITERIMA 
c. Nama M agangagan (BJ aoenversonweesennn | esa as 

d. Alamat NAN (Tp onnanona mna mm Pelabuhan Muat Asal: .......... CO 

Pelabuhan Muat Ekspor : .......... (LG)... 
Pelabuhan Tujuan T Kana (LP) snsnktae 

PENERIMA 

a. Nama sana (Bp...oo#2Xom.. Packing list : ......... Ojak 
b. Alamat sn (Oasis aan Invoice K sawanasan (XOpengisenesnee 
Cc. Negara: ses (LOY.eesema 

Uraian Barang Valuta 
GEN Aaaran masa (EL). omrerersessra | ASING £ some O an 

ae an Nilai FOB : 
BE ma Te psen ON ema 

C. KESIMPULAN : 
Pen Esem ama okamananen (ON eroeeganeoe ee #—u. 
...cooroccooococomna. 

..oocconcamowo..o.c..    
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TATA CARA PENGISIAN LAPORAN HASIL PENELITIAN REALISASI EKSPOR 
(LHPRE) 

(1) Nomor LHPRE. 

(2) Tanggal, bulan dan tahun (dd/ mm/yyyy) LHPRE. 

(3) Nama Kantor Wilayah atau KPU yang menerbitkan surat keputusan penetapan 
sebagai Perusahaan KITE Pengembalian atau Pembebasan. 

(4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) eksportir sesuai dengan NPWP yang tercantum 
dalam PEB. 

(5) NIPER atau nomor surat keputusan penetapan sebagai perusahaan KITE 
Pengembalian atau Pembebasan sesuai dengan yang tercantum dalam PEB. 

(6) Nama eksportir sesuai dengan nama yang tercantum dalam PEB. 

(7) Alamat eksportir sesuai dengan nama alamat yang tercantum dalam PEB. 

(8) Nama penerima barang ekspor di luar negeri sesuai dengan nama penerima yang 
tercantum dalam PEB. 

(9) Alamat penerima barang ekspor di luar negeri sesuai dengan alamat penerima 
yang tercantum dalam PEB. 

(10) Negara penerima barang ekspor sesuai dengan negara penerima yang tercantum 
dalam PEB. 

(11)Uraian barang ekspor sesuai yang tercantum dalam PEB. 

(12) Nomor pendaftaran PEB sesuai dengan nomor perdaftaran yang tercantum dalam 
PEB. 

(13)/Tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) pendaftaran PEB sesuai dengan yang 
tercantum dalam PEB. 

(14)Fasilitas yang diterima oleh eksportir, yaitu fasilitas pembebasan atau 
pengembalian bea masuk atas barang impor yang ditujukan untuk diolah, 
dirakit, atau dipasang pada barang lain. 

(15)Nama pelabuhan muat asal barang ekspor, sesuai dengan nama pelabuhan muat 
asal yang tercantum dalam PEB. 

(16) Nama pelabuhan muat ekspor, sesuai dengan nama pelabuhan muat ekspor yang 
tercantum dalam PEB. 

(17)Nama pelabuhan tujuan di luar daerah pabean. 

(18)Nomor packing list sesuai yang tercantum dalam PEB. 

(19)Nomor invoice sesuai dengan yang tercantum dalam PEB. 

(20)Jenis valuta asing yang digunakan sebagai dasar transaksi antara penjual dan 
pembeli dalam nilai FOB, sesuai yang tercantum dalam PEB. 

(21) Nilai total barang ekspor dengan Incoterm FOB, sesuai nilai FOB yang tercantum 
dalam PEB. 

(22) Hasil rekonsiliasi diisi dengan sesuai atau tidak sesuai. 

(23)Jika ada catatan dari Kantor Wilayah atau KPU dalam hal dilakukan penelitian 
realisasi ekspor untuk dokumen yang tidak rekon.
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TATA CARA PENELITIAN REALISASI EKSPOR UNTUK DOKUMEN YANG TIDAK REKON 

Sistem Komputer Pelayanan melakukan rekonsiliasi data dokumen pabean ekspor 
dengan data Outward Manifest dengan mencocokkan elemen data berupa nomor 
pendaftaran dan tanggal PEB. 

Dalam hal nomor pendaftaran dan tanggal dokumen pabean ekspor kedapatan 
sesuai dengan data Outward Manifest, Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan 
Laporan Hasil Penelitian Realisasi Ekspor (LHPRE). 

Dalam hal hasil rekonsiliasi antara PEB dan outward manifest kedapatan tidak 
sesuai, maka 7 (tujuh) hari sejak tanggal perkiraan ekspor, SKP akan 
memberitahukan ketidaksesuaian melalui Notifikasi Tidak Rekon (NTR). 

Paling lama sebelum periode KITE Pembebasan berkahir, Perusahaan KITE 
Pengembalian menginput data PEB pada SKP dan menyerahkan atau mengunggah 
dokumen: 

a. PP-PEB, dalam hal dilakukan pembetulan PEB: 

b. SSTB, dalam hal barang ekspor gabungan: 

c. Invoice, 

d. Packing list: 

e. House B/L atau AWB 

Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Wilayah yang menerbitkan surat keputusan 
penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian atau Pembebasan meneliti 
dokumen pendukung yang diserahkan atau diunggah oleh perusahaan KITE 
Pengembalian atau Pembebasan dengan cara sebagai berikut: 

a. Memeriksa kesesuaian data shipper pada dokumen PEB dengan data pada 
dokumen invoice, packing list dan house B/L atau AWB. 

b. Memeriksa kesesuaian nomor dan tanggal invoice pada dokumen PEB dengan 
data pada dokumen invoice. 

c. Memeriksa kesesuaian nomor dan tanggal packing list pada dokumen PEB 
dengan data pada dokumen packing list. 

d. Memeriksa kesesuaian nilai FOB pada dokumen PEB dengan data pada 
dokumen invoice. 

e. Memeriksa kesesuaian data uraian, jumlah dan jenis satuan barang pada 
dokumen PEB dengan data pada dokumen invoice dan packing list. 

f. Membandingkan data berat barang (gross atau netto) pada dokumen PEB 
dengan data berat barang (gross atau netto) pada dokumen packing list dan 
house B/L atau AWB. 

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf 
a sampai dengan f kedapatan sesuai maka Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan 
Laporan Hasil Penelitian Realisasi Ekspor (LHPRE) melalui SKP. 

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf 
a sampai dengan e kedapatan sesuai tetapi pada butir 3 huruf f kedapatan tidak 
sesuai maka Pejabat Bea dan Cukai dapat menerbitkan Laporan Hasil Penelitian 
Realisasi Ekspor (LHPRE) dengan memberikan catatan atas ketidaksesuaian butir 
3 huruf f melalui SKP.
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LAMPIRAN XXXU 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
 BEA DAN CUKAI 

NOMOR PER- 4 /BC/2019 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI 

KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 

160/PMK.04/2018 
TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK 

DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU 

PAJAK PERTAMBAHA
N NILAI DAN PAJAK PENJUALAN 

ATAS 

BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN 

UNTUK DIOLAI I. DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG 

LAIN DENGAN "TUJUAN UNTUK DIEKSPOR 

PEMBERITAHUAN 
KETIDAKLENGKA

PAN DOKUMEN 

LAPORAN PERTA
NGGUNGJAWABAN

 BARANG DAN BAHAN (BCL.KT 01) 

PEMBERITAHUAN K
ETIDAKLENGKAPA

N DOKUMEN 

Nomor Pengajuan: 

Nomor Register: 

Waktu respon. 

YUL: sassswnne (Nama Perusahaan) 

Kar (Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE) 

Dengan ini diberitahukan bahwa: 

BCL.KT 01 yang Saudara sampaikan tidak memenuhi syarat untuk diproses lebih 

lanjut, karena belum menyampaikan kelengkapan dokumen sebagai berikut: ...... 

Agar Saudara menyampaikan kelengkapan dokumen dimaksud paling lama 7 (tujuh) 

hari kerja sejak tanggal pemberitah
uan ini. Dalam hal perusahaan tidak menyampaika

n 

kelengkapan dokumen dalam batas waktu tersebut, laporan pertanggungjawaba
n 

ditolak. 

Demikian disampaikan untuk dimaklumi. 

NAMA 

NIP 

oo “E
t —- 

DIREKTUR J ENDERAL, 

-ttd- 

HERU PAMBUDI 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

kretaris Direktorat Jenderal 

         

No 
Ne Wahjudi Adrijanto 

-'NIP 19700412 198912 1 001
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LAMPIRAN XAXXIII 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

NOMOR PER- 4 /BC/2019 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN — MENTERI 

KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 

1iGO/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK 

DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAIIAN NILAI ATAU 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 

BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN 

UNTUK DIOLAII, DIRAKIT. ATAU DIPASANG PADA BARANG 

LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR 

KONFIRMASI MENGENAI SELISIH ANTARA 

JUMLAH PEMAKAIAN BARANG DAN BAHAN YANG DILAPORKAN PADA BCL.KT O1 

DENGAN JUMLAH PEMAKAIAN BARANG DAN BAHAN BERDASARKAN KONVERSI 

KONFIRMASI SELISIH KONVERSI 

NOMOR: 

TANGGAL: 

Yth: wereresana (Nama Perusahaan) 

cemik (Keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE) 

Sehubungan dengan laporan pertanggungjawaban bahan baku asal fasilitas KITE 

Pembebasan (BCL.KT 01) dengan Nomor Pengajuan: ..... , Nomor Register: ...... , dengan 

ini kami sampaikan bahwa: 

1. Terdapat selisih antara jumlah pemakaian Barang dan Bahan yang dilaporkan pada 

BCL.KT 01 dengan jumlah pemakaian Barang dan Bahan berdasarkan Konversi 

sebagaimana data terlampir. 

2. Berdasarkan data selisih tersebut, dengan ini kami meminta konfirmasi/penjelasan 

kepada Saudara mengenai penyebab terjadinya selisih dimaksud. 

3. Agar jawaban konfirmasi/penjelasan Saudara sebagaimana dimaksud pada angka 2 

disertai dengan bukti pendukung berupa: 

a. 

b. 

& 

4. Jawaban konfirmasi/penjelasan serta bukti pendukung sebagaimana dimaksud 

disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal konfirmasi ini. 

5. Dalam hal konfirmasi/penjelasan serta bukti pendukung tidak disampaikan dalam 

batas waktu tersebut, atas selisih sebagaimana angka 1 dilakukan . 

Demikian disampaikan untuk dimaklumi. 

Nama Jabatan 

pawamoconenoanasenonaanaanana
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LAMPIRAN XXXV 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR PER- 4 /BC/2019 
TENTANG 
PETUNJUK '— PELAKSANAAN PERATURAN  MENTERI 
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK 
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 
BARANG MEWAII ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN 
UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG 
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR 

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENYESUAIAN JAMINAN 

SURAT PEMBERITAHUAN PENYESUAIAN JAMINAN 

Nomor: Tanggal: 
Lampiran: 

Perihal: 

Yth sawe 

Berdasarkan BCL.KT 01 dengan register nomor .............. tanggal san sanesenan dengan 
ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 
1. Daftar BC 3.0/BC 3.3/BC 2.4 yang telah diperhitungkan seperti pada 

Lampiran-1, 
2. Daftar Rekapitulasi Nilai Pungutan Negara Yang Disetujui Per nomor dokumen 

pemberitahuan pabean impor/pemasukan seperti pada Lampiran-2: 
3. Daftar Jaminan yang disesuaikan/dikembalikan berdasar butir 1 seperti pada 

Lampiran-3. 

Saldo nilai Pungutan Negara pada lampiran-2 dalam kolom 7 (saldo akhir) agar 
segera direalisasi ekspornya. Sedangkan nilai jaminan yang harus dijaminkan 
tertera pada lampiran-3-kolom 7. 

Terdapat selisih konversi atas Barang dan Bahan sebagaimana Lampiran-4, yang 
akan dilakukan penetapan tagihan bea masuk, PPN, serta sanksi administrasi di 
bidang kepabeanan dan perpajakan. 

Terdapat tagihan bea masuk dan PPN atas Barang dan Bahan sebagaimana 
Lampiran-5, yang akan diakumulasi dan dilakukan penetapan tagihan bea masuk, 
PPN, serta sanksi administrasi di bidang kepabeanan dan perpajakan, pada akhir 
periode tahun berjalan. 

Bila kemudian hari hasil pemeriksaan lapangan ternyata terbukti nilai Pungutan 
Negara yang dilaporkan lebih besar dari yang sebenarnya, maka Saudara wajib 
melunasi kelebihan tersebut ditambah sanksi administrasi berupa denda sesuai 
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi 
administrasi berupa denda di bidang kepabeanan serta sanksi administrasi atas 
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang 
perpajakan. 

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara. 

c.cooorenerenasnanaaan
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LAMPIRAN XXXVII 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

NOMOR PER- 4 /BC/2019 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI 

KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 

160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK 

DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMB3AHAN NILAI ATAU 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 

BARANG MEWAI! ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN 

UNTUK DIOLAII. DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG 

LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR 

FORMAT SURAT PERSETUJUAN IMPOR ATAU PEMASUKAN KEMBALI 

HASIL PRODUKSI 

Nomor Tatig pal. 

Sifat 
Lampiran 

Hal : Persetujuan Impor/Pemasukan Kembali Hasil Produksi 

Yth. Pimpinan (Nama Perusahaan) 
OI sasa 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ............ tanggal see perihal 

......o.cox nina , dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara untuk melakukan 

impor kembali Hasil Produksi dengan data sebagaimana terlampir. disetujui dengan 

ketentuan sebagai berikut: 
1. Atas impor kembali Hasil Produksi: 

LJ diberikan pembebasan Bea Masuk serta tidak dipungut pajak dalam rangka 

impor, dengan menyerahkan jaminan senilai Bea Masuk serta pajak dalam 

rangka impor berdasarkan tarif dan nilai barang atas barang yang diimpor 

kembali. 

Ll diberikan pembebasan Bea Masuk serta tidak dipungut pajak dalam rangka 

impor. 

2. Pada saat impor kembali Hasil Produksi, agar Saudara: 

Cia 

b. 

Cc. 

d. 
. menyerahkan jaminan senilai Bea Masuk serta pajak dalam rangka impor 

memberitahukan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean 

impor: 
mengisi kolom “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor” dengan pilihan 

“barang reimpor yang mendapat fasilitas KITE”, 
mencantumkan nomor dan tanggal surat persetujuan impor kembali ini pada 

lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan persyaratan/fasilitas 

pemberitahuan pabean impor, 
melampirkan surat persetujuan impor kembali ini, dan 

berdasarkan tarif dan nilai barang atas barang yang diimpor kembali. 

. memberitahukan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean 
impor: 

.mengisi kolom “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor” dengan pilihan 
“barang reimpor yang mendapat fasilitas KITE”, 

. mencantumkan nomor dan tangal surat persetujuan impor kembali ini pada 
kolom “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor”: 

. mencantumkan nomor dan tanggal surat persetujuan impor kembali ini pada 
lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan  persyaratan/fasilitas 
pemberitahuan pabean impor:
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e. melampirkan surat persetujuan impor kembali ini: 
f. menyerahkan jaminan senilai Bea Masuk serta pajak dalam rangka impor 

berdasarkan tarif dan nilai barang atas barang yang diimpor kembali 

3. Hasil Produksi yang diimpor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
diekspor kembali dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 
pemberitahuan pabean impor kembali dan dapat diperpanjang untuk waktu paling 
lama 3 (tiga) bulan dengan persetujuan kepala Kantor Wilayah atau KPU yang 
menerbitkan keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan. 

Demikian disampaikan. 

Kepala Kantor 

"nomoconoconananan
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LAMPIRAN XXXVIII 

PERATURAN DIREKTUR JEND
ERAL BEA DAN CUKA! 

NOMOR PER- 4 /BC/2019 

TENTANG 

PETUNJUK 
PELAKSANAAN

 PERATURAN 
MENTERI 

KEUANGAN 
REPUBLIK 

INDONESIA 
NOMOR 

160/PMK-04 
/2018 TENTANG PEMBEBASAN

 BEA MASUK 

DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERT
AMBAHAN NILAI ATAU 

PAJAK PERTA
MBAI IAN NILAI DAN PAJAK PENJU

ALAN ATAS 

BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAIIAN 

UNTUK DIOLAH. DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG 

LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR 

FORMAT SURAT PENOLAKAN 
ATAS PERMO

HONAN IMPOR AT AU PEMAS
UKAN 

KEMBALI HA
SIL PRODUK

SI 

Nomor : 

Tanggal... 

Sifat 

Lampiran 

Hal . Pemberitahu
an penolakan atas Permohonan 

Impor/ Pemas
ukan Kembali 

Hasil 

Produksi 

Yth. Pimpinan (Nama Perusahaan) 

Yth. Le (Nama perusahaan) 

Oi sak 

Sehubungan
 dengan surat permo

honan Saudara Nom
OT : ---.” tanggal 

hal ... , bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan 
hasil penelitian terhadap 

dokumen pendukung. 
permohonan 

Saudara tidak dapat disetujui dengan alasan: 

Demikian disampaikan 
untuk dimaklumi. 

suasana 
RUN 

DIREKTUR J ENDERAL, 

-ttd- 

HERU PAMBUDI 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

ekretaris Dire
ktorat Jenderal 

      



: 
1
9
3
 - 

L
A
M
P
I
R
A
N
 
X
X
X
I
X
 

P
E
R
A
T
U
R
A
N
 
D
I
R
E
K
T
U
R
 
J
E
N
D
E
R
A
L
 
B
E
A
 
D
A
N
 
C
U
K
A
I
 

N
O
M
O
R
 

PER- 
4 
/
B
C
/
2
0
1
9
 

T
E
N
T
A
N
G
 

P
E
T
U
N
J
U
K
 

 
P
E
L
A
K
S
A
N
A
A
N
 

P
E
R
A
T
U
R
A
N
 

M
E
N
T
E
R
I
 

K
E
U
A
N
G
A
N
 

R
E
P
U
B
L
I
K
 

I
N
D
O
N
E
S
I
A
 

N
O
M
O
R
 

1
6
0
/
P
M
K
.
0
4
/
2
0
1
8
 

T
E
N
T
A
N
G
 

P
E
M
B
E
B
A
S
A
N
 

B
E
A
 

M
A
S
U
K
 

D
A
N
 

T
I
D
A
K
 

D
I
P
U
N
G
U
T
 

P
A
J
A
K
 

P
E
R
T
A
M
B
A
H
A
N
 

NILAI 
A
T
A
U
 
P
A
J
A
K
 
P
E
R
T
A
M
B
A
H
A
N
 

NILAI 
D
A
N
 
P
A
J
A
K
 

P
E
N
J
U
A
L
A
N
 
A
T
A
S
 
B
A
R
A
N
G
 
M
E
W
A
H
 
A
T
A
S
 
I
M
P
O
R
 
B
A
R
A
N
G
 
D
A
N
 
B
A
H
A
N
 

U
N
T
U
K
 

D
I
O
L
A
H
,
 

DIRAKIT, 
A
T
A
U
 

D
I
P
A
S
A
N
G
 

P
A
D
A
 

B
A
R
A
N
G
 

LAIN 
D
E
N
G
A
N
 
T
U
J
U
A
N
 
U
N
T
U
K
 
D
I
E
K
S
P
O
R
 

L
A
P
O
R
A
N
 
R
E
A
L
I
S
A
S
I
 
E
K
S
P
O
R
 
K
E
M
B
A
L
I
 
A
T
A
S
 
H
A
S
I
L
 
P
R
O
D
U
K
S
I
 
Y
A
N
G
 
D
I
I
M
P
O
R
 
K
E
M
B
A
L
I
 

P
E
N
G
A
J
U
A
N
 
L
A
P
O
R
A
N
 
K
E
P
A
D
A
 
K
A
N
T
O
R
 
W
I
L
A
Y
A
H
/
K
P
U
 

........ (S)hawvesana 

N
O
M
O
R
 
P
E
N
G
A
J
U
A
N
 

........ (
A
a
s
 

 
 

Hasil 
Produksi 

yang 
Diimpor 

Kembali 
Data 

Impor 
Kembali 

Ekspor 
Kembali 

Hasil 
Produksi 

No. 
Jenis 

Nomor/ 
|
 

Uraian 
Barang! 

| 
Nilai 

No. 
Jenis 

Nomor/ 
Uraian 

Nilai 
Bea 

No. 
Urut 

Jenis 
Nomor/ 

Uraian 
Nilai 

Urut 
| 

D
o
k
u
m
e
n
 | 

Tanggal/ 
| 

Satuan/Jumlah 
| 

Barang 
| 

Urut 
|
 
D
o
k
u
m
e
n
 |
 
Tanggal/ 

Barang/ 
CIF 

Masuk/ 
D
o
k
u
m
e
n
 
|
 
Tanggal/ 

Barang/ 
Barang 

Kd 
/FOB 

Kd 
Kantor 

|
 
Satuan/Jumlah 

PPN/ 
Kd 

Kantor | 
Satuan/Jumlah |

 
/FOB 

Kantor 
PPh 

 
 

 
 

  
 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
 
 

Tn 
. 

se (
n
a
n
a
 

Kota) 
senang 

sasan 
(tsl/bin/thn)......... 

P
e
m
b
u
a
t
:
 

T
r
e
 

D
i
k
e
t
a
h
u
i
.
 

B
i
k
e
 

T
T
:
 

P
e
n
a
n
g
g
u
n
g
 
J
a
w
a
b
 

/ 
Direksi 

 
 

Salinan 
sesuai 

dengan 
aslinya, 

TE 
, 

D
I
R
E
K
T
U
R
 
J
E
N
D
E
R
A
L
.
 

   

-ttd- 

H
E
R
U
 
P
A
M
B
U
D
I



“Yo 

LAMPIRAN XL 

PERATURAN DIREKTUR JEND
ERAL BEA DAN CUKAI 

NOMOR PER- 4 /8C/2019 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN 

MENTERI 

KEUANGAN 
REPUBLIK 

INDONESIA 
NOMOR 

160/PMK.04/201
8 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK 

DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN 
NILAI ATAU 

PAJAK PERTAMB
AHAN NILAI DAN PAJ AK PENJUAL

AN ATAS 

BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN BANIAN 

UNTUK DIOLAH. 
DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG 

LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR 

FORMAT SURAT PERSET
UJUAN ATAS LAPORAN REALI

SASI EKSPOR 
KEMBALI 

HASIL PRODUK
SI YANG DIIMPOR KEMBA

LI 

PERSETUJUA
N ATAS LAPORA

N REALISASI
 EKSPOR KE

MBALI HASIL PRODU
KSI 

YANG DIIMPOR KEMB
ALI 

NOMOR: 

TANGGAL: 

Yth san (Nama perusahaan) 

Kenek (Keputusan penetapan sebagai perusahaan KIT E) 

Sehubungan dengan laporan realisasi ekspor kembali hasil produksi yang diimpor 

kembali dengan Nomor Pengajuan: -..- , Nomor Register: ..... | dengan ini kami 

sampaikan bahwa laporan tersebut disetujui dengan daftar realisasi ekspor yang 

disetujui sebagaimana terlampir. 

Demikian disampaikan untuk dimaklumi. 

ana Ba SAN 
ARUN
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LAMPIRAN XLII 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR PER- 4 /BC/2019 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI 
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK 
DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 
BARANG MEWAII ATAS IMPOR BARANG DAN BAIIAN 
UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG 
LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR 

FORMAT SURAT PERSETUJUAN IMPOR ATAU PEMASUKAN BARANG CONTOH 

  

Nomor : Tanggal. um 
Sifat 
Lampiran 
Hal : Persetujuan Impor Barang Contoh 

Yth. Pimpinan (Nama Perusahaan) 
OI sesewonarn 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ............ tanggal nenen perihal 
MERK , disetujui permohonan Saudara untuk melakukan impor Barang Contoh 
dengan mendapat pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN, yaitu terhadap 
barang sebagai berikut: 
  

Uraian jenis Hasil 
Uraian 5 Negara Produksi 

Ng. ia Barang sera Jana Asal yang terkait Keterangan 
Barang Contoh 

                      

Demikian disampaikan. 

Kepala Kantor 

penccocoococeceononeonaann 

  

DIREKTUR JENDERAL, 

-ttd- 

Salinan sesuai dengan aslinya, HERU PAMBUDI 
Sekretaris Direktorat Jenderal 

u.b. 

a Bagian Umum 

  

O TELAH Feni NIP 19700412 198912 1 001 Pa
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LAMPIRAN XLIV 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

NOMOR PER- 4 /BC/2019 

TENTANG 

PETUNJUK — PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI 

KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 

160/PMK.04/2018 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK 

DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU 

PAJAK PERTAMBALIAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS 

BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN IAI IAN 

UNTUK DIOLAH. DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG 

LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR 

FORMAT SURAT PEMBEKUAN FASILITAS KITE PEMBEBASAN 

Nomor HENA ekavsnaa 
Tanggal... 

Sifat : Sangat Segera 

Hal . Pembekuan Fasilitas KITE Pembebasan 

Yth. Pimpinan ......... (nama Perusahaan) 

Gomes 

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal ..... Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor ........... tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak 

Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada 

Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Bahwa ...... (Perusahaan), yang mendapat fasilitas KITE Pembebasan berdasarkan 

keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE No....... Tanggal...... , telah 

melakukan hal-hal yang mengakibatkan pembekuan fasilitas KITE Pembebasan 

yaitu: 

Di mena 

Pi, smsbiesn nenen 

2. Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengingat ....... (Perusahaan) telah memenuhi 

kriteria pembekuan sesuai ketentuan di atas maka terhitung tanggal .............. 

fasilitas KITE Pembebasan ......... (Perusahaan) dibekukan. 

3. Dengan pembekuan ini, ........ (Perusahaan) tidak dapat memperoleh fasilitas KITE 

Pembebasan atas impor dan/atau pemasukan Barang dan Bahan serta Barang 

Contoh, sampai dengan fasilitas KITE Pembebasan diberlakukan kembali. 

Demikian disampaikan untuk diketahui. 

Kepala Kantor Wilayah /KPU 

Me aa KRS 

Tembusan: 
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, 

Direktur Jenderal Pajak: 

Direktur Fasilitas Kepabeanan: 

Direktur Penindakan dan Penyidikan: 

Kepala Kantor Pabean ........ (pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau 

penerima subkontrak). 

a
n
 
A
a
 

DIREKTUR JENDERAL, 

-ttd- 

HERU PAMBUDI 
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Wana 

Shjudi Adrijanto 
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LAMPIRAN 
XLV 

PERA TURA
N DIREKTUR

 JENDERA
L BEA DAN CUKAI 

NOMOR PER- 4 /B€/20 19 

TENTANG 

PETUNJUK
 PELAKSAN

AAN PERA YURA
N MENTERI 

KEUANGA
N REPUBLIK 

INDONESIA
 NOMOR 

160/ pMK.0
4/20 18 TENTANG 

PEBMBEBAS
AN BEA MASU K 

DAN TIDAK DIPUNGUT 
PAJAK PE

RTAMBAHA
N NILAI A' 

PAJAK PERT. AMBA
HAN NILAI DAN PAJAK PENJ UALAN

 ATAS 

BARANG 
MEWAH ATAS IMPOR BARANG 

DAN BAI IAN 

UNTUK DIOLAII, DIRAKIT, ATAU DIPASANG 
PADA BARANG 

LAIN DENG
AN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR 

Nomor 
o sansemann 

Tanggal 

Sifat 
. Sangat Segera 

Hal 
. Pemberlak

uan Kembali Fas
ilitas KITE Pembe

basan 

Yth. pimpinan 
---- (nam

a perusahaan
) 

Sehubunga
n dengan pelaksanaa

n ketentuan 
pasal -.-- Peraturan 

Menteri 

Keuangan 
NOMOT 

tentang Pembebasan
 Bea Masuk dan Tidak Dipungut 

Pajak 

pertambaha
n Nilai atau Pajak pertambaha

n Nilai dan Pajak Penjualan 
atas Barang 

Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diol
ah, Dirakit, atau Dipasang 

pada 

Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspot, 
dengan ini disampaika

n hal-hal 
sebagai 

berikut: 

1. Bahwa ... (Perusa
haan), yang mendapat 

fasilitas KITE Pembebasa
n berdasarka

n 

| telah 

keputusan 
penetapan! 

sebagai Perusahaan
 KIE NO... Tan

ggal... 

hi ketentua
n pemberlak

uan kembali fasilitas KITE Pemb
ebasan yaitu: 

memenu 

Aa mei kaaA 

DD. sens
e 

2. Berdasarka
n hal tersebut di atas maka 

terhitung 
tanggal s

t fasilitas KITE 

pembebas
an ---” (Perusahaa

n) diberlakuk
an kembali. 

Demikian 
disampaika

n untuk diketahui. 

Kepala Kantor wil
ayah/ KPU 

pena 
aa 

RA 

Tembusan
: 

1. Direktur J enderal Bea dan Cukai, 

9. Direktur Jenderal Pajak: 

3, Direktur Fa
silitas Kepabeanan

, 

A. Direktur Penindakan
 dan Penyidikan,

 

5. Kepala Kantor Pabean 
(pelabuhan 

bongkar. 

penerima subkontrak).
 

pelabuhan
 muat, dan/atau 

  
— 

SIREKTUR JENDERAL 

             

Salinan sesuai dengan aslinya, 

Ku. Direktorat 
Jenderal 

-ttd- 

1 u.b. 

2 

HERU PAMBUD! 

A 
If 

b 

sx laka Adrijanto 
Lada si 

ms NTP 19700412 
198912 1 001 

1
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LAMPIRAN XLVI 

PERATURAN DIREKT UR JENDERA
L BEA DAN CUKAI 

NOMOR PER- 4 /BC/2019 

"TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN — MENT ERI 

KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 

160/PMK.04/2018 
TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK 

DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU 

PAJAK PERTAMBAHA
N NILAI DAN PAJAK PENJUALAN 

ATAS 

1 ATAS IMPOR BARANG DAN BAI IAN 

UNTUK DIOLAH. DIRAKIT, ATAU DIPASANG 

LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR 
PADA BARANG 

FORMAT KEPUTUSA
N PENCABUTAN FASILITAS KITE PEMBEBASAN

 

KEMENTERIAN KEUA
N 

  

MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

GAN REPUBLIK INDONESI
A 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA 

PENCABUTAN KEPUT
U 

keputusan awal 

NOMOR .... 

TENTANG 

SAN MENTERI KEUA
NGAN NOMOR 

dan perubahan terakhir) 

(Diisi nomor soo. 

MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang 

diatur 

- a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap 

mendapatkan fasilitas 

sebagai Perusahaan KITE Nomor 

bahwa Perusahaan telah memenuhi ketentuan 

dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan 

Oe.. (Perusahaan) yang 

KITE Pembebasan bed
asarkan keputusan penetapan 

Tanggal ....., diperoleh kesimpulan 

pencabutan sebagaimana 

Nomor 

...... 

160/PMK.04/2018 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut 

Pajak Pertambahan Nilai 

atas Barang 

atau Dipasang pada Barang 

Mengingat Undang-Undang Nomor 10 

Negara Republik Indonesia 

Negara Republik 

Undang-Undang 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

atau Pajak Pertambahan 
Nilai dan Pajak Penjualan 

Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, 

Lain dengan Tujuan untuk Diekspor: 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

perlu menetapkan Keputusan Menteri 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

Keuangan Tentang Pencabutan 

narecakan 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran 

Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan 

Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik 

Negara Indonesia 

Nomor 4661):
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2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2018 tentang 
Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau 
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas 
Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang 
Lain dengan Tujuan untuk Diekspor: 

Memperhatikan: 1. ic. 

Menetapkan 

PERTAMA 

KEDUA 

KETIGA 

MEMUTUSKAN: 

: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN 
MENTERI KEUANGAN NOMOR eco... (Diisi nomor keputusan awal dan 
perubahan terakhir). 

: Mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..........J.... (Diisi nomor 

keputusan awal dan perubahan terakhir). 

: Dalam hal badan usaha dicabut selain karena berubah status menjadi 
Pengusaha Kawasan Berikat atau Pengusaha di Kawasan Berikat) 

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan, 
Perusahaan wajib: 

1. melaporkan Hasil Produksi yang telah diekspor namun belum 
disampaikan laporan pertanggung jawabannya, 

2. melunasi seluruh tagihan terutang sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan, dan 

3. menyelesaikan saldo Barang dan Bahan yang belum dilakukan 
penyelesaian, dengan cara: 
a. dilunasi Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang 
terutang: dan/atau 

b. dilakukan ekspor dan/atau dikembalikan. 

: Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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Salinan keputusan ini disampaikan kepada: 

. Menteri Keuangan: 

. Direktur Jenderal Bea dan Cukai: 

. Direktur Jenderal Pajak: 

. Direktur Fasilitas Kepabeanan: 

Direktur Penindakan dan Penyidikan: 

Kepala Kantor Pabean (pelabuhan bongkar, pelabuhari muat, dan/atau 

penerima subkontrak): 

« Pimpinan ...... (Perusahaan). 

D
U
P
W
N
—
 

-
 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 

a.n. MENTERI KEUANGAN 

KEPALA KANTOR WILAYAH /KPU 

sun ccomoecarangenganarasasaaaan 

  

DIREKTUR JENDERAL, 

-ttd- 

HERU PAMBUDI 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

A mon gsetaris Direktorat Jenderal 
N Se u.b. 

La pen Umum 

Sean aa di Adrijanto 

       


